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KATA PENGANTAR 

Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistemnya dibentuk Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN.152.HN.01.011 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Tiim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2015, tanggal 17 

Maret 2015. 

Dalam penyusunan analisa ini, Tim melakukan beberapa kegiatan melalui 

penyusunan tulisan serta rapat-rapat internal Tim untuk mendapatkan kesepahaman 

terhadap permasalahan yang akan dirumuskan. Di samping itu, dalam rangka 

mendapatkan informasi yang lebih luas, Tim juga mengadakan focus group discution 

dengan menghadirkan beberapa narasumber. 

Tim membagi kajiannya ke dalam tiga hal utama, yaitu perlindungan hidupanliar 

(species) terutama dari perdagangan illegal, perlindungan habitat/ekosistem, serta 

konservasi sumber daya genetic. Terkait perlindungan hidupanliar, Tim melakukan 

analisis terhadap CITES, implementasi CITES pada tingkat nasional, dan berbagai 

ketentuan nasional tentang perlindungan species. Terkait perlindungan 

ekositem/habitat, Tim melakukan analisis terhadap Konvensi Ramsar tentang lahan 

basah (wetland) dan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai ekosistem dan 

kawasan konservasi. Terkait perlindungan sumber daya genetik, Tim melakukan kajian 

terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Protokol Nagoya, dan Protokol 

Cartagena, serta berbagai peraturan perundang-undangan untuk pemanfaatan dan 

perlindungan sumber daya genetik serta secara adil dan berkelanjutan. 

Dengan selesainya laporan ini segenap Anggota Tim mengucapkan terimakasih 

kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

RI atas kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan Tim ini. 

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan, kiranya laporan ini dapat 

bermanfaat untuk Pembangunan Hukum Nasional dan Pemetaan Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistem khususnya. 

Jakarta, 30 November 2015 

Ketua Tim 

 

Dr. Andri Gunawan Wibisana, SH.,LL.M. 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia dianugrahi kekayaan alam yang luar biasa besarnya, dan kekayaan 

alam ini berdasarkan UUD 1945, dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Depatetemen Kehutanan pada tahun 2004 menyatakan bahwa 

Indonesia memiliki kekayaan keaneka-ragaman alam hayati yang tinggi, (nomor dua 

di dunia, setelah Kolombia), dicerminkan oleh keanekaragaman jenis satwa dan 

flora. Indonesia tercatat memiliki 515 jenis mamalia (12% dari total jumlah 

mamalia dunia);  511 reptilia (7,3% dari seluruh reptil dunia) 1.531 jenis burung 

(17% dari jumlah burung dunia) dan terdapat sekitar 38.000 jenis tumbuhan 

berbunga. 

Dewasa ini akibat berbagai sebab kekayaan alam tersebut telah mengalami 

degradasi yang luar biasa, tercatat laju degradasi hutan 1,08 juta hektar/tahun 

selama periode 2000 – 20051. Degradasi tersebut telah berdampak hilangnya 

sebagian fungsi kawasan, rusaknya habitat tumbuhan dan satwa liar, juga telah 

berdampak pada meningkatnya laju kelangkaan/kepunahan tumbuhan dan satwa 

liar, disamping berdampak luas bagi penurunan kualitas mutu kehidupan dan 

meningkatnya ancaman bagi kehidupan manusia.    

Degradasi terjadi akibat berbagai sebab, seperti konversi hutan, illegal 

logging, perambahan, dan kebakaran. Hal ini, erat kaitannya dengan lemahnya 

partisipasi masyarakat, lemahnya penegakan hukum maupun akibat lemahnya tata 

laksana pengelolaan. Situasi ini antara lain dipengaruhi oleh belum mantapnya 

peraturan perundangan, sehingga belum mampu menjamin terwujudnya kaidah–

kaidah pengelolaan alam lestari.  

Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sebagai salah satu 

bentuk optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam bagi terwujudnya kemakmuran 

rakyat berkelanjutan, juga tidak bisa terhindar dari situasi diatas, oleh karena itu 

                                                           
1
 Dewan Kehutanan Nasional, Laporan Final Kajian Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan 

Ekosistemnya, Departemen Kehutanan, Jakarta, Juli 2009. 
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perlu dilakukan upaya–upaya analisa dan evaluasi peraturan perundangan di 

bidang konservasi agar sasaran konservasi dapat segera diwujudkan.  

Menyadari bahwa keanekaragaman hayati merupakan anugerah Tuhan YME 

yang tidak ada taranya dan merupakan sumberdaya bagi generasi masa kini dan 

masa depan maka kelestariannya dalam jangkapanjang harus dijamin melalui 

perlakuan konservasi yang memadahi. Guna menjamin terwujudnya kelestarian 

sumberdaya alam tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, perlu diatur 

bahwa sumberdaya alam tersebut harus mendapat perlindungan secara 

proporsional dengan pemanfaatan yang berkelanjutan.Secara sosial konservasi 

keanekaragaman hayati merupakan keseimbangan perlakuan  perlindungan  

dimana pemanfaatan yang berkelanjutan masih dimungkinkan  sehingga 

keberadaannya tetap bisa dipertahankan dan dapat dimanfaatkan secara lestari bagi 

kemakmuran masyarakat baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. 

Secara yuridis dewasa ini telah ada undang-undang yang mengatur tentang 

konservasi sumberdaya alam hayati yaitu UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang pada dekade sembilan puluhan 

dirasakan cukup efektif untuk melindungi ekosistem dan spesies Indonesia. 

Undang-undang ini, yang menggantikan beberapa produk peraturan kolonial pra-

kemerdekaan, telah berumur lebih dari 20 tahun, dan selama masa tersebut telah 

terjadi banyak sekali  perubahan lingkungan strategis nasional seperti berubahnya 

sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan 

demokratisasi serta berubahnya peraturan perundang-undangan sektoral, maupun 

perubahan pada tataran global berupa bergesernya beberapa kebijakan 

internasional dalam kegiatan konservasi, sebagaimana tertuang dalam hasil-hasil 

konvensi yang terkait dengan keanekaragaman hayati, atau hasil-hasil kesepakatan 

baik bilateral, regional maupun multilateral. 

 Kondisi diatas, serta memperhatikan tantangan kedepan seperti menguatnya 

tekanan masyarakat dan tekanan ekonomi untuk pembangunan terhadap 

keanekaragaman hayati akibat dari meningkatnya jumlah penduduk yang 

memerlukan percepatan pembangunan di segala sektor, maka diperlukan legislasi 

nasional mengenai konservasi keanekaragaman hayati yang mempunyai 
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kemampuan tinggi dalam melindungi keanekaragaman hayati secara efektif serta 

menjamin kemanfaatan bagi masyarakat sehingga dipandang perlu untuk 

melakukan perubahan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya. 

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak asasi 

Manusia sesuai dengan tugas dan pokok kerjanya dalam membina dan 

mengembangkan hukum melaksanakan kegiatan ini melalui metode analisa dan 

evaluasi hukum dengan membentuk sebuah tim. 

B.   Permasalahan 

1) Apa saja instrumen hukum internasional terkait dengan konservasi species, 

sumber daya genetik, dan habitat; 

2) Apakah instrumen hukum nasional terkait konservasi species, sumber daya 

genetik, dan habitat telah mampu menjawab kewajiban yang dilahirkan dari 

instrumen hukum internasional 

3) Apakah instrumen hukum nasional terkait konservasi species, sumber daya 

genetik, dan habitat telah mampu menjawab kebutuhan/permasalahan yang 

ada, dan telah  sesuai dengan best practices dalam konservasi species, sumber 

daya genetik, dan habitat; 

4) Bagaimana kondisi penegakan hukum atau implementasi dari peraturan 

perundang-undangan terkait konservasi species, sumber daya genetik, dan 

habitat?  Apa saja kendala/masalah teknis atau yuridis yang ditemui dalam 

pelaksanaan tersebut? 

C. Tujuan 

Tujuan Tim evaluasi hukum ini adalah untuk melakukan identifikasi 

permasalahan dalam sistem hukum;Bagaimana Konservasi Sumber Daya Genetik di atur 

dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; melakukan analisa hukum, serta 

menghasilkan rekomendasi yang tepat atas permasalahan tersebut, sehingga 

memberikan arah pembangunan sistem hukum yang selaras dan harmonis dengan 

konstitusi dan politik hukum nasional. Karena secara khusus kegiatan analisa dan 

evaluasi dapat menjadi bahan dalam penyusunan program legislasi nasional. 
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D. Metode 

Metode analisa dan evaluasi hukum ini adalah sebuah alat untuk melakukan 

review/evaluasi hukum yang diidentifikasi bermasalah atau berpotensi bermasalah. 

Operasionalisasi metode evaluasi diawali dengan mempertegas politik hukum, 

inventarisasi hukum, identifikasi dan klasifikasi permasalahan hukum atau potensi 

bermasalah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, dilanjutkan 

dengan analisis hukum, dan kemudian menghasilkan rekomendasi atau rancangan 

tindak lanjut sebagai solusi terhadap permasalahan hukum tersebut.  

E. Personalia Tim 

Susunan personalia Tim Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.152.HN.01.011 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum  Tahun Anggaran 2015, tanggal 

17 Maret 2015, diantaranya: 

Ketua   : Dr.  Andri Gunawan Wibisana, SH.,LL.M. ( Universitas  Indonesia) 

Sekretaris  : Muhar Junef, SH.,MH (BPHN) 

Anggota: 

1. Ir. Samedi, Ph.D (Yayasan KEHATI) 

2. Arie Afriansyah, Ph.D (Universitas Indonesia) 

3. Ir. Edy Nugroho Santoso(Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan) 

4. Nur Hygiawati Rahayu, SH.,MH (Bappenas) 

5. Febriany Triwijayanti, SH (BPHN) 

6. Nevey Varida Ariani, SH.,MH (BPHN) 

7. Ahmad Haris Junaedi, SH (BPHN) 

8. Isthining Wahyu Setiti Utami, SH(BPHN) 

F. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ini berlangsung selama Sembilan (9) 

bulan, dimulai dari tanggal 1 April 2015 sampai dengan 30 November 2015 dengan 

jadwal kegiatan sebagai berikut: 
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No Waktu Kegiatan 
1 Bulan Maret,  Persiapan Administrasi 
2 Bulan April Penyusunan Proposal Tim 
3 Bulan Mei – Juni Pembahasan Porposal Tim 
4 Bulan Juni - Juli Pembagian Tugas-tugas Tim 
5 Bulan Juli - 

Agustus 
Pelaksanaan FGD dengan Narasumber sbb: 

1. Prof. DR. Ir. Endang Sukara, MS (LIPI) 
2. DR. Noviar Andayani /Sofie Mardiah (WCS) 
3. DR. Ahmad Redi, SH.,MH (Univ. Tarumanegara) 

6 Bulan September Penyusunan Konsep Laporan Akhir 

7 Bulan Oktober Penyempurnaan Laporan Akhir 
8
  

Bulan November Finalisasi dan Penyerahan Laporan Akhir ke BPHN 
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BAB II PERLINDUNGAN SPECIES 

 

A. Pendahuluan 

Indonesia dikaruniai sumber daya alam hayati yang sangat berlimpah.  Dengan 

keanekaragaman sumber daya alam ini, Indonesia bahkan tergolong ke dalam negara yang 

memiliki sumber daya alam hayati paling beragam (megadiverse country).  Sumber dari 

Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa walaupun hanya melingkupi 1,3% dari 

luas total daratan dunia, Indonesia memiliki keanekaragaman spesies satwa yang sangat 

tinggi yaitu 12% (515 spesies, 39% endemik) dari total spesies binatang menyusui; 7,3% 

(511 spesies, 150 endemik) dari total spesies reptilia; 17% (1531 spesies, 397 endemik) 

dari total spesies burung; 270 spesies amfibi, 100 endemik; 2827 spesies binatang tidak 

bertulang belakang selain ikan air tawar. Selain itu Indonesia memiliki 35 spesies primate, 

18% endemik; 121 spesies kupu-kupu, 44% endemik; 1400 spesies ikan air tawar.2  Untuk 

mamalia, misalnya, Indonesia bahkan memiliki species mamalia endemik terbanyak di 

dunia, yaitu sebanyak 670 species.3   Untuk kelompok burung, Indonesia memiliki jumlah 

species terbanyak pertama di Asia (kelima di dunia), yaitu sebanyak 1561 species.4 

 Namun dewasa ini keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia 

sedang terancam.  Indonesia, misalnya, adalah negara dengan jumlah species burung yang 

terancam punah terbanyak kedua di dunia setelah Brazil.5 Untuk mamalia, Indonesia 

bahkan menempati ranking pertama di dunia untuk jumlah species terancam.6 

 Terancamnya keanekaragaman hayati dapat diakibatkan oleh faktor alami dan 

faktor manusia. Faktor alami disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, tanah longsor, 

kebakaran hutan yang bukan disebabkan oleh manusia. Sedangkan faktor karena ulah 

manusia misalnya, perusakan habitat, misalnya membangun menjadi lahan pertanian, 

                                                           
2
Anonymous, “Keanekaragaman Hayati”, tersedia pada: <http://www.menlh.go.id/keanekaragaman-hayati/> ,  

diakses pada Desember 2015. 
3
Craig Hilton-Taylor, et al , “ tate of the World‟s  pecies”, dalam: Jean-Christophe Vi , Craig Hilton-Taylor, dan 

Simon N. Suart (eds.), Wildlife in a Changing World: An Analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species 

(Gland, Switzerland: IUCN, 2009), hal. 29.  
4
Ibid., hal. 26.  

5
Ibid., hal. 27. 

6
Ibid., hal. 31. 

http://www.menlh.go.id/keanekaragaman-hayati/
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perumahan, pembakaran hutan, atau perburuan dan perdagangan terhadap satwa dan 

tumbuhan liar secara besar-besaran.7 

 Menurut sebuah laporan dari Kementerian Kehutanan, ancaman terbesar dalam 

konservasi spesies adalah kepunahan. Spesies yang telah punah adalah spesies yang tidak 

ada satupun individu dari spesies itu yang masih hidup di dunia. Kepunahan ini dapat 

dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: a). Punah secara global, dimana tidak 

ada lagi individu yang bisa dijumpai di habitat alamnya. Pada kondisi ini bisa saja masih 

ada individu yang berada di lingkungan manusia (ex situ), sehingga pada kondisi ini 

disebut “punah di alam”; b). Punah secara lokal, dimana ada satu atau lebih populasi tidak 

ditemukan lagi di daerah penyebarannya, tetapi masih ada di daerah penyebaran lain; dan 

c). Punah secara ekologis, dimana populasi dari spesies itu terdapat dalam jumlah yang 

tidak viabel untuk dapat melangsungkan hidupnya.8 

 Oleh IUCN, ancaman untuk species dibagi ke dalam beberapa tingkatan ancaman 

sebagai berikut:9 

i) Punah atau EXTINCT (EX).  Suatu taxon dikatakan “punah” apabila tidak ada keraguan 

bahwa individu terakhir telah mati, sedang “diduga punah” apabila survei menyeluruh 

tidak dapat mencatat keberadaan individu.  

ii) Punah di alam atau EXTINCT IN THE WILD (EW). Suatu taxon dikatakan “punah di 

alam” apabila taxon tersebut diketahui hanya hidup sebagai di dalam kandang atau 

dikembangkan di alam di luar penyebaran aslinya.  

iii) Genting atau CRITICALLY ENDANGERED (CR). Suatu taxon disebut sebagai genting 

apabila memenuhi beberapa kriteria sehingga dapat dianggap menghadapi resiko yang 

secara ekstrim sangat tinggi untuk menjadi punah di alam;  

iv) Dalam Bahaya Kepunahan atau ENDANGERED (EN). Suatu taxon dikatakan dalam 

bahaya kepunahan apabila memenuhi kriteria sehingga dapat dianggap menghadapi 

resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kepunahan di alam. 

                                                           
7
Windy Vidya Pratitya, “Analisis Terhadap Upaya Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi 

( tudi Kasus: Perdagangan Ilegal Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning)”,  kripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, Januari 2016, hal. 2. 
8
Tim Kementerian Kehutanan, “Naskah Akademis Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990  tentang 

Konservasi  umberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, Kementerian Kehutanan, 2013, hal  23  
9
Ibid., hal. 24.  
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v) Rentan atau VULNERABLE (VU). Suatu taxon dikatakan rentan apabila memenuhi 

beberapa kriteria sehinggga dapat dianggap menghadapi resiko tinggi terhadap 

kepunahan di alam; 

vi) Mendekati terancam atau NEAR THREATENED (NT). Suatu taxon dikatakan mendekati 

terancam apabila telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN atau VU, tetapi 

mendekati kriteria tersebut atau cenderung untuk memenuhi kriteria terancam. 

vii) Belum terancam/belum perlu diperhatikan atau LEAST CONCERN (LC) yaitu taxon 

yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, VU maupun NT.  Spesies 

yang tersebar luas dan melimpah masuk dalam kategori ini; 

viii) Tidak Cukup (kekurangan) Data atau DATA DEFICIENT (DD) yaitu taxon yang tidak 

memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian langsung maupun tidak 

langsung. Spesies yang masuk dalam kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman 

dari ancaman kepunahan.  

B. Pengaturan International tentang Pencegahan Perdagangan Hidupan Liar 

1. Pengantar tentang CITES (1973) 

Pada tingkat global, kontrol dan pencegahan perdagangan spesies langka 

(endangered species), baik itu satwa maupun tumbuhan, diatur di dalam  Konvensi tentang 

Perdagangan Species Langka (Convention on Trade in Endangered Species, CITES) tahun 

1973.  Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 

1978. 

CITES adalah salah satu konvensi yang dianggap paling efektif dalam konservasi 

satwa dan tumbuhan, karena konvensi ini adalah satu satu dari sedikit konvensi yang 

menyediakan sanksi bagi ketidaktaatan (non-compliance).10  CITES sepenuhnya ditujukan 

untuk mengontrol dan mencegah perdagangan komersial spesies langka (endangered 

species) dan produk turunannya.11 

Menurut Hunter, et al., inti dari CITES adalah sistem perdagangan berdasarkan 

kategori spesies yang dimuat di dalam lampiran-lampiran (Appendices) dari CITES.  

Penempatan sebuah spesies di dalam lampiran tertentu akan menentukan ketat tidaknya 

                                                           
10

 Patricia Birnie, Alan Boyle, dan Catherine Redgwell, International Law and the Environment (Oxford: Oxford 

University Press, 2009), hal. 685. 
11

Ibid. 
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kontrol atas perdagangan spesies tersebut dan spesimennya.12  Dengan demikian, CITES 

meliputi tidak hanya spesies langka, tetapi juga spesimen (specimen) dari spesies tersebut. 

Spesies menurut CITES meliputi spesies, subspecies, atau populasi yang terpisah 

secara geografis (species, subspecies, or geographically separate population thereof).13  

Sedangkan spesimen meliputi satwa atau tumbuhan yang masih hidup atau sudah mati 

(any animal or plant, whether alive or dead), serta bagian atau turunan yang dapat dikenali 

dengan mudah (readily recognizable part or derivative) dari satwa atau tumbuhan 

tersebut.14 

CITES mewajibkan Negara Anggota untuk menunjuk Management Authority, sebagai 

otoritas yang akan memberikan izin terkait perdagangan spesies yang termasuk di dalam 

Lampiran CITES, serta Scientific Authority, sebagai otoritas yang akan memberikan 

pandangan/nasihat ilmiah terkait ekspor dan impor dari spesies tersebut.15  Di Indonesia, 

Management Authority adalah Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Sedangkan untuk Scientific Authority 

adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonsia (LIPI), Pusat Penelitian Biologi.16 

2. Pengaturan Berdasarkan Lampiran CITES 

CITES membagi kategori spesies ke dalam 3 kelompok Lampiran.  Lampiran I berisi 

spesies yang terancam punah (threatened with extinction) yang akan atau dapat terganggu 

dengan adanya perdagangan.  Perdagangan spesimen dari spesies Lampiran I harus diatur 

secara ketat agar tidak membahayakan kelangsungan hidup spesies, serta  hanya boleh 

diizinkan untuk keadaan luar biasa.17 

Lampiran II berisi dua kelompok sepesies.  Kelompok pertama, adalah seluruh 

spesies yang bukan merupakan spesies yang terancam punah, tetapi akan menjadi 

terancam punah apabila perdangan spesimen dari spesies tersebut tidak diatur secara 

                                                           
12

David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, International Environmental Law and Policy (New York: 

Foundation Press, 1999), hal. 1036. 
13

 The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 12 ILM. 1085 

(1973), selanjutnya disebut CITES, Pasal I huruf a. 
14

 CITES, Pasal I huruf b.  Sebagai contoh, yang termasuk sebagai spesimen adalah seekor gajah serta gading dari 

gajah tersebut.  Untuk memudahkan penulisan, maka pada tulisan ini istilah “spesies” meliputi pula pengertian 

“spesimen", kecuali secara tegas disebutkan berbeda  
15

CITES, Pasal IX.  
16

 Lihat: <https://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/ country/ID>,  diakses Juli 2015. 
17

 CITES, Pasal II, par. 1. 

https://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/%20country/ID
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ketat guna mencegah pemanfaatan yang membahayakan kelangsungan hidup dari spesies 

tersebut.  Kelompok kedua, adalah spesies yang juga harus diatur untuk menjamin agar 

perdagangan spesiemen dari spesies pada kelompok pertama dapat dikontrol secara 

efektif.18  Spesies pada kelompok kedua inilah yang disebut sebagai “look-alike species”, 

yaitu spesies yang sebenarnya tidak terancam, tetapi memiliki kemiripan dengan spesies 

yang dapat terancam apabila perdagangannya tidak diatur.19 

Lampiran III berisi spesies yang menurut hukum nasional dari Negara Peserta 

adalah spesies yang eksploitasinya harus dicegah atau dibatasi, dan karenanya 

memerlukan kerja sama dengan Negara Peserta lainnya.20  Dengan demikian, spesies pada 

Lampiran III adalah spesies yang paling tidak terancam kepunahan oleh adanya 

perdagangan.21 

CITES mewajibkan Negara Peserta untuk tidak mengizinkan adanya perdagangan 

spesimen dari spesies yang termasuk dalam Lampiran I, II, dan III, kecuali jika perdagngan 

tersebut dilakukan dengan tata cara yang diatur di dalam CITES.22  Tata cara ini dapat 

dilihat dalam pembahasan di bawah ini. 

1. Lampiran I 

CITES menyatakan bahwa perdagangan spesimen dari spesies Lampiran I 

harus dilengkapi dengan izin ekspor dari Management Authority negara 

pengekspor.  Izin ini hanya diberikan setelah terpenuhinya syarat berikut: 

a. adanya pendapat dari Scientific Authority negara pengekspor yang 

menyatakan bahwa ekpor tidak akan membahayakan kelangsungan hidup 

spesies; 

b. Management Authority negara pengekspor beranggapan bahwa spesimen 

tidak diperoleh dengan cara yang melanggar hukum terkait perlindungan 

flora dan fauna dari negera tersebut; 

                                                           
18

CITES, Pasal II, par. 2.  
19

Hunter, et al. menyebut look-alike species sebagai spesies yang memiliki kemiripan dengan spesies pada Lampiran 

I.  Lihat: David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, op cit., hal. 1037.Pendapat ini sedikit berbeda dengan 

yang secara tegas dinyatakan di dalam CITES Pasal II paragraf 2.   
20

CITES Pasal II, par. 3.  
21

David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, loc.cit.  
22

CITES, Pasal II, par. 4.  
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c. Management Authority negara pengekspor beranggapan bahwa spesimen 

hidup akan dipersiapkan dan dikapalkan dengan cara yang dapat 

mengurangi resiko luka, gangguan kesehatan, dan perlakuan yang kejam 

terhadap spesimen tersebut; 

d. Management Authority dari negara pengekspor mengetahui bahwa izin 

impor spesimen telah diberikan oleh negara pengimpor.23 

CITES juga menerangkan bahwa impor spesimen dari spesies yang termasuk 
ke dalam Lampiran I memerlukan adanya izin impor dan izin ekspor atau sertifikat 
re-ekspor.  Izin impor diberikan oleh Management Authority negara pengimpor 
apabila Scientific Authority dari negara tersebut beranggapan bahwa impor 
spesimen tidak akan membahayakan kelangsungan hidup spesies.  Apabila 
spesimen merupakan spesimen hidup, maka izin impor diberikan hanya jika 
Scientific Authority beranggapan bahwa penerima spesimen impor memiliki 
peralatan dan pemeliharaan yang tepat untuk spesimen tersebut.  Selain itu, izin 
impor juga hanya bisa diberikan apabila Management Authority meyakini bahwa 
spesimen tidak akan digunakan untuk tujuan komersial (primarily commercial 
purposes).24  CITES tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan tujuan komersial 
ini.  Karena itulah maka apa yang dimaksud dengan tujuan komersial menjadi 
kewenangan diskresi dari otoritas negara peserta.25  Untuk memperjelas 
pendifinisian ini, maka pada tahun 1985 Konferensi Negara Peserta (Conference of 
Parties, COP) mengeluarkan resolusi yang salah satu isinya berbunyi: 

“The term ‘commercial purposes’ should be defined by the country of import as 
broadly as possible so that any transaction which is not wholly ‘non-
commercial’ will be regarded as ‘commercial’. In transposing this principle to 
the term ‘primarily commercial purposes’, it is agreed that all uses whose non-
commercial aspects do not clearly predominate shall be considered to be 
primarily commercial in nature, with the result that the import of specimens of 

Appendix‑I species should not be permitted. The burden of proof for showing 

that the intended use of specimens of Appendix‑I species is clearly non-

commercial shall rest with the person or entity seeking to import such 
specimens”26 
Dari kutipan di atas terlihat bahwa setiap transaksi perdagangan yang tidak 

sepenuhnya bersifat non-komersial harus dianggap sebagai transaksi yang 

komersial.  Selain itu, setiap pemakaian yang aspek non-komersialnya tidak terlihat 

jelas/menonjol, juga harus dianggap sebagai pemakaian yang bertujuan komersial.  

                                                           
23

 CITES, Pasal III, par. 2. 
24

CITES, Pasal III, par. 3.  
25

David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, loc.cit.  
26

 Resolution Conf. 5.10 (Rev. CoP15), point 3. 
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Resolusi ini juga menyatakan bahwa pihak pengimpor memiliki beban pembuktian 

untuk menunjukkan bahwa spesimen secara jelas tidak akan digunakan untuk 

tujuan komersial. 

CITES juga menerangkan bahwa re-ekspor, yaitu tindakan mengekspor 

barang yang sebelumnya telah diimpor,27 hanya bisa dilakukan setelah adanya 

sertifikat re-ekspor.  Sertifikat ini hanya akan diberikan jika Management Authority 

negara re-eskpor beranggapan bahwa spesimen telah diimpor sesuai dengan 

kententuan CITES; bahwa spesimen hidup akan dipersiapkan dan dikapalkan 

dengan cara yang dapat mengurangi resiko luka, gangguan kesehatan, dan 

perlakuan yang kejam terhadap spesimen tersebut; dan bahwa izin impor untuk 

spesimen hidup telah diberikan oleh negara pengimpor.28 

 Terkait dimasukkannya spesies yang diperoleh dari laut yang tidak 

termasuk ke dalam yurisdiksi sebuah negara, CITES mensyaratkan adanya sertifikat 

introduksi dari laut (introduction from the sea) dari Management Authority negara 

tempat dimasukkannya spesies tersebut.  Sertifikat diberikan jika Scientific 

Authority setempat telah mengeluarkan pendapatnya yang menyatakan bahwa 

introduksi tersebut tidak akan membahayakan kelangsungan hidup spesies.  Selain 

itu, sertifikat juga hanya akan diberikan apabila Management Authority setempat 

beranggapan bahwa penerima spesimen memiliki peralatan dan pemeliharaan yang 

tepat untuk spesimen hidup yang dimasukkan; serta bahwa spesimen yang 

dimasukkan tidak akan digunakan untuk tujuan komersial.29 

2. Lampiran II 

Terkait perdagangan spesimen dari spesies yang termasuk Lamparan II, 

CITES mengatur bahwa ekspor spesimen tersebut memerlukan izin ekspor dari 

Management Authority negara pengekspor.  Izin hanya bisa diberikan jika Scientific 

Authority setempat telah memberikan pendapatnya yang menyatakan bahwa ekspor 

tersebut tidak akan membahayakan kelangsungan hidup spesies.  Di samping itu, 

izin ekspor juga hanya bisa diberikan jika Management Authority negara pengekspor 

                                                           
27

CITES, Pasal I, huruf d.  
28

CITES, Pasal III, par. 4.  
29

CITES, Pasal III, par. 5.  
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beranggapan bahwa spesimen tidak diperoleh dengan cara yang melanggar hukum 

terkait perlindungan flora dan fauna dari negera tersebut; dan Management 

Authority negara pengekspor beranggapan bahwa spesimen hidup akan 

dipersiapkan dan dikapalkan dengan cara yang dapat mengurangi resiko luka, 

gangguan kesehatan, dan perlakuan yang kejam terhadap spesimen tersebut.30  

Dengan demikian, perbedaan persyaratan ekspor antara spesies pada Lampiran I 

dengan spesies pada Lampiran II adalah bahwa ekspor spesimen dari spesies pada 

Lampiran II tidak mensyaratkan telah adanya izin impor dari negara pengimpor.  

CITES memerintahkan Scientific Authority dari tiap negara untuk memonitor 

izin ekspor spesimen dan ekspor yang sesungguhnya.  Jika Scientific Authority ini 

beranggapan bahwa ekspor spesimen tersebut harus dibatasi guna menjamin 

terpeliharanya keberadaan spesies pada tingkat yang sesuai dengan peran spesies 

dalam ekosistem dan di atas tingkat yang dapat menyebabkan masuknya spesies ke 

dalam Lampiran I, maka Scientific Authority diwajibkan memberikan masukan 

kepada Management Authority untuk mengambil langkah yang diperlukan guna 

membatasi impor spesimen dari spesies tersebut.31  Pasal ini menunjukkan bahwa 

pemberian izin ekspor harus dihentikan jika ekspor tersebut dapat mengurangi 

kondisi spesies sedemikian rupa sehingga mengganggu peran spesies bagi 

ekosistem atau membuat keberadaan spesies tersebut menjadi terancam punah dan 

karenanya masuk ke dalam kategori Lampiran I. 

Sementara itu, berbeda dengan perizinan untuk spesies Lampiran I, impor 

spesimen untuk spesies yang termasuk pada Lampiran II hanya membutuhkan izin 

ekspor atau sertifikat re-ekspor.32  Dengan demikian, impor spesimen dari spesies 

yang termasuk Lampiran II dapat dilakukan tanpa perlu adanya izin impor.  Di sisi 

lain, hal ini berarti pula bahwa larangan impor spesimen untuk tujuan komersial 

hanya berlaku untuk Lampiran I, karena larangan ini hanya muncul dalam kaitannya 

dengan pemberian izin impor. 

                                                           
30

CITES, Pasal IV, par. 2.  
31

CITES, Pasal IV, par. 3.  
32

 CITES, Pasal IV, par. 4. 
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Terkait dimasukkannya spesies yang diperoleh dari laut yang tidak termasuk 

ke dalam yurisdiksi sebuah negara, CITES mensyaratkan adanya sertifikat 

introduksi dari laut (introduction from the sea) dari Management Authority negara 

tempat dimasukkannya spesies tersebut.  Sertifikat diberikan jika Scientific 

Authority setempat telah mengeluarkan pendapatnya yang menyatakan bahwa 

introduksi tersebut tidak akan membahayakan kelangsungan hidup spesies.  Selain 

itu, sertifikat juga hanya akan diberikan apabila Management Authority setempat 

beranggapan bahwa spesimen akan ditangani dengan cara yang meminimalkan 

resiko luka, gangguan kesehatan, atau perlakuan kejam pada spesimen.33 

Selain dari pada itu, CITES mewajibkan re-ekspor terhadap spesimen dari 

species yang termasuk Lampiran II untuk memiliki sertifikat re-ekspor.  Sertifikat 

ini hanya diberikan apabila: a). Management authority dari negara yang melakukan 

re-ekspor menganggap bahwa spesimen telah diimpor sesuai dengan ketentuan 

dalam CITES; dan b). Management authority dari negara yang melakukan re-ekspor 

menganggap bahwa spesimen hidup akan ditangani dan dikapalkan dengan cara 

yang dapat meminimalkan resiko luka, gangguan kesehatan, atau perlakuan kejam 

pada spesimen.34 

3. Lampiran III 

 CITES menyatakan bahwa spesimen dari species yang termasuk ke dalam 

Lampiran III yang diekspor dari negara yang memasukkan species tersebut ke 

dalam Lampiran III memerlukan izin ekspor dari negara asal.  Izin ini hanya dapat 

dikeluarkan apabila: a). Management authority negara pengekspor menyetujui 

bahwa spesimen diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum 

negara pengekspor terkait perlindungan fauna dan flora; dan b). Management 

authority negara pengekspor beranggapan bahwa spesimen hidup akan ditangani 

dan dikapalkan dengan cara yang meminimalkan resiko luka, gangguan kesehatan, 

dan perlakuan kejam terhadap spesimen.35 

                                                           
33

CITES, Pasal IV, par. 6. 
34

CITES, Pasal IV, par. 5. 
35

CITES, Pasal V, par. 2.  
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 Impor spesimen dari species yang termasuk ke dalam Lampiran III 

memerlukan sertifikat asal spesimen (certificate of origin) serta izin ekspor apabila 

spesimen itu diimpor dari negara yang telah memasukkan species ke dalam 

Lampiran III.36  CITES juga menentukan bahwa kegiatan re-ekspor harus dilengkapi 

sertifikat dari Managment Authority di negara yang melakukan re-ekspor, yang 

menyatakan bahwa spesimen telah diproses di negara tersebut atau sedang 

dilakukan re-ekspor, sehingga dapat dijadikan bukti adanya ketaatan terhadap 

CITES.37 

3. Kewajiban Lain Negara Anggota 

 Negara anggota harus mengambil upaya untuk menjamin penegakan ketentuan-

ketentuan di dalam CITES serta untuk melarang perdagangan spesimen yang melanggar 

CITES.  Dalam hal ini, negara diminta untuk: a). menghukum perdagangan dan/atau 

penguasaan spesimen secara ilegal; b). melakukan penyitaan atau pengembalian ke negara 

pengekspor.38 

Negara juga diminta untuk mengembangkan metode untuk meminta pengembalian 

(reimbursement) semua biaya yang ditanggung sebagai akibat adanya penyitaan atas 

spesimen yang dilakukan berdasarkan CITES.39  Selain dari pada itu, Pasal VIII CITES juga 

menyatakan:40 

“Where a living specimen is confiscated as a result of measures referred to in 
paragraph 1 of this Article: 
(a) the specimen shall be entrusted to a Management Authority of the State of 
confiscation; 
(b)the Management Authority shall, after consultation with the State of export, 
return the specimen to that State at the expense of that State, or to a rescue centre 
or such other place as the Management Authority deems appropriate and 
consistent with the purposes of the present Convention; and 
(c) the Management Authority may obtain the advice of a Scientific Authority, or 
may, whenever it considers it desirable, consult the Secretariat in order to 
facilitate the decision under sub-paragraph (b) of this paragraph, including the 
choice of a rescue centre or other place.” 

Menurut Pasal VIII par. 4b tersebut maka apabila satwa liar yang disita dapat 

                                                           
36

CITES, Pasal V, par. 3.  
37

CITES, Pasal V, par. 4. 
38

CITES, Pasal VIII, par. 1.  
39

CITES, Pasal VIII, par. 2.  
40

CITES, Pasal VIII, par. 4.  
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dikembalikan ke negara asal setelah adanya konsultasi antara Management Authority 

Thailand (dalam hal ini: CITES Office Department of National Parks, Wildlife and Plant 

Conservation, Thailand) dengan Pemerintah RI.  Artinya, keputusan pengembalian ini 

haruslah disetujui oleh RI.   

Hal terpenting dari Artikel VIII par. 4 b adalah bahwa pengembalian ke negara asal 

dilakukan dengan biaya negara asal.  Frase “at the expense of that State” secara jelas 

merujuk pada biaya/ongkos pengembalian.  Dengan demikian, apabila pengembalian satwa 

yang disepakati, maka yang harus ditanggung oleh negara asal (Indonesia) hanyalah 

terbatas pada biaya pengembalian, sehingga biaya-biaya lainnya, seperti biaya yang 

dikeluarkan selama masa penyitaan, tidaklah menjadi kewajiban negara asal.   

Lebih jauh lagi, Resolusi Conf. 10.7 (Rev. CoP15)  tentang Disposal of confiscated live 

specimens of species included in the Appendices menyatakan bahwa sebelum mengambil 

keputusan terkait dengan penyitaan satwa, Management Authority haruslah meminta 

pertimbangan dari Scientific Authority setempat, negara asal satwa (dalam hal ini 

Indonesia), dan pakar terkait dari IUCN/SSC Specialist Groups.  Resolusi ini juga 

menyatakan bahwa Management Authority harus menginformasikan setiap keputusan 

yang diambil kepada Sekretariat CITES.  Kewajiban-kewajiban prosedural ini penting untuk 

ditanyakan kepada pihak Thailand, untuk menjamin bahwa setiap keputusan yang 

diambilnya sejalan dengan CITES dan resolusi/keputusan dari COP. 

Di samping itu perlu pula dijelaskan di sini bahwa Artikel VIII par. 4 harus dibaca 
bersama-sama dengan Artikel VIII paragraf 1, yang menentukan tindakan-tindakan yang 
akan diambil, yaitu:  

“1. The Parties shall take appropriate measures to enforce the provisions of the 
present Convention and to prohibit trade in specimens in violation thereof. 
These shall include measures: 
(a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or both; and 
(b) to provide for the confiscation or return to the State of export of such 
specimens.” 

Dengan demikian, penyitaan dan pengembalian satwa liar harus merupakan bagian 

dari upaya penegakan hukum pidana, yaitu untuk menghukum (to penalize) perdagangan 

dan/atau kepemilikan ilegal satwa.  Pasal ini secara jelas bahwa yang harus ditempuh oleh 

negara anggota adalah upaya hukum pidana, dan bukan penegakan hukum melalui 

peradilan perdata. 

Yang tidak kalah penting dari persoalan pembiayaan pengembalian satwa sitaan ini 



19 
 

adalah bahwa penciptaan disinsentif bagi para pihak untuk terlibat dalam perdagangan 

satwa secara ilegal.  Dalam hal ini Resolusi Conf. 10.7 (Rev. CoP15)  tentang Disposal of 

confiscated live specimens of species included in the Appendices menyatakan bahwa “[t]he 

successful recovery of the costs of confiscation and disposal from the guilty party may be a 

disincentive for illegal trade”.  Dengan kata lain, untuk menciptakan efek jera atau 

disinsentif, maka pada akhirnya biaya pengembalian ini sedapat mungkin dibayar oleh 

mereka yang terlibat dalam ekspor-impor satwa secara illegal.  Hal inilah yang di dalam 

hukum lingkungan dikenal sebagai asas pencemar membayar (polluter-pay principle).   

Selain dari penegakan hukum, nagara anggota juga diminta untuk menetapkan 

Management Authority dan Scientific Authority.41Management Authority, Otoritas 

Pengelolaan, adalah lembaga yang berwenang untuk menerbitkan izin atau sertifikat atas 

nama negara anggota serta bertugas pula untuk melakukan kompilasi data perdagangan. 

Sedangkan Scientific Authority, Otoritas Keilmuan, adalah lembaga yang berwenang 

mengurusi aspek-aspek ilmiah dari semua spesies yang diperdagangkan di dunia 

internasional. Kewenangan Scientific Authority termasuk memberikan saran apakah 

kegiatan perdagangan tersebut teerhadap suatu spesies menganggu keseimbangan 

ekosistem serta menganggu keberlangsungan hidup dari spesies tersebut. Masing-masing 

negara anggota berhak menentukan peraturan dalam negeri yang berkaitan dengan CITES 

yang akan dikelola oleh lembaga terkait.42 

Pemerintah Indonesia telah telah menunjuk Direktur Jenderal Perlindungan Hutan 

Konservasi Alam (Dirjen PHKA) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

sebagai Management Autorithy, dan Pusat Penelitian Biologi dari Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Scientific Authority.43 

 

C. Implementasi CITES di Indonesia 

Indonesia telah meratifikasi konvensi CITES pada tahun 1978 melalui Keputusan 

Presiden No. 43 tahun 1978 tentang Convention on International Trade in Endangered 

                                                           
41

CITES, Pasal IX, par. 1.  
42

Windy Vidya Pratitya, op cit., hal. 47.  
43

Lihat: <https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/ ID>, diakses pada Desember 2015.  Hal ini 

ditetapkan dalam: PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 

15, TLN No. 3802, Pasal 65. 

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/ID
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Species of Wild Fauna and Flora (CITES).  Dengan ratifikasi ini Indonesia memiliki beberapa 

kewajiban, di antaranya:44 

a. Menetapkan hukum nasional terkait implementasi CITES.  Hal ini terlihat dari 

Resolution Conf. 8.4 (Rev. CoP15) yang meminta negara anggota untuk memenuhi 

kewajibannya di CITES dengan melalui melalui kebijakan, undang-undang dan 

prosedur yang tepat.   

b. Memberikan laporan tahunan mengenai perdagangan  kepada Sekretariat CITES, 

sesuai dengan Pasal III, par. 6 CITES. 

c. Membayar iuran berdasarkan penilaian yang ditentukan oleh PBB.  

d. Berpartisipasi dan berperan aktif di dalam pertemuan para pihak (Conference of 

Parties, COP). 

UU yang dianggap sebagai dasar implementasi dari CITES adalah UU No. 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. UU ini memuat ketentuan-

ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup keseluruhan aspek dari konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya.  Karena itulah, maka UU ini memuat ketentuan yang 

sangat umum, dan kemudian pengaturan yang mendetail diserahkan kepada peraturan 

pelaksananya.45  Di samping itu, UU No. 5 tahun 1990 disusun berdasarkan keperluan 

untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional dan menyeluruh 

terkait terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, guna memberikan 

dasar hukum bagi upaya “perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan 

secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin 

pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan 

manusia.”46 

UU No. 5 tahun 1990 membagi tumbuhan dan satwa ke dalam jenis  dilindungi dan 

tidak dilindungi.  Tumbuhan dan satwa yang dilindungi kemudian digolongkan kembali ke 

dalam a). tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan, dan b). tumbuhan dan satwa 

                                                           
44

Disarikan dari:  Windy Vidya Pratitya, op cit., hal. 61-62. 
45

UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, LN tahun 1990 No. 49, 

TLN No. 3419, Penjelasan Umum.  
46

UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, LN tahun 1990 No. 49, 

TLN No. 3419, Penjelasan Umum. 
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yang populasinya jarang.  Ketentuan lebih lanjut tentang penggolongan tumbuhan dan 

satwa yang dilindungi ini akan diatur di dalam peraturan pemerintah.47  Dengan demikian, 

penggolongan tumbuhan dan satwa ini berbeda dengan penggolongan yang diatur di dalam 

CITES, dan berbeda pula dari penggolongan species menurut IUCN. 

UU No. 5 tahun 1990 ini melarang setiap orang untuk:48 

a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, 

dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam 

keadaan hidup atau mati; 

b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup 

atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar 

Indonesia. 

Di samping itu, setiap orang juga dilarang untuk:49 

c. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, 

dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; 

d. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang 

dilindungi dalam keadaan mati; 

e. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di 

dalam atau di luar Indonesia; 

f. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa 

yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut 

atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di 

luar Indonesia; dan 

g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki 

telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. 

UU No. 5 tahun 1990 menentukan bahwa jika terdapat terjadi pelanggaran terhadap 
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UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, LN tahun 1990 No. 49, 

TLN No. 3419, Pasal 20. 
48

UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, LN tahun 1990 No. 49, 

TLN No. 3419, Pasal 21 ayat (1). 
49

UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, LN tahun 1990 No. 49, 

TLN No. 3419, Pasal 21 ayat (2). 
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berbagai larangan di atas, maka tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.50  

Selain itu, UU juga menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau 

bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau 

diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dari 

satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan 

sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.51 

Dari materi yang diatur di dalam Undang –undang ini Undang-undang No. 5 Tahun 

1990 mengandung kelemahan mendasar untuk pelaksanaan CITES, yaitu:52 

a. Hanya mengkategorisasi jenis menjadi dilindungi dan tidak dilindungi.  

b. Bagi jenis dilindungi ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran diatur jelas dan 

cukup memadai.  

c. Bagi jenis tidak dilindungi, tidak ada ketentuan tentang sanksi apabila terjadi 

pelanggaran, padahal banyak jenis tidak dilindungi di Indonesia yang termasuk dalam 

Appendiks CITES.  

Ketentuan lebih lanjut terkait perlindungan species dapat ditemukan dalam dua 

peraturan pemerintah, yaitu: PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan 

dan Satwa, dan PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.  

Gambaran singkat dan umum dari kedua PP tersebut dapat dilihat pada penjelasan di 

bawah ini. 

PP No. 7 tahun 1999 dibuat dalam rangka memberikan landasan hukum mengenai  

pengawetan tumbuhan dan satwa yang dilindungi.  Upaya pengawetan ini ditujukan untuk: 

a). menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dan bahaya kepunahan; b). menjaga 

kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa memelihara 

keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada; dan c). agar dapat dimanfaatkan bagi 

kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.53 

Selain dari itu, PP No. 7 tahun 1999 mendefinisikan tumbuhan dan satwa dilindungi 
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UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, LN tahun 1990 No. 49, 

TLN No. 3419, Pasal 24 ayat (1). 
51

UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, LN tahun 1990 No. 49, 

TLN No. 3419, Pasal 24 ayat (2). 
52

Windy Vidya Pratitya, op cit.,hal. 114. 
53

PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, LN tahun 1999 No. 14, TLN No. 3803, 

Pasal 2. 
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apabila memenuhi kriteria:54 a). mempunyai populasi yang kecil;55 b). adanya penurunan 

yang tajam pada jumlah individu di alam;56 dan  c). daerah penyebaran yang terbatas 

(endemik).57  Selain itu, PP ini juga menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa yang 

memenuhi kriteria dilindungi wajib dilakukan upaya pengawetan.58  Pengawetan ini 

meliputi kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya (in situ),59 dan kegiatan pengelolaan di 
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PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, LN tahun 1999 No. 14, TLN No. 3803, 

Pasal 5 ayat (1). 

 
55

Suatu jenis mempunyai populasi yang kecil apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: 

a. berdasarkan observasi, dugaan maupun proyeksi terdapat penurunan secara tajam pada jumlah individu dan 

luas serta kualitas habitat; 

b. setiap sub populasi jumlahnya kecil; 

c. mayoritas individu dalam satu atau lebih fase sejarah hidupnya pernah terkonsentrasi hanya pada satu sub 

populasi saja; 

d. dalam waktu yang pendek pernah mengalami fluktuasi yang tajam pada jumlah individu; atau  

e. karena sifat biologis dan tingkah laku jenis tersebut seperti migrasi, jenis tersebut rentan terhadap bahaya 

kepunahan. 

Lihat: PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, LN tahun 1999 No. 14, TLN No. 3803, 

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a. 

 
56

Suatu jenis dikatakan mengalami penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam jika diketahui: 

a. observasi di mana saat ini sedang terjadi penurunan tajam atau terjadi di waktu yang telah lampau namun ada 

potensi untuk terjadi kembali; atau 

b. dugaan atau proyeksi yang didasarkan pada setidaknya salah satu dari: 1). penurunan areal atau kualitas 

habitat; 2). ancaman dari faktor luar seperti adanya pengaruh patogen, kompetitor, parasit, predator, 

persilangan, jenis asing (jenis introduksi) dan pengaruh racun atau polutan; atau 3). menurunnya potensi 

reproduksi.  

Lihat: PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, LN tahun 1999 No. 14, TLN No. 3803, 

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b. 

 
57

Daerah penyebaran yang terbatas ditunjukkan dengan terpenuhinya salah satu dari kriteria di bawah ini: 

a. terjadi fragmentasi populasi; 

b. hanya terdapat di satu atau beberapa lokasi (endemik); 

c. terjadi fluktuasi yang besar pada jumlah sub populasi atau jumlah areal penyebarannya; 

d. berdasarkan observasi, dugaan maupun proyeksi terdapat penurunan yang tajam pada setidaknya salah satu dari: 

1). areal penyebaran; 2). jumlah sub populasi; 3). jumlah individu; 4). luas dan kualitas habitat; 5). potensi 

reproduksi.  

Lihat: PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, LN tahun 1999 No. 14, TLN No. 3803, 

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c. 

 
58

PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, LN tahun 1999 No. 14, TLN No. 3803, 

Pasal 5 ayat (2).  

 
59

PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, LN tahun 1999 No. 14, TLN No. 3803, 

Pasal 8 ayat (1).   

Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengawetan in situ meliputi kegiatan: a). Identifikasi; b). Inventarisasi; c). 

Pemantauan; d). Pembinaan habitat dan populasinya; e). Penyelamatan jenis; f). Pengkajian, penelitian dan 

pengembangannya.  Lihat: PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, LN tahun 1999 

No. 14, TLN No. 3803, Pasal 8 ayat (3).   
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luar habitatnya (ex situ) untuk menambah dan memulihkan populasi.60 

Lebih dari itu, hal yang sangat penting yang diatur dalam PP No. 7 tahun 1999 

adalah Lampiran dari PP ini yang berisi penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang 

dilindungi. Pemasukkan atau pengeluaran suatu jenis tumbuhan dan satwa dari jenis yang 

dilindungi dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri berdasarkan pertimbangan dari 

Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).61 

Sementara itu, PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan 

Satwa Liar memuat ketentuan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.  Menurut 

PP ini, kegiatan pemanfaatan dilaksanakan dalam bentuk: a). Pengkajian, penelitian dan 

pengembangan; b). Penangkaran; c). Perburuan; d). Perdagangan; e). Peragaan; f). 

Pertukaran; g). Budidaya tanaman obat-obatan; dan h). Pemeliharaan untuk kesenangan.62 

Terkait kegiatan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, PP No. 8 tahun 1999 

menetapkan beberapa ketentuan.  Pertama, PP menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa 

liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi, yang 

diperoleh dari hasil penangkaran atau pengambilan atau penangkapan dari alam.63Kedua, 

perdagangan tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang 

didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.64Ketiga, 

badan usaha ini wajib: a). memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa 

liar yang memenuhi syarat-syarat teknis; b). menyusun rencana kerja tahunan usaha 
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PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, LN tahun 1999 No. 14, TLN No. 3803, 

Pasal 8 ayat (2). 

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa kegiatan pengawetan ex situ meliputi kegiatan: a). Pemeliharaan; b). 

Pengembangbiakan; c). Pengkajian, penelitian dan pengembangan; d). Rehabilitasi satwa; dan e. Penyelamatan jenis 

tumbuhan dan satwa.  Lihat: PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, LN tahun 1999 

No. 14, TLN No. 3803, Pasal 8 ayat (4). 

 
61

 PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, LN tahun 1999 No. 14, TLN No. 3803, 

Pasal 4 ayat (3). 
62

PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 15, TLN No. 

3802, Pasal 3.  
63

PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 15, TLN No. 

3802,  Pasal 18.  
64

PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 15, TLN No. 

3802,  Pasal 19 ayat (1).   

Dikecualikan dari ketentuan ini adalah perdagangan dalam skala terbatas oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan 

sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru berdasarkan peraturan mengenai perburuan satwa buru. Lihat: PP No. 

8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 15, TLN No. 3802,  Pasal 

19 ayat (2).   
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perdagangan tumbuhan dan satwa; dan c). menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan 

perdagangan tumbuhan dan satwa.65 Di samping itu, badan usaha tersebut juga memiliki 

kewajibanuntuk membayar pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.66Keempat, perdagangan tumbuhan dan satwa liar diatur berdasarkan lingkup 

perdagangan: a). dalam negeri; dan b). ekspor, re-ekspor, atau impor.67Kelima, 

perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang 

sah.68Keenam, perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan ekspor, re-ekspor, atau 

impor dilakukan atas dasar izin Menteri.69Ketujuh, dokumen ekspor, re-ekspor, dan impor 

dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat: a). memiliki dokumen pengiriman 

atau pengangkutan; b). izin ekspor, re-ekspor, atau impor; dan c). rekomendasi otoritas 

keilmuan (Scientific Authority).70Kedelapan, tumbuhan dan satwa liar yang dieskpor, re-

ekspor, atau impor wajib dilakukan tindak karantina untuk memeriksa kesehatan jenis 

tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan 

dokumen.71Kesembilan, kegiatan ekspor, re-ekspor, atau impor tumbuhan dan satwa liar 

tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) termasuk dalam pengertian 

penyelundupan.72 

D. Sanksi terkait Perdagangan Ilegal Species 

Terkait perlindungan species dari perdagangan ilegal, UU No. 5 tahun 1990 dan 

peraturan pelaksnanya memuat berbagai ketentuan mengenai sanksi administrasi dan 

sanksi pidana.  Meskipun UU No. 5 tahun 1990 tidak memuat ketentuan mengenai sanksi 
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PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 15, TLN No. 

3802,  Pasal 20 ayat (1).   
66

PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 15, TLN No. 

3802,  Pasal 21.   
67

PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 15, TLN No. 

3802,  Pasal 22 ayat (1).    
68

PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 15, TLN No. 

3802,  Pasal 22 ayat (2).    
69

PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 15, TLN No. 

3802,  Pasal 24 ayat (1).   
70

PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 15, TLN No. 

3802,  Pasal 24 ayat (2).   
71

PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 15, TLN No. 

3802,  Pasal 25.   
72

PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, LN tahun 1999 No. 15, TLN No. 

3802,  Pasal 26.   
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administrasi, namun beberapa pasal di dalam PP No. 8 tahun 1999 memuat ketentuan 

mengenai denda administrasi, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.   

Rangkuman mengenai sanksi denda administrasi dalam PP No. 8 tahun 1999 dapat 
dilihat dari tabel berikut:73 

Jenis Pelanggaran Jenis Sanksi Administrasi 
Penangkar yang melakukan 
perdagangan tumbuhan dan atau 
satwa liar tanpa memenuhi 
standar kualifikasi yang 
ditetapkan oleh Menteri 
(Pasal 53) 

denda administrasi sebanyak banyaknya 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dan atau pencabutan izin usaha 
penangkaran. 

 

perdagangan tumbuhan atau 
satwa sebelum memenuhi 
kategori: 
a. merupakan hasil penangkaran 
b. merupakan satwa liar generasi 
kedua dan generasi berikutnya 
c. merupakan generasi pertama 
(Pasal 54) 

denda administrasi sebanyak banyaknya 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dan atau pencabutan izin usaha yang 
bersangkutan 

 

perdagangan satwa liar yang 
dilindungi dihukum karena 
melakukan perbuatan yang 
dilarang menurut ketentuan 
Pasal 21 Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1990  
(Pasal 56) 

denda administrasi sebanyak banyaknya 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan atau pencabutan izin usaha 
yang bersangkutan. 

 

a. Badan Usaha perdagangan 
yang tidak memiliki tempat dan 
fasilitas penampungan tumbuhan 
dan satwa liar yang memenuhi 
syarat-syarat teknis (Pasal 58 
ayat (1)) 
b. Badan Usaha perdagangan 
yang tidak menyampaikan 
laporan tiap-tiap pelaksanaan 
perdagangan tumbuhan.  
(Pasal 58 ayat (3)) 

a. dapat dikenakan denda administrasi 
sebanyak banyaknya Rp 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) dan atau 
pembekuan kegiatan usaha paling lama 2 
(dua) tahun. 
b. satwa serta merta dapat dihukum 
denda administrasi sebanyak banyaknya 
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
dan atau pembekuan kegiatan usaha 
paling lama 2 (dua) tahun. 

ekspor, reekspor, atau impor 
tumbuhan liar dan satwa liar 
tanpa izin atau tanpa dokumen, 
atau memalsukan dokumen, atau 
menyimpang dari syarat-syarat 

denda administrasi sebanyak banyaknya 
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) dan atau pencabutan izin 
usaha perdagangan yang bersangkutan 
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Windy Vidya Pratitya, op cit., hal.  104. 
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dokumen 
(Pasal 59) 
pengiriman atau pengangkutan 
tumbuhan dan satwa liar tanpa 
dokumen pengiriman atau 
pengangkutan; atau menyimpang 
dari syarat-syarat atau tidak 
memenuhi kewajiban, atau 
memalsukan dokumen. 
(Pasal 63) 

denda administrasi sebanyak banyaknya 
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) dan atau pencabutan izin 
usaha yang bersangkutan. 

 

 

Untuk sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha, rangkumannya dapat dilihat 

dalam tabel berikut:74 

Jenis Pelanggaran Pembekuan Kegiatan Usaha 
Badan Usaha perdagangan yang 
tidak memiliki tempat dan 
fasilitas penampungan tumbuhan 
dan satwa liar yang memenuhi 
syarat-syarat teknis  
(Pasal 58 ayat (1)). 

denda administrasi sebanyak banyaknya 
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
dan atau pembekuan kegiatan usaha 
paling lama 2 (dua) tahun. 

 

Badan Usaha perdagangan yang 
tidak menyusun rencana kerja 
tahunan usaha perdagangan 
tumbuhan dan satwa  
(Pasal 58 ayat (2)) 

dihukum pembekuan kegiatan usaha 
paling lama 1 (satu) tahun. 

 

Badan Usaha perdagangan yang 
tidak menyampaikan laporan 
tiap-tiap pelaksanaan 
perdagangan tumbuhan dan 
satwa. 
(Pasal 58 ayat (3)) 

dihukum denda administrasi sebanyak 
banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah) dan atau pembekuan 
kegiatan usaha paling lama 2 (dua) tahun. 

 

Sedangkan untuk sanksi berupa pencabutan izin usaha, rangkumannya dapat dilihat 

dalam tabel berikut:75 

Jenis Pelanggaran Pencabutan Izin Usaha 
melakukan perdagangan 
tumbuhan dan satwa liar yang 
dilindungi bukan dari hasil 
penangkaran, atau bukan berasal 
dari generasi kedua dan 

denda administrasi sebanyak banyaknya 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dan atau pencabutan izin usaha yang 
bersangkutan 
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Windy Vidya Pratitya, op cit., hal.  106.  
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Windy Vidya Pratitya, op cit., hal.  107-108.  
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berikutnya dari tumbuhan dan 
satwa liar yang dilindungi, serta 
tidak menjaga kemurnian jenis 
satwa liar yang dilindungi sampai 
pada generasi pertama.  
(Pasal 54) 

 

perdagangan satwa liar yang 
dilindungi dihukum karena 
melakukan perbuatan yang 
dilarang menurut ketentuan 
Pasal 21 Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1990  
(Pasal 56) 

denda administrasi sebanyak banyaknya 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dan atau pencabutan izin usaha yang 
bersangkutan 

 

ekspor, reekspor, atau impor 
tumbuhan liar dan satwa liar 
tanpa izin atau tanpa dokumen, 
atau memalsukan dokumen, atau 
menyimpang dari syarat-syarat 
dokumen 
(Pasal 59) 

denda administrasi sebanyak banyaknya 
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) dan atau pencabutan izin 
usaha perdagangan yang bersangkutan 

 

pengiriman atau pengangkutan 
tumbuhan dan satwa liar tanpa 
dokumen pengiriman atau 
pengangkutan; atau menyimpang 
dari syarat-syarat atau tidak 
memenuhi kewajiban, atau 
memalsukan dokumen. 
(Pasal 63) 

denda administrasi sebanyak banyaknya 
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) dan atau pencabutan izin 
usaha yang bersangkutan. 

 

 

Selain sanksi administrasi di atas, perdagangan species secara ilegal juga 

merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana.  Dalam hal ini, UU No. 5 tahun 

1990 menyebutkan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat 

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupiah).”76 Selanjutnya UU No. 5 tahun 1990 juga 

menyebutkan bahwa: “barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat 
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UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, LN tahun 1990 No. 49, 

TLN No. 3419, Pasal 40 ayat (2).   
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(3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”77  Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 

21 UU No. 5 tahun 1990 adalah ketentuan mengenai larangan terhadap: a). mengambil, 

menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup 

atau mati; atau b). mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam 

keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di 

luar Indonesia. 
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UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, LN tahun 1990 No. 49, 

TLN No. 3419, Pasal 40 ayat (4). 
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BAB III 

Keanekaragaman Ekosistem 

 

A. Apa yang perlu dilindungi? 

Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan 

timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya.78 Secara garis besar biosfer 

terdiri dari ekosistem alami dan ekosistem buatan. Indonesia memiliki 

keanekaragaman ekosistem yang sangat tinggi, diketahui sekitar 74 tipe vegetasi 

membentuk formasi satu dengan yang lain sehingga sangat kompleks. Berbagai jenis 

ekosistem sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1 ditemui di Indonesia. Setiap 

ekosistem mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sekaligus sebagai habitat 

bagi keanekaragaman hayati tingkat spesies dan genetik. 

                                                           
78

 Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2014/Elizabeth A. WIdjaja, Yayuk Rahayuningsih, Joeni Setijo 

Rahajoe, Rosichon UBaidillah, Ibnu Maryanto, Eko Baroto Walujo dan Gono Semiadi – Jakarta: LIPI Press, 2014.  
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Gambar 1 Keanekaragaman Ekosistem 

Sumber: Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2014 (LIPI) 

 

Ekosistem secara garis besar dibagi dalam ekosistem alami dan ekosistem 

buatan. Ekosistem alami Indonesia terbentang dari daratan atau terestrial (30%) 

hingga perairan (70%). Di antara media kehidupan daratan dan perairan pun 

terdapat ekosistem semi terestrial yang menunjukkan karakteristik penggabungan, 

seperti mangrove yang tumbuh di pesisir dan riparian suangai.  Ekosistem buatan 

yang dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga merupakan 

media keanekaragaman yang perlu dijaga. Pada sawah, kebun dan tambak terdapat 

berbagai jenis flora, fauna dan mikroba.  
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B. Mengapa perlu dikonservasi? 

Ekosistem memberikan jasa (ecosystem services) yang diperlukan dalam 

kehidupan manusia. Millenium Ecosystem Assessment (MEA)79 mengelompokkan 

jasa ekosistem ke dalam empat kelompok sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2. 

Ekosistem menyediakan kebutuhan manusia akan pangan, air bersih, kayu dan serat 

serta bahan bakar. Peran ekosistem juga sangat penting dalam pengaturan iklim, 

siklus air, dan bahkan siklus penyakit. Manusia mendapatkan jasa ekosistem di sisi 

kebudayaan, keindahan, spiritual, pendidikan dan ekowisata. Selain itu, ekosistem 

memberikan fungsi pada siklus nutrisi, pembentukan tanah dan pendukung 

produksi. Perlu ditekankan bahwa suatu ekosistem memebrikan tidak hanya dalam 

satu kelompok, tetapi juga bersifat lintas. Karena itu perlindungan ekosistem tidak 

dapat dilakukan hanya untuk satu jenis jasa saja.  

 

Gambar 2  Jasa Ekosistem 

Sumber: Millennium Ecosystem Assessment 

Apabila ekosistem tidak terjaga dengan baik, maka peran dan jasa ekosistem 

dalam mendukung kehidupan manusia akan terganggu bahkan hilang. Misalnya, 

ekosistem hutan yang rusak menyebabkan berkurangnya ketersediaan kayu, 

terjadinya banjir, menurunnya kesuburan tanah dan hilangnya kesempatan untuk 

menikmati keindahan hutan. Dampak yang lebih jauh adalah penurunan tingkat 

keanekaragaman hayati, baik ekosistem, maupun spesies dan genetik yang berada 

di dalamnya. Karena itu, konservasi ekosistem tidak saja menjaga kondisi 
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ekosistem, tetapi juga mempertahankan keanekaragaman hayati dan non-hayati 

secara keseluruhan.    

C. Pengaturan Konservasi Ekosistem dalam beberapa Perjanjian Internasional; 

Perjanjian internasional terkait dengan konservasi ekosistem, di antaranya 

adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) 

dan Konvensi Lahan Basah Ramsar. Sejumlah protokol telah disepakati oleh negara-

negara anggota di bawah payung CBD adalah Protokol Cartagena dan Protokol 

Nagoya.   

Konvensi Keanekargamanan Hayati (KKH/CBD) 

KKH merupakan bagian dari sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dari 

Pertemuan KTT Bumi pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. KKH adalah 

perjanjian multilateral negara-negara anggota konvensi dalam penyelesaian 

masalah global mengenai keanekaragaman hayati. Pada prinsipnya setiap negara 

memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya hayati sesuai dengan 

kebijakan pembangunan lingkungannya masing-masing dan juga mempunyai 

tanggung jawab bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan terhadap lingkungan 

negara lain.  

Negara-negara yang meratifikasi KKH bertanggung jawab melakukan 

konservasi dan pembangunan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Perlindungan 

dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati dilakukan melalui 

penetapan kawasan konservasi, pemulihan ekosistem yang rusak, dan pengendalian 

spesies asing. Untuk mendukung kegiatan itu negara juga bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan pendidikan dan kesadaran masyarakat, pelatihan, penelitian, transfer 

teknologi, pertukran informasi, kerja sama teknis dan ilmiah, serta dukungan 

pendanaan. 

Keanekaragaman hayati dan ekosistem merupaka konsep yang sangat terkait 

erat. Keanekaragaman adalah sebuah karakteristik struktur ekosistem, dan 

variabilitas di antara ekosistem adalah elemen dari keanekaragaman hayati. Hasil 

dari keanekaragman hayati meliputi sejumlah jasa yang dihasilkan oleh ekosistem 

seperti pangan dan sumber daya genetik, dan perubahan keanekaragaman hayati 

mempengaruhi jasa ekosistem yang disediakan.   
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Pada COP 2 UNCBD di Jakarta, November 1995, disepakati pendekatan 

ekosistem sebagai kerangka utama untuk rencana aksi di bawah Konvensi, dan 

karenanya pendekatan ekosistem in digunakan juga pada pelaksanaan program 

kerja baik yang tematik maupun yang cross-cutting, seperti ekosistem perairan 

darat, pantai dan laut, pertanian dan kehutanan.  Sejak itu, penedekatan ekosistem 

terus terdapat pada keputusan COP. Pada COP 9, disepakati untuk memperkuat dan 

mendukung pendekatan ekosistem lebih luas dan meningkatkan pengembangan 

kapasitas, bahkan mengintegrasikan pendekatan ekosistem dalam strategi 

pengurangan kemiskinan. 

Proses dan fungsi ekosistem bersifat kompleks. Manfaat yang diberikan oleh 

keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem menyediakan dasar dari ketahanan 

lingkungan dan keberlanjutan. Konvensi CBD mendukung konservasi in situ (pada 

habitat alami) dan juga ex situ. Konservasi ex situ merupakan pendukung konservasi 

in situ dan lebih baik dilakukan pada negara asalnya.   

Berdasarkan Konvensi UNCBD, negara-negara anggota menyepakati untuk 

melakukan konservasi in situ melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Membuat sistem kawasan konservasi untuk keanekaragaman hayati 

b. Membangun pedoman pengelolaan kawasan konservasi untuk keanekaragaman 

hayati 

c. Mengatur atau mengelola sumber daya hayati yang penting untuk konservasi 

keanekaragaman hayati baik di dalam ataupun di luar kawasan konservasi 

secara berkelanjutan 

d. Mendorong perlindungan ekosistem, habitat alami dan pemeliharaan populasi 

spesies di lingkungan alami, 

e. Mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di area 

sekitar kawasan konservasi, 

f. Rehabilitasi dan restorasi ekosistem yang rusak dan mendukung pemulihan 

spesies yang terancam punah, melalui pembangunan dan pelaksanaan rencana 

atau strategi pengelolaan lainnya, 

g. Mengendalikan risiko terkait organisme hasil modifikasi genetik, 

h. Pengendalian spesies yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies, 
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i. Menyediakan kondisi yang diperlukan untuk konservasi keanekaragaman hayati 

dan keberlanjutannya, 

j. Menghormati kearifan lokal dalam konservasi, 

k. Bekerja sama dalam penyediaan pendanaan dan dukungan untuk konservasi in-

situ. 

Konservasi ex-situ yang diatur di dalam KKH adalah: 

a. Melakukan upaya konservasi ex-situ untuk komponen keanekaragaman hayati, 

diutamakan di negara asalnya, 

b. Membangun dan memelihara fasilitas konservasi ex-situ dan melakukan 

penelitian terhadap tumbuhan, satwa dan mikroorganisme, diutamakan di 

negara asal sumber genetik, 

c. Melakukan upaya untuk pemulihan dan rehabilitasi spesies terancam punah dan 

untuk pelepasan kembali ke habitat alami dalam kondisi yang sesuai, 

d. Mengatur dan mengelola koleksi sumber daya hayati dari habitat alami untuk 

tujuan konservai ex-situ dengan tidak mengancam ekosistem dan populasi in-situ 

spesies, kecuali diperlukannya upaya khusus ex-situ yang sementara diperlukan 

pada butir c. di atas, dan 

e. Bekerja sama dalam penyediaan pendanaan dan dukungan lainnya.  

Cagar Biosfer 

Cagar biosfer merupakan ekosistem yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai 

bagian dari program Man and Biosphere. Penetapan cagar biosfer ditujukan untuk 

mencapai keseimbangan antara melestarikan keanekaragaman hayati, 

pembangunan ekonomi dan kebudayaan.    

Pengelolaan dan perlindungan cagar biosfer terdiri dari tiga zona, yakni zona 

inti, zona penyangga dan zona transisi. Zona inti merupakan kawasan yang 

dilindungi untuk konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Pada zona ini 

hanya diperbolehkan kegiatan penelitian yang tidak merusak dan kegiatan lain yang 

berdampak rendah, seperti pendidikan. 

Zona penyangga merupakan area yang mengelilingi zona inti. Zona ini bisa 

dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mengeksploitasi sumber daya 
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alam, seperti pendidikan, rekreasi, ekowisata dan penelitian. Zona transisi 

merupakan area yang mengelilingi zona penyangga. Di dalam zona ini 

diperbolehkan kegiatan pertanian, pemukiman dan pemanfaatan lain. Untuk 

mengelola zona transisi harus ada kerja sama berbagai pemangku kepentingan 

seperti masyarakat, ilmuwan, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati ekonomi 

dan pemangku kepentingan lainnya. 

ASEAN Heritage Parks (AHPs) 

AHP merupakan area konservasi di wilayah ASEAN yang penting karena 

memiliki keunikan keanekaragaman, ekosistem, kehidupan liar dan nilai-nilai yang 

tinggi. Pengelolaan AHP ditujukan untuk memelihara proses ekologis dan sistem 

pendukung kehidupan; mengawetkan keanekaragaman genetik; memastikan 

pemanfaatan spesies dan ekosistem berkelanjutan, serta menjaga kondisi ekosistem 

yang memiliki nilai-nilai keindahan alam, budaya, pendidikan, penelitian, dan 

wisata.     

Konvensi Ramsar 

Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl 

Habitat, dikenal juga dengan sebuta Konvensi Ramsar, disepakati pada tanggal 2 

Februari 1971 di Kota Ramsar, Iran. Konvensi Ramasar bertujuan sebagai 

konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana melalui aksi nasional 

untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Keputusan 

Presiden No. 48 Tahun 1991 merupakan ratifikasi Konvensi Ramsar.  

Suatu kawasan disebut sebagai lahan basah ketika air menjadi faktor utama 

yang mengendalikan lingkungan maupun tumbuhan dan satwa yang berasosiasi di 

dalamnya. Termasuk ke dalam lahan basah adalah daerah-daerah rawa, payau, 

lahan gambut dan perairan tawar, payau ataupun asin, termasuk perairan laut yang 

kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu air surut. Secara garis besar, 

klasifikasi lahan basah adalah: 

1. Kawasan laut (marin): lahan basah yang berair asin, termasuk pantai berbatu, 

terumbu karang dan padang lamun 

2. Kawasan muara (estuarin): muara sungai, delta, rawa pasang surut yang berair 

payau dan hutan mangrove 
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3. Kawasan rawa (palustrin): tempat-tempat yang bersifat berair tergenang atau 

lembat, seperti hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut dan rawa rumput. 

4. Kawasan danau (lakustrin): semua lahan basah yang berhubungan dengan 

danau dan beriar tawar 

5. Kawasan sungai (riverin): lahan basah yang terdapat sepanjang sungai atau 

perairan yang mengalir. 

Kawasan lahan basah merupakan ekosistem yang memiliki peran yang penting 

bagi kehidupan manusia. Kawasan ini menyediakan air, hasil hutan, sumber 

makanan, energi dan lainnya. Lahan basah juga berfungsi dalam pengendalian banjir 

dan kekeringan, pengaman pantai dari instrusi air laut, pengamanan garis pantai, 

stabilitas iklim mikro dan pengendali iklim global. Kawasan lahan basah ini juga 

menjadi habitat keanekaragaman hayati dan budaya. 

Dengan jasa ekosistemnya yang penting, kawasan lahan basah perlu dilindungi 

dan dikelola secara bijaksana (wise use) oleh seluruh pemangku kepentingan. Misi 

Konvensi Ramsar adalah konservasi dan penggunaan bijak seluruh lahan basah 

melalui aksi lokal dan nasional serta kerja sama internasional, sebagai kontribusi 

menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan. Setiap anggota Konvensi Ramsar 

berkomitmen untuk: 

 Bekerja dalam penggunaan lahan basah secara bijak 

 Menetapkan lahan basah yang penting dan memastikan pengelolaan 

efektifnya 

 Bekerja sama secara internasional dalam hal lahan basah yang berada di 

perbatasan. 

D.  Hukum Perlindungan Ekosistem di Indonesia 

Konservasi Ekosistem dalam peraturan perundang-undangan: 

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”.  

2. TAP MPR No. IX/MPR/200 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam. Salah satu prinsip adalah “Memelihara keberlanjutan yang dapat 
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memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi 

akan mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung 

lingkungan.” 

3. UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. UU ini 

menetapkan ekosistem 

4. UU No. 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman. 

5. UU No. 5/1994 tentang Pengesahan UNCBD: Ekosistem sebagai salah satu 

keanekaragaman hayati perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi 

kehidupan manusia. 

6. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Hutan merupakan salah satu ekosistem yang 

kompleks dan UU ini mengatur pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya. Fungsi 

lindung dan fungsi konservasi dipertahankan untuk menjamin keanekaragaman 

hayati di tingkat ekosistem terjaga. 

7. UU No. 39/2014 tentang Perkebunan. UU ini lebih fokus pada keanekaragaman 

hayati sumber daya genetik tanaman perkebunan. 

8. UU No. 21/2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena tentang Keamanan 

Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati. Inti dari UU ini adalah 

keamanan penerapan produk bioteknologi modern yaitu Organisme Hasil 

Modifikasi Genetik (OHMG). Pengamanan diperlukan untuk menghindari 

pengaruh merugikan terhadap keanekaragaman hayati, termasuk ekosistem, 

serta risiko terhadap kesehatan manusia.   

9. UU No. 45/2009 tentang Perikanan. Pemerintah menetapkan kawasan konservasi 

ekosistem sumber daya ikan, antara lain suaka alam perairan, taman nasional 

perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan. 

10. UU No. 27/2007 (UU No. 1/2014) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

merupakan eksosistem yang dijamin keberadaan, ketersediaan dan 

kesinambungannya. 

11. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU 

dimaksudkan sebagai aturan terpenting dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup akibat kegiata manusia dalam upaya pemanfaatan sumber daya 
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alam. Salah satu tujuan adalah menjamin kelangsungan kehidupan makhluk 

hidup dan kelestarian ekosistem. Dalam UU terdapat instrumen untuk 

perencanaan, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk tingkat kebijakan, serta AMDAL 

untuk tingkat kegiatan. 

12. UU No. 11/2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic 

Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their 

Utilization to the CBD.  

Kawasan Konservasi In Situ 

Kawasan in situ adalah kawasan perlindungan di habitat alami.  

Kondisi saat ini:  

 Kawasan konservasi in situ ditetapkan berdasarkan SK Menhut dengan 

batas-batas yang jelas, PP No. 68/1998 menetapkan KSA dan KPA. 

 Taman Buru 

 Cagar Biosfer dan Warisan Dunia (World Heritage) ditetapkan oleh UNESCO. 

 Kawasan Konservasi Laut Daerah 

Kawasan Konservasi ex situ 

 Kebun Raya 

 Taman Keanekaragaman Hayati 
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Gambar 3 Pengelompokan kawasan konservasi 

A. Arah Kebijakan Konservasi Ekosistem di Indonesia 

Pada bulan Januari 2015 telah diluncurkan Perpres no. 2/2015 yang berisikan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di dalam 

Strategi Pembangunan Nasional, norma yang diterapkan adalah: 

a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.  

b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak 

boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak 

keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan 

produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, 

menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar 

untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk 

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  

c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung 

lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.  

Dari norma ketiga terlihat bahwa keberlanjutan ekosistem merupakan salah satu 

aspek yang diperhatikan dalam pembangunan nasional.  Arah kebijakan konservasi 

ekosistem dibagi secara umum:   
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1. Ekosistem Hutan: 

a. Peningkatan efektivitas pengelolaan Resort Based Management (RBM) pada 

seluruh kawasan hutan konservasi 

b. Penyelesaian tata batas 

c. Pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi 

(KPHK) non taman nasional. 

d. Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati 

di dalam taman nasional, dan KPHK 

e. Pengembangan skema pendanaan (trust fund) bagi kawasan hutan 

konservasi berikut mekanisme pengawasannya. 

f. Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan pengendalian 

kebakaran hutan, 

g. Peningkatan kuantitas dan kualitas Manggala Agni dalam rangka 

penanggulangan kebakaran hutan. 

2. Ekosistem Pesisir dan Laut 

a. Kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk 

keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya hayati biota laut mencakup: (1) 

eksplorasi sumber daya laut jeluk; (2) domestikasi biota laut liar dan teknik 

budidaya; (3) pencarian bahan functional food dari laut; (4) konservasi 

ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait; (5) kajian 'blue carbon'; 

dan (6) bioindikator lingkungan tercemar. 

b. Konservasi Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait. Target 

RPJMN adalah terselesaikannya pengembangan kawasan ekosistem terumbu 

karang dengan kategori sehat (very good category) di 7 kawasan di 

Indonesia, dan peningkatan keterampilan sekitar 250 sumber daya manusia 

bersertifikat Reef Watchers. Untuk itu pada tahap pertama dilakukan riset 

dan monitoring lokasi di kawasan timur dan kawasan barat Indonesia (KTI 

dan KBI) yang disertai dengan pelatihan bagi calon pengamat terumbu 

karang sampai mendapat sertifikat Reef Watcher. Selanjutnya dilaksanakan 

riset dan monitoring coral reefs dan ekosistem; riset pengembangan 

indikator kesehatan (biofisik dan sosek); riset pengembangan indikator 
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kesehatan ekosistem terumbu karang; dan pengembangan indikator 

kesehatan ekostem terumbu karang. Lokasi penelitian adalah di 7 lokasi 

terumbu karang di KTI dan 5 lokasi di KBI. 

c. Kebijakan konservasi ekosistem: Pengukuhan dan penambahan 

luasan kawasan konservasi seluas 20 juta ha sampai dengan tahun 2019 

serta peningkatan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan PPK efektif 

di 35 kawasan; Memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional 

maupun Internasional dalam pengelolaan wilayah laut; Kawasan pesisir yang 

rusak dan pulih kembali sebanyak 8 kawasan;  

3. Ekosistem perairan 

a. Indonesia memiliki 840 danau, 735 situ and 162 reservoir. Danau 

Toba merupakan danau yang terluas dengan hamparan 1.130 km 2 , Danau 

Matano yang terdalam (600 m), dan Danau Sentarum di Kalimantan Barat 

memiliki keunikan sebagai lahan basah (10 bulan basah dan 2 bulan kering). 

Luas seluruhnya mencapai 126,000 ha, dengan volume air 13 milyar m3 , dan 

memiliki 266 spesies ikan. Keberlanjutan fungsi danau dan situ 

membutuhkan pengelolaan daya dukung secara terintegrasi. 

b. Model pengelolaan danau dan situ yang terintegrasi, yang dibagi ke 

dalam 5 bagian yaitu: (1) Pengembangan konsep pengelolaan danau berbasis 

daya dukung ekosistem untuk mengembangkan 3 basis data daya dukung 

keluaran dan 3 konsep model pengelolaan; (2) Pemanfaatan biodiversitas 

sumber daya perairan darat secara berkelanjutan dengan mengembangkan 

teknologi budidaya, domestikasi, dan restoking; (3) Pengendalian 

pencemaran perairan darat dengan mengembangkan teknologi lahan basah 

buatan, fitoremediasi dan bioremediasi; (4) Pendugaan resiko dampak 

perubahan iklim terhadap respon hidrologi dan kondisi ekosistem perairan 

darat dengan harapan dapat memperoleh informasi resiko dan dampak 

perubahan iklim, dan teknologi dan konsep adaptasi terhadap perubahan 

iklim. 

c. Luas areal rawa di Indonesia mencapai kurang lebih 33,4 juta hektar 

atau kurang lebih sebesar 17,4 persen dari luas daratan, yang terdiri dari 
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60,2 persen merupakan rawa pasang surut, dan 39,8 persen merupakan 

rawa non pasang surut. Lahan rawa tersebut berpotensi sebagai penyedia 

lahan budidaya pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian 

dan lahan perkebunan seperti sawit dan karet. Pengembangan lahan rawa 

sebagai lahan alternatif perlu diupayakan dengan pendekatan adaptif dengan 

mengendepankan kelestarian lingkungan, yakni suatu bentuk pengelolaan 

yang menyeimbangkan upaya pengembangan (pemanfaatan untuk kegiatan 

ekonomi) dan konservasi, untuk dapat mencapai pemanfaatan lahan rawa 

secara optimal, serta meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi ekologis 

ekosistem rawa. 
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Pengaturan Konservasi Ekosistem 

 Penelitian dan 
Pengembangan 

Ilmu 
Pengetahuan 

dan pendidikan 

Budaya dan 
Wisata 

Kegiatan 
lainnya yang 
menunjang 

budidaya 

Perubahan Ekosistem 

Kawasan 
Suaka Alam 

     

Cagar alam Dapat dilakukan Dapat dilakukan - Dapat dilakukan Dilarang mengurangi, menghilangkan 
fungsi dan luas KSA, serta menambah 
jenis tumbuhan dan satwal lain yang 
tidak asli 

Suaka 
margasatwa 

Dapat dilakukan Dapat dilakukan Wisata 
terbatas 

Dapat dilakukan 

Kawasan 
Pelestarian 
Alam 

     

Taman 
nasional 

Dapat dilakukan Dapat dilakukan Wisata alam Dapat dilakukan Dilarang mengurangi, menghilangkan 
fungsi dan luas zona inti taman nasional, 
serta menambah jenis tumbuhan dan 
satwa lain yang tidak asli 
Dilarang melakukan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan 
dan zona lain dari taman nasional 

Taman hutan 
raya 

Dapat dilakukan Dapat dilakukan Wisata alam Dapat dilakukan Dilarang melakukan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan 
dan zona lain dari taman hutan raya 

Taman wisata 
alam 

Dapat dilakukan Dapat dilakukan Wisata alam Dapat dilakukan Dilarang melakukan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan 
dan zona lain dari taman wisata alam 
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BAB VI SUMBER DAYA GENETIK 

 

A. Konsep Konservasi 

Ada banyak definisi mengenai konservasi. Dengan mengadaptasi dari berbagai 

sumber, termasuk KBBI80, Oxford dictionary81, dan dari CBD82, maka  Konservasi 

keanekaragaman hayati dapat didefinisikan sebagai“tindakan pelindungan dan 

pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin 

kesinambungan keberadaan dan manfaatnya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas keanekaragaman dan nilainyadalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini 

dan generasi masa mendatang”. Konsep konservasi keanekaragaman hayati menjadi lebih 

luas dari sekedar preservasi atau pengawetan karena konservasi keanekaragaman hayati 

bertujuan untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) dalam jangka panjang sehinggga 

bermanfaat tidak hanya bagi generasi saat ini tetapi juga generasi yang akan datang. Oleh 

sebab itu konservasi harus dipandang sebagai pengelolaan sumber daya agar fungsinya 

berkelanjutan. 

Mengingat keanekaragaman hayati berada di tiga (3) level keanekaragaman, yaitu 

level genetik, spesies dan ekosistem, maka konservasi sumber daya genetik juga mengacu 

pada definisi di atas.  Dengan demikian konservasi sumber daya genetik merupakan 

tindakan perlindungan dan pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik dengan tujuan 

untuk mencegah kepunahan spesies dan menurunnya keanekaragaman genetik agar 

manfaat potensial dan aktual dari sumber daya genetik dapat terus terjaga sampai batas 

waktu yang tidak tertentu.      

B. Konservasi Sumber Daya Genetik 

Keterkaitan Konservasi Sumber Daya Genetik dengan Issue Nasional dan 

Internasional 

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya terhadap sumberdaya alam hayati 

dalam bentuk sumberdaya genetik, spesies dan ekosistem.  Keanekaragaman hayati 

tersebut merupakan masa depan umat manusia karena manusia di masa depan akan 
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(http://kbbi.web.id/konservasi), 
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 (http://www.oxforddictionaries.com/ definition/english/conservation), 
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United Nations, 1992. Convention on Biological Diversity. Secretariat of the Convention on Biodiversity. 

http://www.oxforddictionaries.com/%20definition/english/conservation
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sangat bergantung kepada keanekaragaman hayati untuk melanjutkan hidupnya.  

Pelestarian sumber daya genetik, oleh karenanya menjadi sangat penting untuk melindungi 

ketahanan pangan, kesehatan dan energi serta industri berbasis teknologi hayati.  Upaya 

melestarikan materi genetik untuk keperluan pengembangan jenis maupun kultivar baru 

yang unggul pada saat sekarang dan keperluan untuk mendapatkan jenis biota dengan sifat 

adaptasi tinggi terhadap lingkungan walaupun sifat tersebut masih belum terlihat 

kemanfaatannya saat ini, menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.  Sebagian besar sifat 

yang bernilai tinggi masih berupa potensi atau bahkan masih belum diketahui sama sekali 

potensi manfaatnya. 

Jenis tersebut pada kondisi sekarang mengalami ancaman serius dari kepunahan 

dalam bentuk menyusutnya jumlah individu, menyempitnya sebaran spesies, terjadinya 

kepunahan lokal di berbagai lokasi penyebarannya, terisolasinya populasi berbagai spesies 

menjadi fragmen-fragmen populasi terpisah yang berukuran kecil-kecil dan tidak viabel 

(viable), yang disebabkan oleh perusakan habitat seperti konversi dan kegiatan lainnya 

baik legal maupun illegal. Selain itu, mengingat unsur terpenting dari sumber daya genetik 

adalah informasi yang terkandung di dalamnya, banyak terjadi “pencurian” informasi 

tersebut melalui berbagai cara untuk tujuan riset yang pada gilirannya dapat 

dikembangkan menjadi teknologi yang bersifat komersial. Pencurian itu sering disebut 

dengan “biopiracy” dimana terjadi pencurian sumberdaya genetik dan dibawa ke luar 

negeri, dan dikembangkan di luar negeri yang menghasilkan teknologi. Teknologi tersebut 

kemudian dapat menjadi teknologi yang komersial yang bisa jadi Indonesia harus membeli 

dengan harga pasar produk dan teknologinya karena hak atas kekayaan intelektualnya ada 

di pengembangnya serta tidak adanya perjanjian pembagian keuntungan yang adil atas 

pemanfaatan sumber daya genetik tersebut.   Dengan demikian, sangat mendesak untuk 

dilakukannya tindakan konservasi termasuk perlindungan dan pengaturan pemanfaatan 

sumberdaya genetik berupa akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan 

yang adil.  

Saat ini belum ada peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang 

konservasi sumber daya genetik, termasuk melindungi sumber daya genetik dari ancaman 

bahaya kepunahan maupun mengatur pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan riset 

dan pengembangan inovasi teknologi.  Undang-undang konservasi yang diatur oleh UU No. 
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5 tahun 1990 sama sekali tidak mengaturnya. Bahkan Undang-undang yang lebih baru 

seperti Undang-undang mengenai lingkungan hidup yaitu UU No. 32 tahun 2009 atau 

Undang-undang yang sangat terkait yaitu mengenai perlindungan varitas tanaman juga 

tidak mengatur konservasi sumber daya genetik. 

Secara internasional konservasi sumber daya genetik diatur melalui suatu Konvensi 

yaitu United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) yang diadopsi pada tahun 

1992 dan secara resmi berlaku pada tahun 1993 dimana Indonesia meratifikasinya pada 

tahun 1994.  Setelah Konvensi beroperasi selama 5 tahun, pada tahun 1999 CBD mencoba 

mengoperasionalkan ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik dan 

pembagian keuntungan atas pemanfaatannya melalui penetapan pedoman, yang disebut 

Bonn Guidelines. Baru 16 tahun kemudian pada tahun 2010 Konvensi ini menyepakati di 

Nagoya suatu Rejim Internasional yang secara legal mengikat berupa Protokol Nagoya 

mengenai Akses pada Sumberdaya Genetik dan Pembagian yang Adil dan Setara atas 

Keuntungan yang Timbul dari Pemanfaatannya, dan diratifikasi Indonesia pada tahun 2013 

melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2013.  

C. Pentingnya Perlindungan dan Kontrol Pemanfaatan Sumber Daya Genetik 

Manfaat keanekaragaman hayati yang tak terukur berupa manfaat di semua tingkat 

keanekaragaman, yaitu di tingkat genetik, tingkat spesies dan tingkat ekosistem 

menjadikan keanekaragaman hayati sebagai satu-satunya yang diketahui saat ini, bagi 

masa depan umat manusia.  

Pada tingkat genetik, manfaat keanekaragaman genetik berupa penyediaan sumber 

plasma nutfah untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan, kesehatan dan 

pengembangan industri berbasis sumberdaya alam hayati. Industri pangan dan kesehatan 

(termasuk farmasi) dunia di masa depan akan sangat bergantung pada keanekaragaman 

genetik dari negara-negara tropik seperti Indonesia yang kaya akan keanekaragaman 

hayati. Perubahan iklim global dapat dipastikan merubah pola suplai pangan dan 

kesehatan dunia.83 

Tanaman pangan dan hewan ternak yang ada saat ini sangat mungkin tidak dapat 

bertahan dengan kondisi iklim yang berubah. Penemuan varitas-varitas baru tanaman 
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Naylor, R; Falcon, W; dan Fowler, C. (Ed). 2007.  The Conservation of Global Crop GeneticResourcesIn the Face 

of Climate Change. Summary Statement from a Bellagio MeetingHeld on September 3-7, 2007. 
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pangan dan ternak akan sangat bergantung pada keanekaragaman genetik tumbuhan dan 

hewan. Varitas-varitas tanaman pangan dan hewan bermutu tinggi yang ada saat ini 

merupakan hasil dari konservasi genetik yang efektif. Oleh sebab itu konservasi 

keanekaragaman genetik menjadi sangat penting untuk masa depan umat manusia.  

Perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di tingkat genetik 

merupakan satu hal yang unik karena unsur genetik melekat pada unsur spesies dimana 

genetik merupakan pembawa sifat bagi spesies. Selain itu unsur genetik baru bermanfaat 

apabila telah diketahui mengenai sifat-sifat unggulnya yang dengan perlakuan tertentu 

dapat menjadikan suatu spesies bernilai tinggi bagi manusia, misalnya untuk 

pengembangan pangan yang unggul, produk farmasi atau produk teknologi biologi. 

Perlakuan tertentu terhadap unsur genetik dapat berupa sentuhan teknologi sederhana 

seperti perkawinan silang sampai pada rekayasa genetika dengan sentuhan teknologi 

molekuler.  Perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di tingkat genetik lebih 

dikenal dengan perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya genetik dimana informasi 

yang terdapat di dalam materi genetik lebih dipentingkan dari pada substansinya itu 

sendiri.  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sama sekali tidak mengatur hal tersebut, 

sehingga dipercaya banyak sumberdaya genetik Indonesia yang “dibajak” oleh pihak asing, 

atau yang dikenal dengan istilah biopiracy dimana dari sumberdaya genetik yang dibajak 

tersebut telah dihasilkan produk atau teknologi yang mempunyai nilai komersial tinggi, 

namun negara dan atau masyarakat tidak mendapatkan keuntungan darinya bahkan harus 

membeli hak intelektualnya. 

Perlindungan  keanekaragaman hayati di tingkat genetik dilakukan di dalam habitat 

alaminya (in situ) maupun di luar habitat alaminya (ex situ).84 

Teks Konvensi keanekaragaman Hayati yang diratifikasi melalui Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati, menyatakan 

bahwa “yang dimaksud dengan sumberdaya genetik adalah materi-materi genetik yang 

mempunyai nilai aktual maupun potensial, dalam bentuk informasi yang terkandung di 
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dalam materi genetik. Materi genetik adalah material yang berasal dari tumbuhan, hewan, 

mikroba atau dari sumber lain yang berisi unit-unit pembawa sifat keturunan. Materi 

genetik berada di dalam suatu sel yang ditemukan di dalam nukleus, mitokondria dan 

sitoplasma yang memainkan peran dasar dalam menentukan struktur dan sifat-sifat 

substansi sel, dan mampu untuk memperbanyak dan menganekaragamkan dirinya.   

Materi genetik suatu sel dapat berupa gen, bagian dari gen, kelompok gen, molekul 

DNA, fragmen sebuah DNA, kelompok molekul DNA dari seluruh genom suatu organisme. 

Genom itu sendiri merupakan satu set lengkap dari gen, dimana gen merupakan unit 

pembawa sifat keturunan”.85 

Kegiatan konservasi genetik bertujuan untuk tetap mempertahankan keragaman 

genetik yaitu variasi gen dan genotip antar dan dalam suatu spesies sehingga dapat 

beradaptasi pada lingkungannya.86 Tingkat keragaman merupakan indikasi kemampuan 

beradaptasi terhadap lingkungannya.  Semakin tinggi keanekaragaman, maka semakin 

besar peluang untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kekuatan-kekuatan evolusi yang 

mempengaruhi perubahan keragaman genetik antara lain seleksi alam, pergeseran genetik 

(genetic drift), perpindahan gen (gene flow) dan mutasi. Perlindungan sumberdaya genetik 

baik in situ maupun ex situ ditujukan untuk menjaga keanekaragaman (keragaman) 

genetik suatu spesies.Perpindahan gen merupakan pertukaran gen diantara dua populasi 

di dalam suatu spesies, atau dalam kondisi ekstrim dapat terjadi diantara dua spesies 

(hibridasi). 

Idealnya perlidungan keanekaragaman genetik dilakukan untuk seluruh spesies 

yang ada di muka bumi.  Namun demikian, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan 

mengingat terlalu banyaknya spesies yang harus menjadi fokus perlindungan sehingga 

perlu menetapkan target-target spesies yang diprioritaskan untuk perlindungan genetik.  

Berdasarkan perhitungan, ada sekitar 8,7 juta (plus/minus 1,3 juta) spesies di luar bakteri 

dan cyanobakteri sehingga ada 86% dari spesies daratan dan 91% spesies laut yang masih 

belum diketahui (Science, 2011). Untuk itu spesies-spesies yang saat ini belum diketahui 

atau tidak diperhatikan karena dianggap belum ada manfaatnya maka perlindungan 
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genetiknya belum perlu dilakukan. Spesies-spesies terancam punah, bernilai komersial 

tinggi serta pendukung budidaya harus dijadikan target perlindungan genetik (spesies 

target) karena kerentanannya terhadap penurunan keanekaragaman genetiknya.  Bagi 

spesies-spesies target tersebut harus diketahui data mengenai populasi dan 

penyebarannya serta status konservasinya. Perlindungan baik di dalam habitat alamnya (in 

situ) maupun di luar habitat alamnya (ex situ) harus dilakukan sesuai dengan kondisi 

spesies yang bersangkutan. 

Agar perlindungan sumberdaya genetik dapat berjalan efektif maka pemerintah 

harus melakukan inventarisasi terhadap jenis-jenis target dan menyusun strategi 

perlindungannya baik in situ maupun ex situ. 

Dalam konteks perlindungan sumberdaya genetik sesuai dengan landasan di atas 

diarahkan dalam strategi: penetapan dan perlindungan spesies target serta 

pemanfaatannya yang diarahkan pada pengaturan akses terhadap sumberdaya genetik 

serta pembagian yang adil dan setara atas pemanfaatan sumberdaya genetik. 

Perlindungan sumberdaya genetik, juga harus memperhatikan perlindungan 

terhadap pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang terkait atau berasosiasi 

dengan sumberdaya genetik. Pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan 

sumberdaya genetik merupakan informasi atau praktek baik secara individu maupun 

kolektif dari masyarakat adat atau lokal, yang bernilai potensial atau aktual yang terkait 

atau berasosiasi dengan sumberdaya genetik. Sedangkan masyarakat lokal merupakan 

kelompok manusia, termasuk keturunan-keturunannya yang menganut atau menjalankan 

ciri atau kondisi budaya yang khas yang secara tradisional terorganisir secara turun 

temurun beserta dengan kebiasaan-kebiasaan (adat)nya sendiri, dan melindungi lembaga 

sosial dan ekonominya sendiri. 

Pemanfaatan sumberdaya genetik pada saat ini adalah penggunaan materi genetik 

melalui penerapan bioteknologi dalam pertanian (termasuk hortikultura, peternakan dan 

perikanan) untuk memperoleh varitas dan kultivar unggul yang diinginkan, industri 

berbasis sumberdaya alam hayati seperti pangan, kosmetik dan farmasi dan industri lain 

seperti karet dan bahan bakar berbasis nabati.  Dalam pemanfaatan sumberdaya genetik, 

pengaturan bukan ditujukan pada bagaimana menggunakan atau memanfaatkan 

sumberdaya genetik tetapi ditujukan pada cara memperoleh sumberdaya genetik dan 
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mekanisme pembagian keuntungan apabila dari pengembangan sumberdaya genetik 

tersebut dihasilkan produk yang dapat dikomersialkan yang secara umum dikenal dengan 

Access to Genetic Resources and Benefits Sharing. Kondisi tersebut akan sangat penting 

ketika yang melakukan akses tersebut adalah pihak-pihak asing atau pihak-pihak yang 

bekerja sama dengan asing.  Selain itu produk-produk pengembangan sumberdaya genetik 

diliput dengan hak-hak intelektual, sedangkan pemilik sumberdaya genetik apakah itu 

negara, masyarakat atau masyarakat lokal seharusnya mempunyai kedaulatan atas 

sumberdaya tersebut. Konvensi Keanekaragaman Hayati87, yang kemudian diatur lebih 

lanjut di dalam Protokol Nagoya.88 

Akses terhadap sumberdaya genetik merupakan kegiatan memperoleh sampel atau 

contoh dari komponen-komponen atau materi sumberdaya genetik untuk tujuan riset 

ilmiah, pengembangan teknologi, atau bio-prospeksi, yang terkait untuk aplikasi industri 

atau lainnya. Terkait dengan itu bagi pengetahuan tradidional juga terdapat akses, 

dimanaakses terhadap pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan sumberdaya 

genetik merupakan kegiatanmemperoleh informasi dari pengetahuan atau praktek-praktek 

baik individual maupun kolektif dari masyarakat adat atau lokal, untuk tujuan riset ilmiah, 

pengembangan teknologi atau bioprospeksi, yang terkait untuk aplikasi industri atau 

lainnya. Bioprospeksi sendiri itu sendiri merupakan suatu kegiatan eksplorasi yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi komponen-komponen sumberdaya genetik dan 

informasi mengenai pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, dengan potensi 

untuk pemanfaatan komersial. Tujuan ketiga dari CBD adalah “the fair and equitable 

sharing of the benefits arisingout of the utilization of genetic resources…” atau pembagian 

yang adil dan setara dari keuntungan yang didapat dari pemanfaatan sumberdaya genetik. 

Pada Article 15 dari CBD ditentukan prinsip-prinsip dan kewajiban negara anggota terkait 

dengan akses terhadap sumberdaya genetik danpembagian yang adil dan setara dari 

keuntungan yang didapat dari pemanfaatan sumberdaya genetik yang didasarkan pada 

persetujuan yang diberikan di awal (prior informed consent/PIC) dan perjanjian 

kesepakatan bersama (mutually agreed terms/MAT). 
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Konvensi CBD juga menetapkan bahwa setioap orang atau lembaga yang 

mengajukan akses terhadap sumberdaya genetik harus meminta PIC dari negara dimana 

sumberdaya itu berada. Selain itu orang atau lembaga tersebut harus menegosiasikan dan 

bersepakat mengenai syarat dan ketentuan dari akses dan pemanfaatan sumberdaya 

tersebut.   Kesepakatan tersebut berupa pembagian keuntungan yang didapat dari 

pemanfaatan sumberdaya tersebut dengan otorita di negara penyedia, dalam rangka 

memperoleh ijin akses terhadap sumberdaya genetik dan memanfaatkannya. 

Sejalan dengan itu, negara yang bertindak sebagai penyedia sumberdaya genetik 

harus membuat syarat-syarat untuk memfasilitasi akses terhadap sumberdaya genetik 

yang dipunyai agar pemanfaatannya ramah terhadap lngkungan serta tidak menetapkan 

larangan-larangan yang bertentangan dengan tujuan Konvensi (CBD). 

Sumberdaya genetik, baik yang berasal dari tumbuhan, hewan maupun jasad renik 

(organisme mikro) dimanfaatkan untuk berbagai keperluan mulai dari penelitian dasar 

sampai pada pengembangan produk.  Pemanfaat sumberdaya genetik dapat berupa 

lembaga riset, perguruan tinggi dan perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor 

seperti farmasi, pertanian, hortikultura, kosmetik dan bioteknologi. 

Beberapa contoh pemanfaatan sumberdaya genetik adalah pemanfaatan Calanolide 

A, yaitu senyawa yang diisolasi dari latex pohon Collophylum lanigerum varitas 

austrocoriaceum yang ditemukan di hutan tropis Malaysia sebagai obat virus HIV tipe 1 

(HIV-1). Pengembangan penghambat selera makan (appetite supresant) yang diturunkan 

dari spesies Hoodea, sebuah tumbuhan sukulen asli Afrika bagian selatan, yang telah lama 

dikenal oleh suku San untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. 

Keuntungan yang didapat dari sumberdaya genetik diantaranya adalah hasil riset 

dan pengembangan, transfer teknologi yang memanfaatkan sumberdaya genetik, 

partisipasi di dalam kegiatan riset bioteknologi, atau keuntungan finansial yang didapat 

dari komersialisasi produk yang dikembangkan dari sumberdaya genetik. Keuntungan-

keuntungan tersebut harus dibagi secara adil dan setara dengan negara penyedia.  Contoh 

pembagian keuntungan: pertukaran penelitian, bantuan peralatan, infrastruktur dan 

teknologi seperti laboratorium, pembayaran royalti, keringanan harga produk khusus bagi 

negara penyedia sumberdaya genetik, dan training bagi peneliti-peneliti negara penyedia 

sumberdaya genetik. 
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Protokol Nagoya (2010) yang merupakan International Regime tindak lanjut dari 

CBD, sangat penting untuk menjamin bahwa negara berkembang yang kaya akan 

keanekaragaman hayati seperti Indonesia mendapatkan pembagian yang adil dan setara 

dari keuntungan-keuntungan yang didapat dari pemanfaatan sumberdaya genetik yang 

berasal dari wilayahnya dengan menetapkan kerangka akses dan pembagian keuntungan 

yang jelas dan transparan.Selain itu pembagian keuntungan melalui transfer teknologi, 

berbagi hasil riset, penyediaan training dan pembagian keuntungan dapat menyumbang 

pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di negara kaya 

keanekaragaman hayati. Mengijinkan akses dengan pembagian keuntungan yang adil dan 

setara dapat menyumbang pada peningkatan riset dan pengembangan yang 

menyumbangkan pada kesejahteraan melalui pemanfaatannya dalam bidang farmasi, 

kosmetik,pertanian dan banyak sektor lain. 

Protokol Nagoya secara signifikan telah memberikan landasan yang kuat bagi 

kepastian dan transparansi secara hukum untuk penyedia dan pengguna sumberdaya 

genetik. Protokol ini juga secara spesifik menyediakan petunjuk mengenai legislasi 

nasional yang harus dikembangkan oleh negara penyedia sumberdaya genetik seperti 

perjanjian kontrak dan perijinan. Dengan mempromosikan pemanfaatan sumberdaya 

genetik dan pengetahuan tradisional dan dengan meningkatkan kesempatan bagi 

pembagian yang adil dan setara atas keuntungan yang didapat dari penggunaannya, 

Protokol Nagoya menciptakan insentif bagi konservasi keanekaragaman hayati, 

pemanfaatan berkelanjutan komponen-komponennya, dan lebih meningkatkan kontribusi 

keanekaragaman hayati bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan umat 

manusia. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini Indonesia dalam posisi yang sangat 

mendesak untuk segera menerbitkan undang-undang yang mengatur perlindungan dan 

kontrol pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk dalam rangka implementasi 

perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai 

undang-undang. 

D. Konservasi Sumber Daya Genetik dalam Perjanjian Internasional   

a. UNCBD (United Nations Convention on Biological Diversity)  
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Menurut UNCBD, sumberdaya genetik mencakup juga jasad renik (organisme 

mikro) dan pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan sumberdaya genetik. Dengan 

disahkannya Protokol Nagoya di bawah UNCBD (Secretariat CBD, 2010) mengenai Akses 

pada Sumberdaya Genetik dan Pembagian yang Adil dan Setara atas Keuntungan yang 

Timbul dari Pemanfaatannya, maka pemanfaatan sumberdaya genetik beserta pembagian 

yang adil kepada pemilik atau penyedia sumberdaya genetik harus diatur dengan baik 

sesuai dengan Pasal 8(j), 10 (c), 15, 16 dan 19 dari UNCBD; termasuk ketentuan mengenai 

kontrak dan pengaturan lain di bawah mutually agreed terms for access andbenefit-sharing.  

Konvensi Keanekarragaman Hayati memberikan kerangka komprehensif untuk 

menghentikan kerusakan dan hilangnya sumber daya hayati. Konvensi ini secara seimbang 

mengikat secara internasional dimana setiap negara anggota berkomitmen untuk 

menjalankan tiga pilar tujuan yaitu pelestarian keanekaragaman hayati, pemanfaatan yang 

berkelanjutan dan pembagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan 

oleh pemanfaatan sumber daya genetik.  

Tujuan yang terakhir itu sangat penting bagi negara berkembang, karena negara-negara ini 

merupakan sumber utama keanekaragaman hayati dunia tetapi dirasakan bahwa negara-

negara ini tidak mendapatkan pembagian yang adil atas keuntungan yang didapat dari 

pemanfaatan sumber daya mereka dalam pengembangan produk, seperti produk-produk 

berdaya jual tinggi dari hasil farmasi dan kosmetik. Sistem ini mereduksi insentif bagi 

negara-negara yang kaya sumber daya alam hayati tetapi miskin secara ekonomi untuk 

menjalankan konservasi dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alamnya bagi 

keuntungan umat manusia di bumi. 

Pasal 15 UNCBD mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai akses pada sumber 

daya genetik dan pembagian keuntungan.  Pasal ini mengakui kedaulatan negara atas 

sumber daya alamnya dan mengatur bahwa akses pada sumber daya ini harus didasarkan 

pada Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) atau lebih dikenal dengan Prior 

Informed Consent (PIC) dari negara anggota yang menyediakan sumber daya tersebut.  

Selain itu juga diatur bahwa akses harus didasarkan pada syarat atau kondisi yang 

disetujui bersama untuk menjamin bahwa pembagian keuntungan dari komersialisasi atau 

penggunaan lain dari sumberdaya genetik tersebut kepada negara penyedia sumber daya 

tersebut.  
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Namun demikian pasal-pasal di dalam teks Konvensi masih memerlukan aturan 

pelaksanaan yang mengikat kepada seluruh negara agar bersifat operasional di tingkat 

nasional.  Namun demikian proses untuk menurunkan teks konvensi ke dalam aturan 

operasional memakan waktu panjang. Oleh sebab itu pada tahun 1999 CBD mulai 

membahas operasionalisasi Pasal 15 tersebut dan hasilnya adalah Bonn Guidelines on 

Access to GeneticResources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising Out of 

TheirUtilization dimana draft pertamanya dihasilkan di Bonn pada tahun 2001 pada 

intergovernmental meeting. Bonn Guidelines diadopsi pada Pertemuan Para Pihak (CoP) 

keenam UNCBD di Den Haag pada tahun 2002.  Bonn Guidlines ini merupakan langkah 

antara dari Konvensi sambil menunggu adanya aturan yang mengikat secara hukum, yang 

di dalam CBD didebut sebagai International Regime. International Regime ini yang 

kemudian pada tahun 2010 diadopsi sebagai protokol dan diberi nama sebagai Protocol 

Nagoya on Access to GeneticResources and the Fair and Equitable Sharing ofBenefits 

Arising from Their Utilization to theConvention On  Biological Diversity.  

b. Bonn Guidelines 

Walaupun CBD sudah berlaku secara resmi sejak 1993, baru tahun 1999 Konvensi 

ini memulai secara intensif untuk membuat Konvensi ini operasional di lapangan. Hasilnya 

adalah  Bonn Guidelines on Access to GeneticResources and the Fair and Equitable Sharing of 

Benefits Arising Out of TheirUtilization (Pedoman Bonn mengenai Akses pada Sumber Daya 

Genetik dan Pembagian yang Adil dan Seimbang dari Keuntungan yang Didapatkan dari 

Pemanfaatannya)89 akhirnya  diadopsi pada Konferensi Para Pihak ke VI di Den Haag pada 

bulan April 2002.  Pedoman ini diharapkan dapat membantu negara anggota, Pemerintah 

dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan strategi menyeluruh mengenai 

akses dan pembagian keuntungan, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan 

dalam proses mendapatkan akses pada sumber dasya genetik dan peembagian 

keuntungan. Secara lebih spesifik, pedoman ini ditujukan untuk membantu negara anggota 

ketika mengeluarkan tindakan legislatif, administratif atau kebijakan tentang akses dan 
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 Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2002).Bonn Guidelines on Accessto Genetic Resources and 

Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of theirUtilization.Montreal: Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity. 
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pembagian keuntungan dan atau ketika melakukan negosiasi pengaturan kontrak akses 

dan pembagian keuntungan.    

Pedoman ini memberikan langkah-langkah proses akses dan pembagian 

keuntungan dengan penekanan pada kewajiban pengguna untuk memperoleh PADIA (PIC) 

dari penyedia.  Pedoman ini juga mengidentifikasi persyaratan dalam mutually agreed 

terms(MAT)peran dan tanggung jawab utama penyedia dan pengguna dan menekankan 

pentingnya keterlibatan seluruh pihak.  Pedoman ini juga berisi unsur lainnya, seperti 

insentif, akuntabilitas, alat verifikasi dan penyelesaian sengketa.  Akhirnya, pedoman ini 

juga merinci unsur-unsur yang disarankan untuk masuk dalam material transfer 

agreements (MTA) dan menyediakan daftar indikatif mengenai keuntungan uang maupun 

bukan uang.  

Dengan berlakunya Protokol Nagoya maka Bonn Guidlines tidak berlaku lagi dan 

semua negara anggota CBD harus mengacu pada Protokol Nagoya dalam mengembangkan 

legislasi nasionalnya.  

c. Protokol Nagoya 

Bagi Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati namun yang relatif masih 

tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Protokol Nagoya yang didukung 

oleh legislasi nasional yang memadahi akan sangat membantu dalam melindungi 

sumberdaya genetiknya dan mendapatkan keuntungan yang adil dari pemanfaatannya. 

Dalam kondisi ini perlindungan sumberdaya genetik menjadi penting karena sifat-sifat 

unggul terkait dengan keanekaragaman genetik, dan semakin tinggi keanekaragaman 

genetik maka peluang mendapatkan sifat unggul akan semakin tinggi.  Perlindungan 

meliputi pencegahan terhadap kepunahan spesies dan pencurian informasi mengenai sifat 

unggul sumber daya genetik (biopiracy). 

Protokol Nagoya tentang Akses Kepada Sumber Daya Genetik dan Pembagian 

Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya pada Konvensi 

Keanekaragaman Hayati, telah diadopsi dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati 

(CBD) di Nagoya, Jepang pada tanggal 30 Oktober 2010. Tujuannya adalah pembagian 

keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik, 

agar dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan 

dari keanekaragaman hayati serta merupakan instrument global untuk mencapai tujuan 
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Konvensi Keanekaragaman Hayati yang ketiga (pembagian keuntungan atas pemanfaatan 

SDG). 

Sebagai Negara yang telah meratifikasi CBD dan negara megabiodiversity country, 

Indonesia telah menandatangani Protokol Nagoya pada tanggal 11 Mei 2011 bertepatan 

dengan acara Ministerial Segment of the 19th session of the United Nations Commission on 

Sustainable Development di Markas Besar PBB, New York. Pengesahan dan ratifikasi 

Protokol Nagoya dalam bentuk Undang-Undang Pengesahan Protokol Nagoya telah 

disahkan melalui Undang-undang No 11 tahun 2013. 

“Protokol Nagoya memandatkan kepada setiap negara untuk melakukan upaya dalam 

rangka memastikan bahwa pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik 

yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan komunitas lokal diakses dengan Persetujuan 

Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) serta melibatkan masyarakat hukum adat dan komunitas 

lokal yang bersangkutan, dan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan (pasal 7)”. 

Dengan demikian, mekanisme pemberian akses dengan PADIA harus disusun secara efektif 

melalui participatory approach agar pengampu pengetahuan tradisional terkait SDG dapat 

memberikan persetujuan sesuai dengan mandat Protokol Nagoya.90 

Protokol Nagoya juga memandatkan agar implementasi protokol sesuai dengan  

hukum nasional dengan mempertimbangkan hukum adat, protokol dan prosedur yang 

berkenaan dengan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang 

berlaku di masyarakat (pasal 12). Untuk itu, Undang-Undang yang mengatur perlindungan 

dan pemanfaatan sumber daya genetik berikut instrumen pendukungnya harus segera 

diselesaikan untuk memperkuat implementasi Protokol Nagoya pada tataran nasional. 

Revisi undang-undang konservasi dapat menampung kebutuhan ini karena di dalam 

konservasi keanekaragaman hayati terdapat satu bagian mengenai konservasi sumber 

daya genetik. Tergantung dari kemauan politik, perubahan undang-undang ini juga dapat 

menggabungkan rancangan undang-undang mengenai PSDG ke dalam satu rancangan, agar 
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Community?‟,6/3 Law, Environment and Development Journal (2010), p. 246,available at http://www.lead-

journal.org/content/10246.pdf 
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pembahasannya dapat efektif. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui mengenai 

Protokol Nagoya. 

Apakah Protokol Nagoya dan apakah tujuannya? 

Protokol Nagoya tentang Akses Kepada Sumber Daya Genetik dan Pembagian 

Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya pada Konvensi 

Keanekaragaman Hayati, atau sering disingkat menjadi Protocol Nagoya on Access and 

Benefits Sharing (ABS), telah diadopsi dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati 

(CBD) merupakan perjanjian tambahan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati. Konvensi 

ini mengatur kerangka legal yang transparan bagi pelaksanaan yang efektif dari tujuan CBD 

yang ketiga: the fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic 

resources. 

Protokol Nagoya tentang ABS diadopsi pada 29 Oktober 2010 di Nagoya, Jepang dan mulai 

berlaku sejak 12 Oktober 2014, 90 hari setelah dimasukkannya instrumen ratifikasi oleh 

negara ke 50. Tujuan dari protokol ini adalah pembagian yang adil dan seimbang 

darikeuntungan yang timbul daripemanfaatan sumber daya genetik, sehingga 

menyumbang pada konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari keanekaragaman 

hayati.  

Mengapa Protokol Nagoya Penting?  

Protokol Nagoya menciptakan kepastian hukum dan transparansi bagi penyedia dan 

pengguna sumber daya genetik, melalui:  

 Menciptakan kondisi yang lebih jelas dan pasti bagi kegiatan akses pada sumber daya 

genetik.  

 Membantu memastikan pembagian keuntungan ketika sumber daya genetik dibawa 

keluar negara penyedia sumber daya genetik.  

Dengan membantu memastikan pembagian keuntungan, Protokol Nagoya menciptakan 

insentif bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik, sehingga 

keanekaragaman hayati akan meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan dan bagi 

kesejahteraan umat manusia.  

 Apa yang dicakup Protokol Nagoya?  

Nagoya Protokol mencakup sumber daya genetik sebagaimana dimaksud oleh CBD, 

dan terhadap pembagian keuntungan atas pemanfaatannya. Protokol Nagoya juga 
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mencakup pengetahuan tradisional (traditional knowledge/TK) yang terkait dengan 

sumber daya genetik yang dicakup dalam CBD serta pembagian keuntungan atas 

pemanfaatannya.  

 Apakah kewajiban inti dari Protokol Nagoya terkait dengan sumber daya genetik?  

Protokol Naggoya menetapkan kewajiban inti bagi negara Pihak untuk mengambil 

langkah-langkah terkait dengan akses pada sumber daya genetik, pembagian keuntungan 

dan penaatan (compliance).  

a. Kewajiban Akses 

Langkah-langkah akses di tingkat domestik adalah:  

 Menciptakan kepastian, kejelasan dan transparansi hukum (sistem legal) 

 Menyediakan aturan dan prosedur yang adil dan tidak semena-mena atau sewenang-

wenang  (non-arbitrary) 

 Menetapkan peraturan dan prosedur yang jelas tentang Persetujuan Atas Dasar 

Informasi Awal/PADIA  (prior informed consent/PIC)dan Kesepakatan Bersama 

(KB)/mutually agreed terms (MAT) 

 Mengatur penerbitan ijin atau yang setara dengan itu ketika permohonan akses 

dikabulkan.  

 Menciptakan kondisi untuk mendorong dan menggiatkan riset yang menyumbang bagi 

konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati  

 Memperhatikan kasus-kasus keadaan darurat baik yang ada sekarang maupun yang 

dapat muncul segera yang mengancam manusia, hewan maupun kesehatan tanaman  

 Mempertimbangkan pentingnya sumber daya genetik bagi pangan dan pertanian serta 

bagi ketahanan pangan. 

b. Kewajiban pembagian keuntungan  

Langkah pembagian keuntungan di tingkat domestik adalah mengatur pembagian 

yang adil dan seimbang atas keuntungan yang timbul dari pemanfaatan sumber daya 

genetik dengan negara Pihak yang menjadi penyedia sumber daya genetik.Pemanfaatan 

tersebut meliputi diantaranya penelitian dan pengambangan mengenai komposisi gen atau 

bio-kimia dari sumber daya genetik serta aplikasi dan komersialisasi hasilnya.Pembagian 



60 
 

menjadi subyek kesepakatan bersama (mutually agreed terms). Sedangkan keuntungan 

dapat berupa keuntungan finansial maupun non-finansial seperti royalti dan pembagian 

hasil riset.  

c. Kewajiban penaatan (Compliance) bagi negara pengguna 

Kewajiban khusus untuk mendukung penaatan legislasi nasional atau aturan-aturan 

lainnya dari negara Pihak yang menyediakan sumber daya genetik, dan kewajiban 

kontraktual sebagaimana tercermin di dalam MAT merupakan inovasi yang signifikan dari 

Nagoya Protokol.  Negara pihak harus:  

 Mengambil langkah-langkah yang mengatur bahwa sumber daya genetik yang 

dimanfaatkan di dalam yurisdiksinya telah diakses sesuai dengan persetujuan atas 

dasar informasi awal (PADIA) dan kesepakatan bersama (MAT) telah ditetapkan, 

sebagaimana dipersyaratkan oleh negara pihak lainnya  

 Kooperatif dalam hal terdapat dugaan pelanggaran terhadap peraturan negara pihak 

lain  

 Mendorong adanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di dalam kontrak 

dalam pengaturan MAT  

 Menjamin adanya kesempatan untuk mencari jalan keluar di dalam sistem legalnya 

ketika timbul sengketa pada Kesepakatan Bersama  

 Mengambil tindakan mengenai akses terhadap peradilan  

 Mengambil tindakan memantau pemanfaatan sumber daya genetik setelah 

meninggalkan suatu negara, termasuk dengan menetapkan (menunjuk) tempat-tempat 

pemeriksaan (checkpoints) yang efektif di setiap titik pada rantai pertambahan nilai 

(value-chain): riset, pengembangan, inovasi, pra-komersialisasi atau komersialisasi  

Bagaimana Protokol Nagoya mengatur pengetahuan tradisional (traditional 

knowledge)terkait dengan sumber daya genetik yang dikuasai oleh masyarakat adat atau 

lokal?  

Protokol Nagoya mengatur pengetahuan tradisional (traditional knowledge)terkait dengan 

sumber daya genetik  dengan adanya aturan tentang akses, pembagian keuntungan dan 

penaatan.  Protokol ini juga mengatur  mengatur sumber daya genetik dimana masyarakat 

adat atau lokal mempunyai hak yang tekah ditetapkan untuk mengabulkan permohonan 
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akses. Negara Pihak harus mengambil langkah untuk menjamin keluarnya PADIA dan 

pembagian atan dan pertukaran secara adat.  

Kelengkapan dan mekanisme untuk membantu pelaksanaan Protokol Nagoya  

Keberhasilan Protokol Nagoya memerlukan impplementasi efektif di tingkat 

domestik.  Sejumlah kelengkapan dan mekanisme yang diatur oleh Protokol Nagoya untuk 

membantu Negara Pihak, termasuk:  

 Menetapkan national focal points (NFPs) dan satu atau lebih competent national 

authorities (CNAs) untuk melakukan pelayanan sebagai kontak informasi, memberikan 

persetujuan (mengaulkan permohonan) akses atau bekerja sama dalam issu penaatan 

(compliance) dengan negara lain 

 Sebuah Balai Kliring ABS (Access and Benefit-sharing Clearing-House)sebagai sarana 

pertukaran informasi seperti legislasi nasional tentang ABS dan persyaratan-

persyaratannya atau informasi tentang NFP dan CNA 

 Peningkatan kapasitas (Capacity-building)untuk mendukung aspek-aspek kunci dalam 

pelaksanaan protokol. Berdasarkan penilaian sendiri kebutuhan dan prioritas nasional 

masing-masing negara, peningkatan kapasitas termasuk hal-hal berikut:  

o Mengembangkan legislasi nasional ABS untuk mengimplementasikan Protokol 

Nagoya 

o Menegosiasikan MAT 

o Membangun kemampuan riset di dalam negeri dan kelembagaan  

 Meningkatan kesadaran  

 Transfer teknologi 

 Menetapkan dukungan finansial untuk peningkatan kapasitas dan membangun inisiatif 

melalui mekanisme finansial Protokol Nagoya yaitu Global Environment Facility (GEF). 

d. FAO-International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture 

Terkait dengan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture (ITPGRFA) Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 4 

tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture (ITPGRFA). Sebagaimana telah diketahui ITPGRFA merupakan instrumen 

internasional di bidang pemanfaatan sumberdaya genetik yang perlu diperhatikan di 
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samping CBD 1992 dan Protokol Nagoya 2010. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 4 

Tahun 2006 tentang Pengesahan ITPGRFA, Indonesia wajib menyediakan akses pada 

sumberdaya genetik tanaman yang relevan kepada Pihak lain, atau kepada perorangan 

atau badan hukum di dalam jurisdiksi negara Pihak tersebut, serta kepada pusat-pusat 

riset pertanian internasional yang telah melakukan perjanjian dengan Badan Pengatur 

Perjanjian. Di samping itu, Indonesia wajib menjamin dalam peraturan nasionalnya bahwa 

standar Perjanjian Pengalihan Bahan Genetik (Material Transfer Agreement-MTA) yang 

telah ditetapkan oleh Badan Pengatur diterapkan dalam transaksi akses dan tukar-

menukar sumberdaya genetik tanaman yang masuk dalam daftar Lampiran I Perjanjian. 

Sebagai negara yang telah meratifikasi baik Protokol Nagoya maupun ITPGRFA, 

pemerintah Indonesia perlu menetapkan suatu mekanisme di tingkat nasional untuk 

memastikan pemenuhan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh Negara Pihak 

berdasarkan kedua instrumen tersebut. Permasalahan yang mungkin muncul dalam 

penerapan aturan-aturan ini adalah berkaitan dengan sumberdaya genetik tanaman untuk 

pangan dan pertanian dan sumberdaya genetik tanaman yang bukan untuk pangan dan 

pertanian, karena pembedaan antara kedua hal ini tidak selalu jelas 91. 

e. World Intelectual Property Organization (WIPO)92 

Sumber  daya genetik dan kekayaan intelektual  

Sumber daya genetik yang terdapat di alam bukan merupakan ciptaan daya pikir 

manusia sehingga sumber daya genetik tidak dapat secara langsung dilindungi sebagai 

kekayaan intelektual. Namun ada issu mengenai kekayaan intelektual di terkait dengan 

sumber daya genetik.  Invensi, atau penciptaan varitas baru yang didasarkan atau 

dikembangkan menggunakan sumber daya genetik (terkait dengan pengetahuan 

tradisional maupun tidak) mungkin dapat dipatenkan atau dilindunginya hak-hak dari 

pengembang (plant breeder).  

Dalam mempertimbangkan kekayaan intelektual yang terkait dengan sumber daya 

genetik, kegiatan WIPO melengkapi (komplementer) dengan kerangka kerja ABS yang 

diatur oleh CBD beserta Protokol Nagoya, dan International Treaty on Plant Genetic 

                                                           
91

 Garforth, Kathryn & Christine Frison «Key Issues for the Relationship between the Convention on Biological 

Diversity & the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture» Quaker International 

Affairs Programme, Occasional Paper 2 (July 2007) http://www.qiap.ca/pages/documents/OP2-Final_000.pdf 
92

WIPO (http://www.wipo.int/tk/en/genetic. 

http://www.planttreaty.org/
http://www.qiap.ca/pages/documents/OP2-Final_000.pdf
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Resources for Food and Agriculturedibawah United Nations Food and Agriculture 

Organization (FAO). 

Issue-issue yang dibahas di dalam WIPO 

Negosiasi mengenai instrumen legal internasional tentang kekayaan intelektual 

terkait dengan sumber daya genetik dilakukan oleh Intergovernmental Committee on 

Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore di bawah 

WIPO93. Diantara issu penting yang dibahas adalah:  

 Pencegahan terhadap pemberian hak paten yang salah: Secara umum telah 

dipertimbangkan bahwa pemberian paten pada penemuan yang didasarkan 

pada atau dikembangkan menggunakan sumber daya genetik (dan yang terkait 

dengan pengetahuan tradisional) yang tidak memenuhi persyaratan kebaruan 

dan daya temu harus dihindarkan. Dalam rangka membantu penguji paten 

menemukan “prior art” dan menghidari pemberian hak paten yang salah, WIPO telah 

menyempurnakan alat pencarinya (search tools) dan sistem klasifikasi paten, serta 

mengusulkan untuk mengembangkan data base dan sistem informassi terkait dengan 

sumbber daya genetik untuk menanggulangi masalah terrsebut.  Perlunya melakukan 

pengungkapan (disclosure) juga dapat membantu menanggulangi masalah tersebut, 

dimana WIPO menerbitkan tabel mengenai keharusan melakukan disclosure.    

 Menjamin dan melacak penaatan dengan kerangka ABS: Kewajiban 

pengungkapan (disclosure) berarti bahwa pemohon paten (termasuk juga 

bentuk lain kekayaan intelektual) harus membuka beberapa kategori informasi 

mengenai sumber daya genetik, seperti sumber asal usul dari sumber daya 

genetik dan bukti-bukti mengenai PADIA dan pembagian keuntungan, pada saat 

sumber daya genetik tersebut digunakan untuk mengembangkan inovasi yang 

diklaim dalam permohonan paten.  

                                                           
93

 Vivas-Eugui, David; (2012);Bridging the Gap on Intellectual Property and Genetic Resources in WIPO‟s 

Intergovernmental Committee (IGC); ICT D‟s Programme on Innovation, Technology and Intellectual 

Property; Issue Paper No. 34; International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, 

Switzerland. (The Technical Study was made available to the seventh meeting of the COP in Kuala Lumpur, 

Malaysia, from February 9 to 20, 2004, asdocument UNEP/CBD/COP/7/INF/17. The Technical Study is also 

available on the WIPO Website at <http://www.wipo.int/tk>.") 
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f. Protokol Cartagena 

Dalam ketentuan CBD utamanya Pasal 8 huruf (g), Pasal 17, dan Pasal 19 ayat (3) 

dan ayat (4), telah diamanatkan untuk menetapkan suatu Protokol yang mengatur 

pergerakan lintas batas, penanganan dan pemanfaatan Organisme Hasil Modifikasi Genetik 

(OHMG) sebagai produk dari bioteknologi modern.  Hal itu dilakukan dalam rangka 

mengatur keamanan penerapan bioteknologi modern yang mungkin dapat berdampak bagi 

keanekaragaman hayati maupun bagi kesehatan manusia. Protokol Cartagena diadopsi 

pada tahun 2000 dalam sidang kelima Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties) 

CBD di Nairobi. Protokol Cartagena mengatur tatacara gerakan lintas batas negara secara 

sengaja (termasuk penangananan dan pemanfaatan) suatu organisme hidup yang 

dihasilkan oleh bioteknologi modern (OHMG) dari suatu ke negara lain oleh seseorang atau 

badan.Indonesia telah meratifikasi Protokol Cartagena melalui Undang-Undang No.21 

tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on 

Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang 

Keanekaragaman Hayati. Untuk pelaksanaannya di lapangan telah diterbitkan peraturan 

pemerintah yaitu PP No.21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik 

(KHPRG). 

Protokol Cartagena bertujuan untuk menjamin tingkat proteksi yang memadai 

dalam hal persinggahan (transit), penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari 

pergerakan lintas batas OHMG. Tingkat proteksi dilakukan untuk menghindari pengaruh 

merugikan terhadap kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, 

serta resiko terhadap kesehatan manusia. 

Beberapa dasar pertimbangan perlunya diatur pergerakan lintas batas OHMG 

dengan protokol khusus, diantaranya: 

 Perlu pendekatan kehati-hatian (precautionary approach) yang terkandung dalam 

Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan; 

 Menyadari pesatnya kemanjuan bioteknologi modern dan meningkatnya kepedulian 

masyarakat terhadap potensi pengaruhnya yang merugikan terhadap keanekaragaman 

hayati , dengan juga mempertimbangkan resikonya terhadap manusia; 
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 Mengakui bahwa teknologi memiliki potensi yang besar bagi kesejahteraan bagi umat 

manusia jika dikembangkan dan dipergunakan dengan perlakukan yang aman bagi 

lingkungan hidup dan kesehatan manusia; 

 Mengakui bahwa sangat pentingnya pusat-pusat asal usul (centers of origin) dan pusat 

keanekaragaman genetik (centers of genetic diversity) bagi umat manusia; 

 Mempertimbangkan terbatasnya kemampuan banyak negara, khususnya negara-

negara sedang berkembang, untuk dapat menangani sifat dan skala resiko potensial 

dan resiko yang telah diketahui dari OHMG. 

Dengan mengesahkan Protokol Cartagena, Indonesia akan mengadopsi Protokol 

tersebut sebagai hukum Nasional untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan 

kelembagaan sehingga dapat: 

1. Mengakses informasi mengenai OHMG; 

2. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 

berkelanjutan; 

3. Memperoleh manfaat secara optimal dari penggunaan bioteknologi moderen secara 

aman yang tidak merugikan keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia; 

4. Memperkuat landasan pengawasan perpindahan lintas batas OHMG, mengingat 

Indonesia memilki garis pantai terpanjang kedua di dunia yang berpotensi sebagai 

tempat keluar dan masuknya OHMG secara illegal; 

5. Mempersiapkan kapasitas daerah untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan 

dan pengambilan keputusan atas perpindahan lintas batas OHMG; 

6. Mewujudkan kerja sama antar Negara di bidang tanggap darurat untuk menanggulangi 

bahaya yang terjadi akibat perpindahan lintas batas OHMG yang tidak disengaja; 

7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang keamanan 

hayati baik di pusat maupun di daerah; 

8. Memperkuat koordinasi nasional dan daerah khususnya pemahaman secara lebih 

komprehensif bagi seluruh lemabaga pemerintahan terkait terhadap lalu lintas OHMG 

yang merugikan bagian atau komponen keanekaragaman hayati Indonesia. Koordinasi 

juga mencakup perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai bagian terdepan 

dan jembatan bagi lalu lintas informasi mengenai perkembagan bioteknologi; 
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9. Menggalang kerja sama internasional untuk mencegah perdagangan illegal produk 

OHMG. 

Prinsip Protokol Cartagena 

Protokol Cartagena disusun berdasarkan prinsip pendekatan kehati-hatian 

(precautionary approach) sebagaimana tercantum dalam prinsip ke 15 Deklarasi Rio yang 

berarti bila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, 

kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan untuk mencegah 

kerusakan lingkungan. 

Ruang Lingkup Protokol Cartagena 

Ruang lingkup Protokol meliputi perpindahan lintas batas, persinggahan, 

penanganan dan pemanfaatan semua OHMG yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap 

konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Dalam pengaturan 

Protokol, OHMG dikategorikan menjadi tiga jenis pemanfaatan yaitu OHMG yang 

dilepaskan ke lingkungan; OHMG yang ditujukan untuk pemanfaatan langsung sebagai 

pangan atau pakan atau untuk pengolahan; dan OHMG untuk pemanfaatan terbatas 

(penelitian). 

Materi Pokok Protokol Cartagena 

Protokol Cartagena terdiri atas 40 pasal dan 3 lampiran yang tersususun asebagai 

berikut : 

 Lampiran I: Informasi yang diperlukan dalam notifikasi 

 Lampiran II: Informasi yang diperlukan untuk OHMG yang dimanfaatkan langsung 

sebagai pangan atau pakan atau untuk pengolahan. 

 Lampiran III: Kajian Resiko 

Materi-materi pokok yang terkandung dalam Protokol Cartagena mengatur mengenai hal-

hal sebagai berikut. 

1. Kesepakatan yang diinformasikan sebelumnya (Advance Informed Agreements). 

Persetujuan Pemberitahuan Terlebih Dahulu merupakan prosedur yang harus 

diterapkan oleh para Pihak yang melakukan perpindahan lintas batas OHMG yang 

disengaja diintroduksi ke dalam lingkungan oleh pihak pengimpor pada saat 

pengapalan pertama dengan tujuan untuk memastikan bahwa Negara penerima 

mempunyai kesempatan dan kapasitas untuk mengkaji risiko OHMG. 
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2. Prosedur Pemanfaatan OHMG Secara langsung. Prosedur ini berlaku untuk OHMG yang 

akan dimanfaatkan langsung sebagai pangan, pakan, atau pengolahan , dengan 

ketentuan bahwa Pihak Pengambilan Keputusan (Pihak Pengimpor) wajib memberi 

informasi sekurang-kurangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kepada 

Balai Kliring Keamanan Hayati (Biosafety Clearing Hause) dalam waktu 15 hari setelah 

keputusan diambil, sesuai dengan peraturan nasional yang konsisten dengan tujuan 

Protokol. 

3. Kajian Risiko (Risk Assessment) Kajian risiko merupakan penerapan prinsip kehatia-

hatian yang dilakukan untuk mengambil keputusan masuknya OHMG yang akan 

diintroduksi ke lingkungan. Kajian risiko harus didasarkan pada kelengkapan 

informasi minimum di dalam notifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 

bukti ilmiah lain untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kemungkinan dampak yang 

ditimbulkan OHMG terhadap konservasi dan pemanfatan berkelanjutan 

keanegaragaman hayati dan juga risiko terhadap kesehatan manusia. 

4. Manajemen Risiko (Risk Management) Manajemen risiko merupakan tindak lanjut dari 

pelaksanaan kajian risiko yang mencakup penetapan mekanisme, langkah, dan strategi 

yang tepat untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan risiko yang diidentifikasi 

dalam kajian risiko. Kewajiban yang timbul dari penerapan manajemen risiko kepada 

Para Pihak ini adalah untuk menetapkan dan mengimplementasikan suatu system 

peraturan beserta kapasitas yang cukup untuk mengelola dan mengendalikan risiko 

tersebut. 

5. Perpindahan Lintas Batas Tidak Disengaja dan Langkah-Langkah Darurat (Emergency 

Measures). Perpindahan lintas batas tidak disengaja adalah perpindahan OHMG yang 

terjadi di luar kesepakatan Pihak Pengimpor dan Pihak Pengekspor. Negara Pihak 

harus mengambil langkah-langkah melalui notifikasi kepada Balai Kliring Keamanan 

Hayati (Biosafety Clearing Haouse) apabila kemungkinan terjadi kecelakaan dan 

memberitahukan titik kontak yang dapat dihubungi serta berkonsultasi dengan Pihak 

yang mungkin dirugikan atas setiap pelepasan OHMG. 

6. Penanganan, Pengangkutan, Pengemasan, dan PemanfatanPengaturan masalah 

penanganan, pengangkutan, pengemasan dan pemanfatan OHMG merupakan bagian 
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dari upaya menjamin keamanan pengembangan OHMG sesuai dengan persyaratan 

standar Internasional. 

7. Balai Kliring Kemanan Hayati (Biosafety Clearing House) adalah badan yang dibentuk 

oleh Para Pihak berdasarkan pasal 20 Protokol Cartagena untuk memfalitasi 

pertukaran informasi di bidang ilmiah, teknis, lingkungan hidup, dan peraturan 

mengenai OHMG, hasil keputusan AIA dalam melaksanakan Protokol. 

8. Pengembangan Kapasitas Untuk mengembangkan dan memperkuat sumber daya 

manusia dan kapasitas kelembagaan Negara berkembang dalam melaksanakan 

Protokol Cartagena, pasal 22 Protokol Cartagena mengatur pengembangan kapasitas 

yang mewajibkan kerja sama dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi serta 

kemampuan Negara berkembang, dan Negara yang mengalami transisi ekonomi. 

Bantuan kerja sama dapat berupa pelatihan ilmiah dan teknis, alih teknologi dan 

keterampilan, serta bantuan keuangan. 

9. Kewajiban Para Pihak Kepada Masyarakat Protokol mewajibkan Para Pihak untuk:  

 Meningkatkan dan memfasilitasi kesadaran, pendidikan dan partisipasi 

masyarakat berkenaan dengan pemindahan, penanganan, dan penggunaan OHMG 

secara aman; 

 Menjamin agar masyarakat mendapat akses informasi OHMG; 

 Melakukan konsultasi dengan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

dan menyediakan hasil keputusan kepada masyarakat. 

E. Hukum Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia  

a. Peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur sumber daya 

genetik. 

Sampai saat ini belum ada satupun Undang-undang yang secara menyeluruh 

mengatur perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia.  Undang-

undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya tidak mengatur konservasi genetik, walaupun disebutkan di sana bahwa 

Pengawetan Jenis dan Ekosistem bertujuan untuk melindungi plasma nutfah (sumber daya 

genetik).  Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup juga tidak 

mengatur sumber daya genetik. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan 
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Varitas Tanaman, hanya melindungi varitas-varitas baru tanaman hasil pemuliaan oleh 

perorangan atau badan hukumuntuk mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman 

(PVT) secara khusus yang diberikannegara kepada pemulia dan/atau pemegang hak 

Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya 

atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya 

selama waktu tertentu.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum 

konservasi sumber daya genetik di Indonesia, sehingga sangat mendesak untuk segera 

menerbitkan aturan setingkat Undang-undang yang komprehensif.   

Deskripsi berikut memberikan penjelasan sampai sejauh mana kerentuan mengenai 

konservasi genetik sudah dicakup di dalam undang-undang yang paling relevan di tingkat 

nasional kita. 

b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya  

Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya merupakan undang-undang pertama yang dihasilkan di masa setelah 

kemerdekaan yang mencakup konservasi ekosistem (kawasan) dan konservasi jenis.  

Undang-undang ini dipercaya telah dapat menyelamatkan sebagian sumberdaya alam 

hayati dari ancaman kerusakan dan kepunahan terutama di tingkat ekosistem dan spesies.   

Dengan mendasarkan pada undang-undang ini Indonesia telah mampu menyisihkan 

sebagian perwakilan ekosistem yang sangat penting menjadi kawasan-kawasan suaka alam 

dan pelestarian alam.  Dari segi luasan, Indonesia telah mampu menyisihkan sekitar 22 juta 

hektar eksosistem di darat (terestrial) dan sekitar 4,5 juta hektar ekosistem di pesisir dan 

perairan laut dari berbagai tipe ekosistem Indonesia menjadi kawasan konservasi 

(Kementerian Kehutanan, 2011) berupa kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian 

alam yang merupakan wahana konservasi ekosistem dan sangat bermanfaat bagi 

penyangga dan keberlangsungan hidup manusia dan alam di masa yang akan datang.   

Tidak ada satu negarapun yang mempunyai kawasan konservasi seluas 

Indonesia.Kawasan-kawasan tersebut dengan pengelolaan yang memadai akan mampu 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan wisata ekologis 
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(ekowisata/ecotourism), ketahanan pangan, pengembangan budidaya pertanian dari 

sumber daya genetik (plasma nutfah) yang terlindungi di dalam kawasan dan penyangga 

kehidupan manusia melalui penyediaan air bersih, menjaga kesuburan lahan pertanian, 

mengendalikan perubahan iklim, serta menyediakan ruang terbuka hijau yang semakin 

dibutuhkan manusia untuk kesehatan. 

Selain itu undang-undang ini juga telah memberikan perlindungan legal (hukum) 

bagi jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang terancam punah dengan mengatur penetapan 

jenis-jenis tersebut sebagai jenis yang dilindungi Undang-undang, sehingga secara 

signifikan dapat mencegah kepunahannya serta mengatur sanksi hukum bagi pelanggaran-

pelanggaran atau kejahatan yang terkait dengan jenis-jenis terancam punah tersebut di 

atas.  Untuk melindungi jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang telah terancam punah, 

Undang-undang ini memberikan pedoman terhadap hal-hal yang tidak boleh atau boleh 

dilakukan beserta sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran.  Sanksi tersebut, bila 

diterapkan secara konsisten akan memberikan efek penjera bagi pelaku-pelaku kejahatan, 

terutama kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa langka yang semakin terorganisasi 

(organizad crime). 

Disamping keunggulan yang ada pada UU No. 5 tahun 1990, undang-undang ini juga 

mempunyai beberapa kelemahan yang mendasar, yang belum atau tidak dapat 

diakomodasikan oleh Undang-undang lain.  Diantara kelemahan tersebut, misalnya pada 

konservasi jenis (spesies), adalah tidak adanya ketentuan mengenai sanksi terhadap 

pelanggaran yang menyangkut spesies atau jenis-jenis yang tidak dilindungi.  Keadaan ini 

telah mendorong terjadinya eksploitasi berlebihan spesies tidak dilindungi, bahkan 

beberapa spesies diantaranya telah menjadi kritis dan punah secara lokal atau punah di 

alam sebelum sempat ditetapkan sebagai spesies dilindungi.Tentunya hal ini akan 

berpenggaruh pada keanekaragaman genetiknya. Pada tingkat ekosistem, kelemahan 

mendasar dari Undang-undang No 5 tahun 1990 adalah dalam klasifikasi kawasan-

kawasan konservasi beserta ketidakjelasan pada penetapan tujuan pengelolaan kawasan 

konservasi. Kategorisasi kawasan konservasi yaitu Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman 

Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya didasarkan pada legalisasi 

penetapan kawasan-kawasan tersebut. Semestinya kategorisasi kawasan konservasi sesuai 

dengan pedoman dari IUCN (Internationl Union for Conservation of Nature) yang 
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merupakan organisasi konservasi terbesar di dunia, dimana Indonesia menjadi 

anggotanya, penetapan kawasan konservasi dilakukan berdasar pada tujuan pengelolaan. 

Selain itu Undang-undang ini belum mengatur salah satu komponen 

keanekaragaman hayati yaitu konservasi genetik. Pada tingkat genetik, undang-undang ini 

sama sekali tidak memberikan aturan atau arahan pengaturan. Padahal saat ini dunia 

sudah mulai bergantung pada teknologi yang berbasis pada sumber daya genetik untuk 

industri pangan, kosmetik, obat-obatan dan industri berbasis organisme hidup lainnnya, 

sedangkan akses terhadap sumberdaya genetik tanpa adanya peraturan yang memadai 

telah banyak menimbulkan pembajakan biologis (bio-piracy) atau “pencurian” sumberdaya 

genetik.   

c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Lingkungan Hidup 

Undang-undang No No. 32 Tahun 2009 terdiri dari 17 Bab dan 127 Pasal. Undang-

undang ini mengatur mengenai pentingnya lingkungan hidup dimana lingkungan hidup 

Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab 

Negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, 

manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, 

partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem 

yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. 

Pada pasal 63 ayat (1) butir (i) disebutkan bahwa Pemerintah bertugas dan berwenang 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan 

nonhayati, keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik, dan keamanan hayati produk 

rekayasa genetik. Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa penggunaan sumber daya 

alam harus serasi, selaras, seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, dan upaya preventif 

dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan 

mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam undang-

undang ini mengatur mengenai bahwa proses dan kegiatan yang hasilnya akan 

mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan 
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cagar budaya terdapat pada pasal 23. Pasal 43 ayat (2) undang undang ini juga mengatur 

mengenai instrumen pendanaan lingkungan hidup dimana terdapat dana amanah/bantuan 

untuk konservasi. Pemeliharaan lingkungan hidup yang terkait dengan konservasi terdapat 

pada Pasal 57 ayat (1), (2) dan (5) yang menyebutkan bahwa pemeliharaan lingkungan 

hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya 

alam dan/atau pelestarian fungsi atmosfer dimana konservasi sumber daya alam yang 

dimaksud meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya 

alam dan pemanfaatan sumber daya alam 

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur: 

a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup. 

b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah. 

c. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup. 

d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, 

baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, 

upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, 

perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan. 

e. Perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan 

hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

f. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian. 

g. Pendayagunaan pendekatan ekosistem. 

h. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan 

global. 

i. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan 

akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

j. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas. 

k. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

lebih efektif dan responsif. 
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l. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik 

pegawai negeri sipil lingkungan hidup. 

Undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur tentang sumber daya genetik 

oleh sebab itu pengaturan sumber daya genetik harus dituangkan di dalam undang-undang 

tersendiri.  Undang-undang mengenai sumber daya genetik dapat berupa undang-undang 

yang berdiri sendiri maupun dapat digabung dengan usulan perubahan undang-undang 

konservasi keanekaragaman hayati karena di dalamnya terdapat komponen genetik.  

d. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varitas 

Tanaman 

Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual 

dalam bidang pemuliaan tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia 

tanaman adalah hak yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT 

untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, 

stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, 

potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan94. 

Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus memiliki 

karakteristik: baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini merupakan 

imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang dimuliakannya, 

sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanam atau pengguna produk) 

dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut. Sedangkan Pengertian 

Perlindungan Varietas Tanaman menurut UU PVT UU NO 29 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) 

adalah: Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh 

pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, 

terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan 

pemuliaan tanaman. 

                                                           
94

Agus Chandra, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/PerlindunganVarietasTanaman 

(21/09/2015, jam 13.54) 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemuliaan_tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Benih
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stek&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Anakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kultur_jaringan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunga_potong&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Buah
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun
https://id.wikipedia.org/wiki/Varietas_tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kultivar
https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan%20Varietas%20Tanaman
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Negara-negara berkembang seperti Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati  

namunmiskin dalam hal riset and pengembangan.  Dengan adanya Perlindungan varietas 

tanaman (PVT) diharapkan akan memacu  penemuan-penemuan baru atau invensi dan 

inovasi berbasis sumber daya alam di bidang pertanian. PVT juga menjamin perlindungan 

atas sumber daya genetik.  

Sangat penting bahwa hasil berupa varietas-varietas tanaman baru harus 

mendapatkan perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan oleh para breeder atau 

pemulia tanaman dengan pemberian sertifikat varietas tanaman (PVT). 

Namun demikian undang-undang ini baru mencakup sedikit hal dari amanat CBD, 

dalam hal ini Protokol Nagoya yang harus diatur oleh sistem perundang-undangan 

nasional.  Undang-undang ini hanya mencakup perlindungan terhadap pemuliaan tanaman 

di dalam negeri.  Akses dan pembagian keuntungan terhadap sumber daya genetik masih 

belum diatur di dalamnya. 

F. Arah Kebijakan Konservasi Sumber Daya Genetik di Indonesia  

Komitmen negara yang diwakili oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam melindungi sumberdaya genetik telah jelas dengan disahkannya Protokol Nagoya 

melalui Undang-undang.   Untuk itu Pemerintah harus menindaklanjuti komitmen tersebut 

dengan mengembangkan sistem ABS di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 

Protokol. 

Karena masih kosongnya aturan mengenai konservasi sumber daya genetik, sangat 

mendesak untuk segera disusun Undang-undang yang mengatur perlindungan dan 

pemanfaatan sumber daya genetik. Ke depan pengaturan konservasi genetik harus 

mencakup hal-hal berikut. 

i. Perlindungan Genetik 

a. Penetapan 

Penetapan spesies target bagi perlindungan genetik ditetapkan oleh 

pemerintah cq menteri teknis dengan memperhatikan rekomendasi dari lembaga 

“otoritas keilmuan”.  Ruang lingkup perlindungan sumberdaya genetik: Sumberdaya 

genetik hutan dan perairan serta termasuk dalam kategori spesies-spesies liar, 

termasuk jasad renik (micro organism). 
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1) Kategorisasi jenis target : 

a) Jenis yang terancam punah sehingga unsur-unsur genetiknya perlu 

dilindungi untuk kepentingan pemulihan populasi spesies itu sendiri 

maupun untuk kepentingan lainnya, seperti budidaya;  

b) Jenis yang berasal dari habitat liar yang secara langsung mempunyai 

nilai komersial sehingga keragaman genetiknya perlu dijaga agar 

tidak mengalami penurunan kebugaran genetik yang disebabkan oleh  

masalah-masalah seperti kepunahan lokal; 

c) Jenis untuk mendukung ketahanan pangan nasional (peternakan, 

tanaman pangan dan hortikultura serta perikanan) dan medis harus 

dilakukan perlindungan genetik untuk menjaga keanekaragamannya 

sehingga peluang-peluang untuk menciptakan varitas unggul dan 

teknologi biologi tetap tinggi.  

2) Kriteria jenis target: 

a) Terancam punah; 

b) Mempunyai nilai komersial yang berasal dari kawasan konservasi: 

i. Jenis yang secara langsung dieksploitasi dan atau jenis yang 

unsur-unsur genetiknya dimanfaatkan secara tradisional 

(asosiated traditional knowlegde) dengan tidak 

berkesinambungan. 

ii. jenis yang unsur-unsur genetiknya merupakanpublic 

domain(publicly accessable) 

c) Mendukung ketahanan pangan dan medis: 

ii. Jenis yang saat ini diketahui digunakan untuk meningkatkan 

keunggulan mutu genetik tanaman pertanian pangan dan 

hortikultura atau hewan domestik dan budidaya . 

iii. Memiliki nilai strategis bagi kelangsungan hidup manusia, 

termasuk untuk pengembangan obat-obatan, bioteknologi dan 

mendukung ketahanan pangan (virus flu burung, human patogen, 

genetik yang penting dibawah konvensi internasional) 

b. Pengelolaan 
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Pengelolaan genetik bagi spesies-spesies target yaitu spesies terancam 

punah, spesies yang bernilai komersial dan spesies untuk mendukung 

budidaya, diatur dengan ketentuan, sebagai berikut: 

1) Bagi spesies-spesies target wajib dilakukan inventarisasi dan 

pengembangan basis data genetiknya.  

2) Pengelolaan genetik bagi spesies terancam punah dilaksanakan secara 

in situ dan ex situ untuk tujuan mengembalikan keanekaragaman 

genetik di tingkat spesies untuk kepentingan pemulihan populasi 

maupun untuk pemanfaatan. 

3) Pengelolaan genetik bagi spesies yang bernilai komersial dilakukan 

secara in situ maupun ex situ untuk tujuan menjaga keanekaragaman 

dan kemurnian genetik bagi spesies-spesies yang diperdagangkan. 

4) Pengelolaan genetik bagi spesies untuk mendukung budidaya dilakukan 

secara in situ maupun ex situ dengan tujuan untuk meningkatkan mutu 

genetik spesies-spesies budidaya dan menciptakan varitas atau  baru 

yang unggul dari segi budidaya. 

5) Pengaturan dan kontrol bagi spesies-spesies yang mengalami perlakuan 

rekayasa genetik atau pemuliaan agar tidak dikembalikan ke habitat 

alam. 

6) Pengaturan dan kontrol bagi spesies-spesies yang mengalami perlakuan 

rekayasa genetik atau pemuliaan agar tidak dikembalikan ke habitat 

alam.  

7) Pengaturan dibedakan antara pengembangbiakan atau perbanyakan 

buatan dengan tetap mempertahankan kemurnian genetik spesies liar 

dengan kegiatan budidaya yang di dalamnya ada rekayasa genetik 

karena untuk menciptakan varitas atau kultivar baru sehingga 

kemurnian genetik bukan menjadi tujuan. 

ii. Pemanfaatan Sumberdaya Genetik 

Pemanfaatan sumberdaya genetik dilakukan dengan memperhatikan hak 

kepemilikan atas sumberdaya genetik, akses terhadap sumberdaya genetik, hak 
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kepemilikan intelektual atas hasil rekayasa genetik, akses terhadap teknologi dan 

pembaggian keuntungan, keamanan hayati atas hasil rekayasa genetik serta kaidah-kaidah 

etika dan agama dalam rekayasa genetik. 

Pemanfaatan sumberdaya genetik digunakan untuk tujuan penelitian dan 

pengembangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan, pengembangan teknologi 

biologi, koleksi, tukar menukar, bioprospeksi dan pelestarian spesies. Pemanfaatan 

sumberdaya genetik harus memperhatikan ijin akses dan pembagian keuntungan yang adil 

(Access to genetic resources and equitable benefit sharing) melaui penandatanganan kontrak 

antara pemilik dengan pengakses dan ijin yang diberikan oleh lembaga yang dibentuk 

Pemerintah.  Pembagian keuntungan termasuk juga pembagian royalti, akses dan transfer 

terhadap teknologi, peningkatan kapasitas. Pemanfaatan sumberdaya genetik sebagaimana 

yang dimaksud diatas harus didahului dengan persetujuan yang harus diinformasikan di 

awal FPIC/PADIA (Free and prior informed consent dan ketentuan-ketentuan yang 

disepakati antara pemilik dan pengakses sumberdaya genetik (Mutual Agreed Terms/MAT).  

Pemanfaatan sumberdaya genetik dapat menghasilkan produk atau proses yang 

dilindungi hak atas kekayaan intelektualnya (HAKI) atau dipatenkan pada tingkat nasional 

maupun bersama pihak lain (Joint international Patent) dengan tetap tunduk pada 

ketentuan mengenai akses dan pembagian keuntungan. Penemuan-penemuan berbasis 

sumberdaya genetik dapat diajukan untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan 

intelektual. Pengajuan paten harus mengajukan asal usul sumberdaya genetik. 

iii. Kelembagaan ABS 

Dalam rangka mengefektifkan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya 

genetik perlu dibentuk suatu lembaga yang efektif untuk pengelolaan sumberdaya genetik. 

Mengenai kelembagaan ABS Article13 dari Protokol Nagoya mengamanatkan bahwa setiap 

negara:  

1. Wajib menunjuk satu national focal point (NFP) on Access andBenefit-Sharing yang 

mempunyai fungsi dan tugas utama untuk selalu siap dengan semua informasitentang 

prosedur untuk mendapatkan Prior Informed Consent (PIC) dan menetapkan MAT 

termasuk ketentuan pembagian keuntungan bagi pemohon akses pada sumber daya 

genetik (SDG) dan akses pada pengetahuan tradisional yang terkait dengan SDG. Selain itu 

NFP harus memberikan informasi mengenai Competent National Authorities (CNA) yang 
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ditunjuk oleh pemerintah, masyarakat lokal dan pemangku pihak yang terlibat dalam 

sistem ABS.  selain itu NFP harus menjadi penghubung antara negara pihak (mewakili 

negara) dengan Secretariat Konvensi (Protokol).  

2. Menetapkan satu atau lebih Competent National Authorities (CNA)ttg ABS yang akan 

bertugas untuk memberikan ijin atau mengabulkan permohonan akses atau menerbitkan 

keterangan bahwa persyaratan permohonan akses telah dipenuhi, memberikan saran 

tentang prosedur PIC dan MAT; 

3.  NFP dan competent national authoritydapat dijabat oleh satu entitas.  

4. Sekretariat memasukkan informasi tentang no 4 diatas melalui ABS Clearing-House. 

Badan tertinggi Pengelolaan SDG 

Indonesia perlu menetapkan Otorita tertinggi untuk meregulasi Akses. Otorita ini 

dapat berbentuk Dewan atau Komisi yang terdiri dari berbagai Lembaga dan 

Kementerian:  

– Kemeterian: Lingkungan, Pertanian, Ristek dan Inovasi, Kebudayaan, Pertahanan, 

Kehakiman, Kemlu, Pembangunan, Indag 

– Lembaga Non Kementerian: LIPI, BPOM, Perguruan Tinggi 

– Kelompok yang mewakili masyarakat tradisional: LSM 

Tugas pokok dan fungsi Dewan/Komisi diantaranya sebagai berikut: 

• Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDG 

• Menetapkan: 

– Standar teknis 

– Kriteria pemberian ijin akses dan transport 

– Pedoman kontrak pemanfaatan dan BS 

– Kriteria pengembangan data base 

• Mengawasi pelaksanaan kegiatan akses, diantaranya melalui kerja sama dengan 

lembaga federal  

• Memberikan ijin akses dan transport 

• Mengakreditasi lembaga lain untuk membantu tugas Dewan 

• Menyetujui kontrak pemanfaatan SDG dan BS 

• Menyelenggarakan debat dan public hearing  
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• Bertindak sebagai Badan Pertimbangan Tertinggi terkait dengan keputusan yang 

diambil acrredited institutions dan tindakan penegakan hukum UU ini 

• Menyetujui aturan2 internal/ bylaws/ AD/ART 

• Badan yang berfungsi sebagai Sekretariat Pengelolaan SDG. 

Badan pendukung yang berfungsi sebagai Sekretariat dan National Focal Point 

Badan pendukung yang berfungsi sebagai sekretariat Dewan/Komisi dan NFP perlu 

ditunjuk dari struktur kementerian yang relevan. Dalam hal ini kementerian yang paling 

relevan untuk tugas ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Tupoksi  

• Melaksanakan fungsi sebagai NFP Protokol Nagoya 

• Melaksanakan fungsi kesekretariatan Dewan/Komisi 

• Melaksanakan keputusan2 Dewan 

• Menyediakan fasilitas bagi accredited institutions 

• Atas nama Dewan menerbitkan ijin akses dan angkut 

• Mengawasi kegiatan akses 

• Mengakreditasi lembaga pembantu Dewan/Komisi 

• Meregister kontrak 

• Mempublikasi daftar spesies dengan fasilitas exchange yang tercakup dlm 

perjanjian internasional 

• Membangun dan mengelola: 

– Daftar koleksi ex-situ 

– Database samples dan data base ijin-ijin akses yang telah dikeluarkan 

• Mengumumkan (disclosing) secara periodik daftar ijin2 akses, MTA dan Kontrak. 

Badan pendukung yang berfungsi sebagai pembantu Dewan/Komisi Pengelolaan 

SDG 

Selain itu juga perlu ditunjuk lembaga pembantu Dewan/Komisi yang diakreditasi 

oleh Dewan/Komisi untuk menjalankan sebagian tugas Dewan/Komisi dalam perijinan 

ABS. Lembaga ini dapat terdiri dari lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah 

yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan fungsi pemberi ijin akses. Lembaga ini 

diakreditasi oleh Dewan/Komisi. Lembaga ini mempunyai tugas pokok dan fungsi dan 

melakukan 1 atau lebih tanggung jawab berikut: 

– Menganalisis permohonan dan mengeluarkan ijin akses kepada pihak ketiga 
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– Mengawasi kegiatan akses  (dapat bekerja sama dengan lembaga nasional lainnya) 

– Membangun dan mengelola: 

• Register koleksi ex-situ 

• Database untuk merekord informasi pada saat pengambilan sampel dilakukan 

• Database untuk merekord informasi  tentang ijin akses dan transport, MTA dan 

Kontrak 

– Membuka (disclose) secara periodik daftar ijin2 yang telah dikeluarkan ttg akses dan 

transport, MTA dan Kontrak 

– Mengawasai pelaksanaan MTA dan Kontrak 

– Membuat laporan kepada Dewan 

– Taat kepada ketentuan aturan dan keputusan Dewan  

G. Implementasi dan Penegakan Hukum 

Karena undang-undang yang mengaturnya belum ada maka tidak ada kasus-kasus 

yang terdokumentasikan terkait dengan penegakan hukum konservasi sumber daya 

genetik.  Namun demikian ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab, yaitu hukum apa 

yang harus ditegakkan terkait dengan sumber daya genetik?  Hal paling mendasar dan 

telah menjadi perhatian dunia yang menjadi dasar disetujuinya Protokol Nagoya adalah 

“pencurian” sumber daya genetik, atau yang secara retorik lebih dikenal dengan 

“biopiracy”95.  Tindakan yang sering dikaitkan dengan biopiracy diantaranya adalah 1) 

mencuri, menyalahgunakan atau penggunaan yang tidak adil sumber daya genetik dan atau 

pengetahuan tradisional melalui sistem paten; dan 2) pengambilan sumber daya genetik 

dan atau pengetahuan tradisional tidak sah atau tanpa kompensasi untuk tujuan akhirnya 

komersial.   Beberapa contoh biopiracy dapat dilihat di bawah ini:  

Biopiracy Pengetahuan Tradisional (TK) 

Pengambilan dan penggunaan: 

• Penggunaan tidak sah TK yang sudah menjadi milik umum  

• Penggunaan tidak sah TK yang hanya ditemukan di satu kelompok tradisional  

                                                           
95
Adejoke, Oyewunmi O  “ harpening the Legal Tools to Overcome Biopiracy in Africa through Pro-Development 

Implementation of Normative International  tandards: Lessons from Brazil,  outh Africa, and India ” African 

Journal of International and Comparative Law 21.3 (2013): 447-66. Print. 
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• Penggunaan tidak sah TK yang diperoleh melalui penipuan (muslihat) atau 

tanpamembuka sepenuhnya motif komersial dibalik pengambilan tersebut  

• Penggunaan tidak sah TK yang diperoleh berdasar transaksi yang dianggap exploitatif 

• Penggunaan tidak sah TK yang diperoleh yang diyakini bahwa seluruh transaksinya 

secara inheren memang exploitatif (“all bioprospecting is biopiracy”) 

• Penggunaan komersial TK berdasar penelusuran literatur.  

Paten: 

• Paten yang dilakukan mengklaim TK dalam bentuk sebagaimana pada saat diperoleh  

• Paten yang dilakukan mencakup penghalusan dari TK  

• Paten yang dilakukan mencakup invensi berdasar TK dan pengetahuan 

tradisional/modern lain  

Biopiracy SDG 

Pengambilan dan penggunaan: 

• Pengambilan dan pengggunaan secara tidak sah sumber daya yang dalam keadaan 

melimpah  

• Pengambilan dan pengggunaan secara tidak sah sumber daya yang dapat diketemukan di 

satu lokasi  

• Pengambilan dan ekspor sumber daya dengan melanggar ketentuan ABS negara itu 

• Pengambilan dan ekspor sumber daya di negara yang tidak mempunyai aturan ABS  

• Pengambilan dan ekspor sumber dayaberdasar transaksi yang dianggap exploitatif 

• Pengambilan dan ekspor sumber dayayang diiyakini bahwa seluruh transaksinya secara 

inheren memang exploitatif 

Paten: 

• Paten yang mengklaim sumber daya itu sendiri  

• Paten yang mengklaim sebagai versi pemurnian sumber daya  

• Paten yang mencakup turunan dari suatu sumber daya dan atau berdasarkan lebih dari 

satu sumber daya  

Apa yang harus dilakukan untuk mengatur penggunaan sumber daya genetik dan 

menekan Biopiracy 

Pengembangan aturan untuk melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan 

tradisional dari pencurian atau biopiracy merupakan jawaban atas pertanyaan di atas.  
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Sesuai dengan Protokol Nagoya, negara penyedia sumber daya genetik tidak dapat 

menutup akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait 

dengannya. Oleh sebab itu yang bisa dilakukan adalah mengatur agar keuntungan yang 

didapat, utamanya dari komersialisasi pemanfaatan sumber daya genetik dapat dibagi 

kepada siapapun yang menguasai sumber daya genetik, termasuk pengetahuan tradisional 

yang terkait dengan sumber daya genetik tersebut. 

Bagi Indonesia, biopiracy mungkin dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara 

signifikan, sehingga Indonesia harus menginvestasikan dananya untuk menegakkan hukum 

dalam pengaturan akses pada SDG. Selain itu permasalhan kemampuan menegosiasikan 

perjanjian yang menguntungkan perlu diselesaikan dengan peningkatan kapasitas bagi 

masyarakat dalam negosiasi pembagian keuntungan. Ketentuan tentang paten juga perlu 

diatur dimana paten dalam bentuk organisme hidup atau alami atau bahkan senyawa yang 

dihasilkan atau turunan dari padanya harus dilarang. Selain itu mengenai pengungkapan 

(disclosure)daerah asal juga harus dilakukan.  

H. Analisis Kesenjangan TerkaitKonservasi Sumber Daya Genetik di Indonesia 

Pemanfaatan sumberdaya genetik. 

Pemanfaatan sumberdaya genetik pada saat ini adalah penggunaan materi genetik 

melalui penerapan bioteknologi dalam pertanian (termasuk hortikultura, peternakan dan 

perikanan) untuk memperoleh varitas dan kultivar unggul yang diinginkan, industri 

berbasis sumberdaya alam hayati seperti pangan, kosmetik dan farmasi dan industri lain 

seperti karet dan bahan bakar berbasis nabati.  Dalam pemanfaatan sumberdaya genetik, 

pengaturan bukan ditujukan pada bagaimana menggunakan atau memanfaatkan 

sumberdaya genetik tetapi ditujukan pada cara memperoleh sumberdaya genetik dan 

mekanisme pembagian keuntungan apabila dari pengembangan sumberdaya genetik 

tersebut dihasilkan produk yang dapat dikomersialkan yang secara umum dikenal dengan 

Access to Genetic Resources and Benefits Sharing. Kondisi tersebut akan sangat penting 

ketika yang melakukan akses tersebut adalah pihak-pihak asing atau pihak-pihak yang 

bekerja sama dengan asing.  Selain itu produk-produk pengembangan sumberdaya genetik 

diliput dengan hak-hak intelektual, sedangkan pemilik sumberdaya genetik apakah itu 

negara, masyarakat atau masyarakat lokal seharusnya mempunyai kedaulatan atas 
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sumberdaya tersebut. Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD, 1992)yangkemudian diatur 

lebih lanjut di dalam Protokol Nagoya (Nagoya Protocol, 2010).  

Akses terhadap sumberdaya genetik merupakan kegiatan memperoleh sampel atau 

contoh dari komponen-komponen atau materi sumberdaya genetik untuk tujuan riset 

ilmiah, pengembangan teknologi, atau bio-prospeksi, yang terkait untuk aplikasi industri 

atau lainnya. Terkait dengan itu bagi pengetahuan tradidional juga terdapat akses, 

dimanaakses terhadap pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan sumberdaya 

genetik merupakan kegiatanmemperoleh informasi dari pengetahuan atau praktek-praktek 

baik individual maupun kolektif dari masyarakat adat atau lokal, untuk tujuan riset ilmiah, 

pengembangan teknologi atau bioprospeksi, yang terkait untuk aplikasi industri atau 

lainnya. Bioprospeksi sendiri itu sendiri merupakan suatu kegiatan eksplorasi yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi komponen-komponen sumberdaya genetik dan 

informasi mengenai pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, dengan potensi 

untuk pemanfaatan komersial. 

Tujuan ketiga dari CBD adalah “the fair and equitable sharing of the benefits 

arisingout of the utilization of genetic resources…” atau pembagian yang adil dan setara dari 

keuntungan yang didapat dari pemanfaatan sumberdaya genetik. Pada Article 15 dari CBD 

ditentukan prinsip-prinsip dan kewajiban negara anggota terkait dengan akses terhadap 

sumberdaya genetik danpembagian yang adil dan setara dari keuntungan yang didapat dari 

pemanfaatan sumberdaya genetik yang didasarkan pada persetujuan yang diberikan di 

awal (prior informed consent/PIC) dan perjanjian kesepakatan bersama (mutually agreed 

terms/MAT). 

Konvensi CBD juga menetapkan bahwa setiap orang atau lembaga yang mengajukan 

akses terhadap sumberdaya genetik harus meminta PIC dari negara dimana sumberdaya 

itu berada. Selain itu orang atau lembaga tersebut harus menegosiasikan dan bersepakat 

mengenai syarat dan ketentuan dari akses dan pemanfaatan sumberdaya tersebut.   

Kesepakatan tersebut berupa pembagian keuntungan yang didapat dari pemanfaatan 

sumberdaya tersebut dengan otorita di negara penyedia, dalam rangka memperoleh ijin 

akses terhadap sumberdaya genetik dan memanfaatkannya. 

Sejalan dengan itu, negara yang bertindak sebagai penyedia sumberdaya genetik 

harus membuat syarat-syarat untuk memfasilitasi akses terhadap sumberdaya genetik 
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yang dipunyai agar pemanfaatannya ramah terhadap lngkungan serta tidak menetapkan 

larangan-larangan yang bertentangan dengan tujuan Konvensi (CBD). 

Sumberdaya genetik, baik yang berasal dari tumbuhan, hewan maupun jasad renik 

(organisme mikro) dimanfaatkan untuk berbagai keperluan mulai dari penelitian dasar 

sampai pada pengembangan produk.  Pemanfaat sumberdaya genetik dapat berupa 

lembaga riset, perguruan tinggi dan perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor 

seperti farmasi, pertanian, hortikultura, kosmetik dan bioteknologi. 

Beberapa contoh pemanfaatan sumberdaya genetik adalah pemanfaatan Calanolide 

A, yaitu senyawa yang diisolasi dari latex pohon Collophylum lanigerum varitas 

austrocoriaceum yang ditemukan di hutan tropis Malaysia sebagai obat virus HIV tipe 1 

(HIV-1). Pengembangan penghambat selera makan (appetite supresant) yang diturunkan 

dari spesies Hoodea, sebuah tumbuhan sukulen asli Afrika bagian selatan, yang telah lama 

dikenal oleh suku San untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. 

Keuntungan yang didapat dari sumberdaya genetik diantaranya adalah hasil riset 

dan pengembangan, transfer teknologi yang memanfaatkan sumberdaya genetik, 

partisipasi di dalam kegiatan riset bioteknologi, atau keuntungan finansial yang didapat 

dari komersialisasi produk yang dikembangkan dari sumberdaya genetik. Keuntungan-

keuntungan tersebut harus dibagi secara adil dan setara dengan negara penyedia.  Contoh 

pembagian keuntungan: pertukaran penelitian, bantuan peralatan, infrastruktur dan 

teknologi seperti laboratorium, pembayaran royalti, keringanan harga produk khusus bagi 

negara penyedia sumberdaya genetik, dan training bagi peneliti-peneliti negara penyedia 

sumberdaya genetik. 

Protokol Nagoya (2010) yang merupakan International Regime tindak lanjut dari 

CBD, sangat penting untuk menjamin bahwa negara berkembang yang kaya akan 

keanekaragaman hayati seperti Indonesia mendapatkan pembagian yang adil dan setara 

dari keuntungan-keuntungan yang didapat dari pemanfaatan sumberdaya genetik yang 

berasal dari wilayahnya dengan menetapkan kerangka akses dan pembagian keuntungan 

yang jelas dan transparan.Selain itu pembagian keuntungan melalui transfer teknologi, 

berbagi hasil riset, penyediaan training dan pembagian keuntungan dapat menyumbang 

pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di negara kaya 

keanekaragaman hayati. Mengijinkan akses dengan pembagian keuntungan yang adil dan 
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setara dapat menyumbang pada peningkatan riset dan pengembangan yang 

menyumbangkan pada kesejahteraan melalui pemanfaatannya dalam bidang farmasi, 

kosmetik,pertanian dan banyak sektor lain. 

Protokol Nagoya secara signifikan telah memberikan landasan yang kuat bagi 

kepastian dan transparansi secara hukum untuk penyedia dan pengguna sumberdaya 

genetik. Protokol ini juga secara spesifik menyediakan petunjuk mengenai legislasi 

nasional yang harus dikembangkan oleh negara penyedia sumberdaya genetik seperti 

perjanjian kontrak dan perijinan. Dengan mempromosikan pemanfaatan sumberdaya 

genetik dan pengetahuan tradisional dan dengan meningkatkan kesempatan bagi 

pembagian yang adil dan setara atas keuntungan yang didapat dari penggunaannya, 

Protokol Nagoya menciptakan insentif bagi konservasi keanekaragaman hayati, 

pemanfaatan berkelanjutan komponen-komponennya, dan lebih meningkatkan kontribusi 

keanekaragaman hayati bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan umat 

manusia. 

Perlindungan Sumber Daya Genetik 

Banyak spesies yang yang diketahui komersial dan merupakan cadangan plasma 

nutfah (materi genetik) bagi peningkatan keunggulan varitas atau kultivar yang saat ini 

dalam kondisi terancam punah, dimana ada yang populasi di alamnya punah, 

terfragmentasi, punah secara lokal atau bahkan diketahui punah total. Sementara 

pemerintah tidak mempunyai strategi yang memadai bagi konservasi sumber daya genetik 

spesies-spesies itu.  Protokol Nagoya tidak mencakup permasalahan-permasalahan 

tersebut, tetapi dicakup oleh CBD dalam Article 8 (in situ conservation) dan Article 9 (ex 

situ conservation).  Bahkan banyak spesies flora dan fauna yang diketahui komersial saat ini 

berada dalam ambang kepunahan dan mempunyai populasi yang tidak viable. Sebagai 

contoh beberapa spesies kayu komersial seperti ramin (Gonystilus bancanus) atau Meranti 

(Shorea leprosula) penyebarannya sudah semakin menyempit, yang berarti variasi 

geografisnya semakin menurun. Artinya dari segi genetik keanekaragamannya sudah 

semakin menurun.  Untuk itu diperlukan strategi konservasi yang memadai, termasuk 

memasukannya ke dalam peraturan perundang-undangan yang memadai untuk 

konservasinya. 
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Namun demikian, tidaklah logis untuk melakukan tindakan perlindungan bagi seluruh 

spesies yang ada di muka bumi Indonesia ini.  Untuk itu diperlukan penetapan target-target 

spesies yang akan dijadikan fokus untuk konservasi keanekaragaman genetiknya.  Setelah 

itu harus dilakukan inventarisasi terhadap spesies target tersebut, dan menetapkan 

strategi konservasi in situ dan ex situ. 
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BAB V 

ARAH REKOMENDASI 

 

Ke depan pengaturan konservasi genetik harus mencakup hal-hal berikut: 

 Penetapan spesies target bagi perlindungan genetik ditetapkan oleh pemerintah cq 

menteri teknis dengan memperhatikan rekomendasi dari lembaga “otoritas 

keilmuan”.  Ruang lingkup perlindungan sumberdaya genetik: Sumberdaya genetik 

hutan dan perairan serta termasuk dalam kategori spesies-spesies liar, termasuk 

jasad renik (micro organism). 

 Kategorisasi jenis target : 

o Jenis yang terancam punah sehingga unsur-unsur genetiknya perlu 

dilindungi untuk kepentingan pemulihan populasi spesies itu sendiri 

maupun untuk kepentingan lainnya, seperti budidaya;  

o Jenis yang berasal dari habitat liar yang secara langsung mempunyai nilai 

komersial sehingga keragaman genetiknya perlu dijaga agar tidak mengalami 

penurunan kebugaran genetik yang disebabkan oleh  masalah-masalah 

seperti kepunahan lokal; 

o Jenis untuk mendukung ketahanan pangan nasional (peternakan, tanaman 

pangan dan hortikultura serta perikanan) dan medis harus dilakukan 

perlindungan genetik untuk menjaga keanekaragamannya sehingga peluang-

peluang untuk menciptakan varitas unggul dan teknologi biologi tetap tinggi.  

 Kriteria jenis target: 

o Terancam punah; 

 Mempunyai nilai komersial yang berasal dari kawasan konservasi: 

o Jenis yang secara langsung dieksploitasi dan atau jenis yang unsur-unsur 

genetiknya dimanfaatkan secara tradisional (asosiated traditional 

knowlegde) dengan tidak berkesinambungan. 

o jenis yang unsur-unsur genetiknya merupakanpublic domain(publicly 

accessable) 
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 Mendukung ketahanan pangan dan medis: 

o Jenis yang saat ini diketahui digunakan untuk meningkatkan keunggulan 

mutu genetik tanaman pertanian pangan dan hortikultura atau hewan 

domestik dan budidaya . 

o Memiliki nilai strategis bagi kelangsungan hidup manusia, termasuk untuk 

pengembangan obat-obatan, bioteknologi dan mendukung ketahanan pangan 

(virus flu burung, human patogen, genetik yang penting dibawah konvensi 

internasional) 

 Pengelolaan genetik bagi spesies-spesies target yaitu spesies terancam punah, 

spesies yang bernilai komersial dan spesies untuk mendukung budidaya, diatur 

dengan ketentuan, sebagai berikut: 

o Bagi spesies-spesies target wajib dilakukan inventarisasi dan pengembangan 

basis data genetiknya.  

o Pengelolaan genetik bagi spesies terancam punah dilaksanakan secara in situ 

dan ex situ untuk tujuan mengembalikan keanekaragaman genetik di tingkat 

spesies untuk kepentingan pemulihan populasi maupun untuk pemanfaatan. 

o Pengelolaan genetik bagi spesies yang bernilai komersial dilakukan secara in 

situ maupun ex situ untuk tujuan menjaga keanekaragaman dan kemurnian 

genetik bagi spesies-spesies yang diperdagangkan. 

o Pengelolaan genetik bagi spesies untuk mendukung budidaya dilakukan 

secara in situ maupun ex situ dengan tujuan untuk meningkatkan mutu 

genetik spesies-spesies budidaya dan menciptakan varitas atau  baru yang 

unggul dari segi budidaya. 

o Pengaturan dan kontrol bagi spesies-spesies yang mengalami perlakuan 

rekayasa genetik atau pemuliaan agar tidak dikembalikan ke habitat alam. 

o Pengaturan dan kontrol bagi spesies-spesies yang mengalami perlakuan 

rekayasa genetik atau pemuliaan agar tidak dikembalikan ke habitat alam.  

o Pengaturan dibedakan antara pengembangbiakan atau perbanyakan buatan 

dengan tetap mempertahankan kemurnian genetik spesies liar dengan 

kegiatan budidaya yang di dalamnya ada rekayasa genetik karena untuk 
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menciptakan varitas atau kultivar baru sehingga kemurnian genetik bukan 

menjadi tujuan. 

 Arah kebijakan konservasi ekosistem dibagi secara umum:   

 Ekosistem Hutan: 

o Peningkatan efektivitas pengelolaan Resort Based Management (RBM) pada 

seluruh kawasan hutan konservasi 

o Penyelesaian tata batas 

o Pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi 

(KPHK) non taman nasional. 

o Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati 

di dalam taman nasional, dan KPHK 

o Pengembangan skema pendanaan (trust fund) bagi kawasan hutan 

konservasi berikut mekanisme pengawasannya, 

o Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan pengendalian 

kebakaran hutan, 

o Peningkatan kuantitas dan kualitas Manggala Agni dalam rangka 

penanggulangan kebakaran hutan, 

 Ekosistem Pesisir dan Laut 

o Kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk 

keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya hayati biota laut mencakup: (1) 

eksplorasi sumber daya laut jeluk; (2) domestikasi biota laut liar dan teknik 

budidaya; (3) pencarian bahan functional food dari laut; (4) konservasi 

ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait; (5) kajian 'blue carbon'; 

dan (6) bioindikator lingkungan tercemar. 

o Konservasi Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait. Target 

RPJMN adalah terselesaikannya pengembangan kawasan ekosistem terumbu 

karang dengan kategori sehat (very good category) di 7 kawasan di 

Indonesia, dan peningkatan keterampilan sekitar 250 sumber daya manusia 

bersertifikat Reef Watchers. Untuk itu pada tahap pertama dilakukan riset 

dan monitoring lokasi di kawasan timur dan kawasan barat Indonesia (KTI 



90 
 

dan KBI) yang disertai dengan pelatihan bagi calon pengamat terumbu 

karang sampai mendapat sertifikat Reef Watcher. Selanjutnya dilaksanakan 

riset dan monitoring coral reefs dan ekosistem; riset pengembangan 

indikator kesehatan (biofisik dan sosek); riset pengembangan indikator 

kesehatan ekosistem terumbu karang; dan pengembangan indikator 

kesehatan ekostem terumbu karang. Lokasi penelitian adalah di 7 lokasi 

terumbu karang di KTI dan 5 lokasi di KBI. 

o Kebijakan konservasi ekosistem: Pengukuhan dan penambahan luasan 

kawasan konservasi seluas 20 juta ha sampai dengan tahun 2019 serta 

peningkatan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan PPK efektif di 35 

kawasan; Memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun 

Internasional dalam pengelolaan wilayah laut; Kawasan pesisir yang rusak 

dan pulih kembali sebanyak 8 kawasan;  

 Ekosistem perairan 

o Indonesia memiliki 840 danau, 735 situ and 162 reservoir. Danau Toba 

merupakan danau yang terluas dengan hamparan 1.130 km 2 , Danau 

Matano yang terdalam (600 m), dan Danau Sentarum di Kalimantan Barat 

memiliki keunikan sebagai lahan basah (10 bulan basah dan 2 bulan kering). 

Luas seluruhnya mencapai 126,000 ha, dengan volume air 13 milyar m3 , dan 

memiliki 266 spesies ikan. Keberlanjutan fungsi danau dan situ 

membutuhkan pengelolaan daya dukung secara terintegrasi. 

o Model pengelolaan danau dan situ yang terintegrasi, yang dibagi ke dalam 5 

bagian yaitu: (1) Pengembangan konsep pengelolaan danau berbasis daya 

dukung ekosistem untuk mengembangkan 3 basis data daya dukung 

keluaran dan 3 konsep model pengelolaan; (2) Pemanfaatan biodiversitas 

sumber daya perairan darat secara berkelanjutan dengan mengembangkan 

teknologi budidaya, domestikasi, dan restoking; (3) Pengendalian 

pencemaran perairan darat dengan mengembangkan teknologi lahan basah 

buatan, fitoremediasi dan bioremediasi; (4) Pendugaan resiko dampak 

perubahan iklim terhadap respon hidrologi dan kondisi ekosistem perairan 

darat dengan harapan dapat memperoleh informasi resiko dan dampak 
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perubahan iklim, dan teknologi dan konsep adaptasi terhadap perubahan 

iklim. 

 

o Luas areal rawa di Indonesia mencapai kurang lebih 33,4 juta hektar atau 

kurang lebih sebesar 17,4 persen dari luas daratan, yang terdiri dari 60,2 

persen merupakan rawa pasang surut, dan 39,8 persen merupakan rawa non 

pasang surut. Lahan rawa tersebut berpotensi sebagai penyedia lahan 

budidaya pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan 

lahan perkebunan seperti sawit dan karet. Pengembangan lahan rawa 

sebagai lahan alternatif perlu diupayakan dengan pendekatan adaptif dengan 

mengendepankan kelestarian lingkungan, yakni suatu bentuk pengelolaan 

yang menyeimbangkan upaya pengembangan (pemanfaatan untuk kegiatan 

ekonomi) dan konservasi, untuk dapat mencapai pemanfaatan lahan rawa 

secara optimal, serta meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi ekologis 

ekosistem rawa. 

 

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam peraturan: 

a. Penetapan kawasan konservasi yang meliputi daratan dan perairan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk melindungi ekosistem berikut jasanya, 

habitat dan keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya dalam rangka 

pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian 

lingkungan di dalam negeri.  

b. Terkait dengan kerja sama internasional, suatu kawasan konservasi dapat 

ditetapkan dengan berbagai macam “label” dengan konsekuensi bahwa 

upaya perlindungan pada kawasan tersebut seharusnya lebih meningkat. 

Seperti contoh bahwa Taman Nasional Gunung Leuser ditetapkan juga 

sebagai cagar biosfer dan AHP. Dengan demikian, diperlukan juga kebijakan  

untuk mengkaitkan inisiatif di tingkat domestik dan internasional. 

c. Di luar kawasan konservasi terdapat juga ekosistem penting yang perlu 

dipertahankan dan dilindungi keberadaannya sebagai pendukung sistem 
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kehidupan dan juga keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya. 

Ekosistem ini dapat berada di tanah hak maupun bukan hak, sehingga perlu 

ditetapkan kebijakan dan peraturan pengelolaanya.  

d. Kemitraan dengan berbagai pihak, terutama masyarakat sekitar untuk 

mendukung perlindungan kawasan konservasi di tingkat ekosistem karena 

bagaimanapun juga manusia termasuk dalam ekosistem itu sendiri. 
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ANALISA DAN EVALUASI HUKUM TENTANG  
 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM  HAYATI 

DAN EKOSISTEM 

Endang Sukara 
Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 

1 



2 

Indonesia dianugrahi kekayaan 

alam yang luar biasa besarnya, dan 

kekayaan alam ini berdasarkan 

UUD 1945, dikuasai oleh Negara 

untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Yang dimaksud kekayaan alam itu termasuk di 

dalamnya Keanekaragaman Hayati dan 

Ekosistemnya  



Food .... Terbatas pada jenis yang dipromosikan FAO 

Health .... Terbatas pada obat yang diresepkan dan jamu 

Fiber .... Belum memanfaatkan potensi sdah 

Fuel/energy ... Belum memanfaatkan potensi sdah 

Fresh water .... Belum difahami pentingnya sdah pada penyediaan ait 

Genetic resources .... Belum difahami dan masih terpendam 

Nutrient cycle ... Belum difahami 

Soil formation .... Belum difahami 

Carbon sink and atmospheric oxygen production ... Belum difahami 

Climatic control .... Belum difahami 

Disease control ...belum difahami 

Natural disaster protection ... Belum difahami 

Erosion control ...belum difahami 

Spiritual value ........belum difahami 

Source of education and knowledge ... Belum dioptimasi 

Recreation and esthetical  ... Belum dioptimasi 

 

PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN 

MEMPERJELAS PENTINGNYA KEANEKARAGAMAN 

HAYATI BAGI HIDUP DAN KEHIDUPAN MANUSIA DAN 

BAGI KEUTUHAN PLANET BUMI 
3 

Antibiotik, anti 
malaria, antitumor, 

anti rematik, KB 

Berlimpah tetapi jumlahnya terus 
menyusut bahkan banyak yang 
telah punah sebelum diketahui 
manfaatnya; bersifat irreversible 





A piece of leaves is a CHEMICAL LIBRARY this need to be explore, 
undestsood and used in sustainable manner 

Arthrocarpus leaves : Kardiovasculer 
Centella aciatica : Hepatitis 
Rimpang Dlingo : Anti-diabetes 

OOH

HO

OH

O

β-sitosterol  

1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-[8-hydroxy-2-methyl-2- 
(4-methyl-3-pentenyl)-2H-1-benzopyran-5-yl]-1-propanone 

O

OH

OH

HO

O

8-geranyl-4',5,7- 
tirhydroxyflavone 

HO

OH

OH

O

OH

2-geranyl-2',3,4,4'-
tetrahydroxychalcone  

Active compounds found in 
arthorcapus leaves 



Elephantopus scaber: 
State of the art 
PROSEA mempertelakan bahwa 
tumbuhan ini penting untuk obat 
hipertensi diantara 10 jenis tumbuhan 
(umur panen paling pendek hanya 2 
bulan). 
http://en.wikipedia.org/wiki/Elephantopus_s
caber - mengandung elephantopin anti 
cancer; V R Mohan et al / Journal of 
Pharmaceutical Science and Technology Vol. 
2 (3), 2010, 191-197 - to cause diuresis and 
antipyresis and to eliminate bladder stones, 
contain the hydroxylated germacranolides 
molephantin and molephantinin, which also 
possess cytotoxic and antitumor properties 

1. Current type:  
– 70 journal articles 
– 28 News paper articles 
– 17 Trade publication articles 
– 15 News letter 
– 1 book review 

2. Subject: 
– 26 China patent news 
– 24 Pharma patent 
– 16 Research 
– 14 Plant sciences 
– 12 Apoptosis 
– 12 Studies 
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Amphibian dermal secretions 

Magainins are small amphiphilic 

peptides produced by frogs and toads. 

They collapse ion-gradients and cause 

lethal swelling of many bacteria. 

Malcolm Page, 2004 



Yamamura et al. in prep 

850 isolates consists 

of 13 family from 25 

to 30 genera 

Based on BLAST homology search using 16S rDNA sequence of over 

500 strains and homology study to the DDBJ/EMBL/GenBank revealed 

that 20% of isolates is predicted to be new taxa. 

DIVERSITY OF ACTINOMYCETES 
Collected from Enrekang Botanical Garden and 

Research Station LIPI in Kupang 
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Natural Products from Fungi 

Anti-bacterials 
Penicillins, cephalosporins 

Anti-fungals 
       griseofulvin, strobilurins 

Anti-tumour agents 
  cytochalasins 

Immuno-suppressive agents 
  cyclosporin A 

Cholesterol-lowering agents 
statins 

Ergot alkaloids 
  LSD, psycobilin, mescaline 



Why 
Actinomycetes ? 

Anti-bacterials 
Macrolides, rifamycins, chloramphenicol,  

tetracyclines, aminoglycosides 

Anti-fungals 
       amphotericin 

Anti-protozoals 
Lasalocid, monensin, nigericin 

Nematocides, insecticides,  

miticides and acaricides 
     milbemycin, nikkomycin, avermectins 

Herbicides 
bialophos 

Anti-tumour agents 

  Streptonigrin, anthracyclines 

Anti-virals 
        ribavirin, rifamycins, anthracyclines Malcome Page, 2002 
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Endophytic Microbes of  
Batang Gadis Forest 

1500 species of 
bacteria, yeast 

and fungi 



AKTINOMYCETES - 

Dactylosporangium  

Thiemann et al. 1967 

 

Members: 6 species 

Type species: Dactylosporangium aurantiacum Thiemann 

et al. 1967 

(Digital Atlas of Actinomycetes  

http://www.nih.go.jp/saj/DigitalAtlas/)  

Dactimicin  R1: NH2, R2: H, R3: OH, R4: COCH2NHCH=NH, R5: CH3, R6: H 
Dactylosporangium matsuzakiense (1979) 
(Antibacterial) 

Doxycycline 
Dactylosporangium sp. 

Berita di Gungaon India tgl 

2 Juni 2006: Ranbaxy 

Laboratories Ltd mendapat 

approval FDA menjual 

Adoxa® dan nilai 

penjualan tahunan 62,7 juta 

dolar 

Adoxa® dijual 

untuk 

pengobatan 

infeksi saluran 

pernafasan, 

saluran air 

kemih, infeksi 

kulit termasuk 

severe acne 

http://www.nih.go.jp/saj/DigitalAtlas/
http://www.nih.go.jp/saj/DigitalAtlas/
http://www.nih.go.jp/saj/DigitalAtlas/
http://www.nih.go.jp/saj/DigitalAtlas/


Dactylosporangium aurantiacum NBRC12592  D85480 

Dactylosporangium matsuzakiense NBRC14259  D86940 

Dactylosporangium vinaceum NBRC14181  D86939 

Dactylosporangium sp. ID06A0002 KS01-RC02 

Dactylosporangium sp. ID06A0006 KS02-SY14 

Dactylosporangium sp. ID06A0192 LS06-RC04 

Dactylosporangium sp. ID06A0034 KS08-SY07 

Dactylosporangium sp. ID06A0055 KS14-SY10 

Dactylosporangium sp. ID06A0030 KS07-RC09 

Dactylosporangium sp. ID06A0128 KS27-SY15 

Dactylosporangium sp. ID06A0104 KS23-RC01 

Dactylosporangium fulvum NBRC14381  D86942 

Dactylosporangium roseum NBRC14352  D86941 

Dactylosporangium sp. ID06A0083 KS19-SY14 

Dactylosporangium sp. ID06A0067 KS16-RC01 

Dactylosporangium thailandense NBRC12593  D85481 
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Species baru, peluang bisnis multimilyar dollar 



23% Undescribed  

Species (New taxa) 

List of Actinomycetes non-Streptomyces 
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No Genus 
No. of 
isolate 

No. of 
new* 

1 Actinokineospora  2 1 

2 Actinomadura  5 1 

3 Actinoplanes 129 38 

4 Agromyces  1 1 

5 Amycolatopsis  1 0 

6 Catenuloplanes  11 0 

7 Cellulomonas 1 0 

8 Couchioplanes 4 0 

9 Cryptosporangium 29 1 

10 Dactylosporangium 4 0 

11 Dermatophilus  1 1 

12 Dietzia 1 1 

13 Geodermatophilus  1 0 

14 Isoptericola  3 1 

15 Kineosporia  18 8 

16 Kocuria 1 0 

17 Krasilnikovia  2 1 

18 Kribbella  16 0 

19 Microbispora  1 0 

20 Micromonospora 16 5 

21 Mycobacterium  13 0 

22 Nocardia  13 0 

23 Nocardioides  5 2 

24 Nonomuraea 27 8 

25 Planomonospora 1 0 

26 Planotetraspora  4 0 

27 Promicromonospora 5 0 

28 Pseudonocardia 2 0 

29 Saccharopolyspora 1 1 

30 Saccharothrix  2 0 

31 Sphaerosporangium 1 0 

32 Streptosporangium 2 1 

33 Virgosporangium 1 0 

34 Unknown 3 3 

  TOTAL 327 74 



Potential values of Non Streptomyces 
(based on patent search) 

• Degradation of polylactate 
resin and plastics 

• Anti cholesterol, antifungal, 
antibacterial, antiviral 
peptides, antitumor 
including FGF inhibitor 
antitumor, peptide 
antibiotics including 
Quinone-anthracycline and 
antineoplastic used in 
chemotherapy 

 

• Stabilizer for medicine, 
food, cosmetic and 
industrial enzyme; 

• Raw materials for the 
development of diagnostic 

• Food colorant 

• Anthelmintic 

• Novel paints coatings 

 

Sukara et al, 2009 



ID05_F0705 ID05_F0816 

Pseudobotrytis terrestris 
from Enrekang Soil 

ID05_F0492 

Interesting Fungi 

Fraga, B. M. 2007. 

Natural sesquiterpenoids. 

Natural Product Report, 

Stanford University, 

Stanford USA. 

Curing obesity  

and 

Atherosclerosis 

Uchida, R., Y. Pil Kim, I Namatame, H. 

Tomoda and S Omura. 2006. 

Sespendole, new inhivitor of lipid 

droplet synthesis in macrophages, 

procuced by Pseudobotrytis terrestis 

FKA 25. The Journal of Antibiotics 59 

(2): 93 - 97 



Biological diversity as a sources of active 
molecules to combat avian flue viruses 

Protein M2: channel ion 

 yang penting  

Untuk replikasi virus 

 influenza 

Ekstrak bahan alam dikaji 

Kemampuannya untuk memblokir 

Fungsi M2 sebagai channel ion Virus Influenza 



Early Screening for RNA helicase 
inhibitor 

Among 2.200 actynomycetes 
screened 

IC Isolate Inhibition (%) 

956-04 Streptomyces maritimus  49 

967-04 Streptomyces tendae  46 

986-04 Streptomyces 

aureofaciens  

46 

987-04 Brevundimonas sp.  47 

095-05 Streptomyces chartreusis  48 

271-05 Streptomyces sp.  49 

313-06 Streptomyces castaneus 75 

107-06 Pseudonocardiceae 60 

469-06 Streptomyces hiroscopicus 57 

Potential isolates for HCV 

IC Isolate Inhibition (%) 

610-04 Streptomyces sp.  49 

995-04 Streptomyces sp.  50 

095-05 Streptomyces chartreusis  49 

794-05 Micromonospora sp.  49 

849-05 Actinoplanes sp.  50 

172-06 Actnoplanes sp. IFO14428 67 

189-06 Nonomuraea candida 66 

287-06 Streptomyces sp. R25 66 

182-06 Pseudonocardia halophobica 65 

Potential isolates for JEV 

Andi Utama, 2007 



Siput laut dan potensinya 
By Linda Crampton 

Mengandung gen penyandi 

ziconotida - 1,000 kali lebih 

ampuh daripada morphine 

dalam menghilangkan rasa 

sakit tanpa menimbulkan 

kecanduan dan tidak 

menyebabkan toleransi 

pada pasen (tetap efektif). 

 

Dijual dengan nama 

dagang Prialt. 

 

Cocok untuk penderita 

kanker. 
19 



Researchers develop bio-adhesives inspired by 

barnacles (By Tina Shah, Tech Times | July 31, 11:04 AM) 

Researchers at Clemson University develop strong 

adhesive material for medical and industrial 

applications while improving anti-fouling coatings on 

naval ships after understanding the mechanisms 

used by immensely sticky barnacles. 

(Photo : Port of San Diego)  

A team of 

researchers studied 

biofouling, or the 

accumulation of 

organisms on wet 

surfaces, to design 

heavy-duty bio-

adhesives for medical 

devices and advance 

anti-fouling for the 

naval industry. 12/17/2014 20 

http://www.techtimes.com/reporters/tina-shah


Keberadaan keanekaragaman hayati tidak mengenal 
batas-batas administrative dan batas-batas lain yang 

ditetapkan oleh manusia; 
Keanekaragaman hayati yang mempunyai nilai 

konservasi/ekonomi/budaya tinggi lebih banyak dijumpai 
diluar kawasan konservasi. Keanekaragaman hayati yang 
mempunyai nilai konservasi/ekonomi/budaya tinggi bisa 

ditemukan di lingkungan pemukiman atau bahkan di 
rumah sakit sekalipun; 

Keanekaragaman hayati beserta pengetahuan 
tradisional/budaya yang melekat dengannya HARUS 

DIKELOLA DENGAN LEBIH BAIK dan saat ini belum ada UU 
yang secara comprehensive dapat mengelolanya. 

21 



Perjalanan Pembangunan 

• Pembangunan dimulai dengan mengeksploitasi 
sumberdaya alam minyak  dan tambang [tanpa 
nilai tambah]  

• Kemudian beralih ke eksploitasi hutan yang 
sangat ekstraktif dan juga tanpa nilai tambah 

• Pembangunan yang dilakukan (oleh orang asing) 
lebih banyak mengeruk kekayaan alam dan 
meninggalkan kerusakan lingkungan 

• Kemajuan ekonomi saat ini lebih disebabkan oleh 
konsumsi bukan karena produktivitas anak negeri 

22 



INVESTMENT  

BARRIER 

Kekayaan 
keaneka-

ragaman 
sumber daya 

alam 

Keaneka-
ragaman 
budaya 

Bonus 
Demografi 

Letak 
geografis, 
iklim dan 

tanah 
volkanik yang 

subur 
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Aset abadi 
bangsa: 

matahari 
dan laut 

Negara belum bisa melindungi dan 
memanfaatkan sumber daya alam 

keanekaragaman hayati untuk 
kesejahteraan rakyat Indonesia secara 

adil 



1900 

Changes in Sumatra’s Forest Cover: 1900-2010 (Holmes, 2002) 
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(except 2000) 
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LIPI
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LIPI
kekayaan alam hayati terpusat di dataran 

rendah dan kawasan inilah yang kondisinya 

memprihatinkan 25 



KASUS SANGATA  - KALIMANTAN TIMUR 

26 



      < 1910: ada 187 jenis 

1910-1920: hilang 15.5% (29 jenis) 

1920-1930: hilang 47.1% (88 jenis) 

1930-1940: hilang 66.3% (124 jenis) 

1940-1950: hilang 67.9% (127 jenis) 

1950-1960: hilang 78.1% (146 jenis) 

1960-1970: hilang 85.6% (160 jenis) 

1970-1980: hilang 89.8% (168 jenis) 

1980-1990: hilang 90.0% (170 jenis) 

1990-2009: hilang 92.0% (172 jenis) 

      < 1910: ada 135 jenis 

1910-1920: hilang 3.7% (5 jenis) 

1920-1930: hilang 24.4% (33 jenis) 

1930-1940: hilang 47.4% (64 jenis) 

1940-1950: hilang 49.6% (67 jenis) 

1950-1960: hilang 60.7% (82 jenis) 

1960-1970: hilang 71.7% (96 jenis) 

1970-2000: hilang 74.8% (101 jenis) 

2000-2009: hilang 75.6% (102 jenis)  

 

Punahnya jenis-jenis asli hewan air disebabkan oleh buruknya kualitas air, 

peracunan sungai, penyetruman yang berlebihan, perubahan fisik sungai dan adanya 

jenis invasive 27 



Harmonisasi Seluruh Peraturan Perundangan terkait 
Pengelolaan Keanekaragman Hayati 

National Legeslation 

1. UU 18/2013 Pencegahan dan pemberantasan 
kerusakan hutan;  

2. UU 41/2009 Perlindungan lahan pertanian 
pangan berkelanjutan; UU 41/1999 Kehutanan; 
CITES 

3. UU18/2013 pangan;  
4. UU12/1992 sistem budidaya;  
5. UU 13/2010 Hortikultur;  
6. UU 29/2000 perlindungan varitas tanaman;  
7. UU 68/2004 Ketahanan pangan;  
8. UU 18/2004 perkebunan;  
9. UU 16/1997 usaha peternakan 
10. UU1/2014 Pengelolaan wilayah pesisir;  
11. UU5/1983 ZEE; UU45/2009 Perikanan 
12. UU 18/2009 peternakan dan kesehatan hewan 
13. UU No 18 Sipteknas 
14. KARANTINA 
15. POM 

 

Ratifikasi Konvensi Internasional 

1. UU No. 5 Th 1994 Ratifikasi CBD 
(opened for signature on 5 June 1992 
and entered into force on December 
1993) 

2. UU No. 21 Th 2004 Ratifikasi Protokol 
Cartagena (adopted on 29 January 2000 
and entered into force on 11 September 
2003) 

3. UU No. 11 Th 2013 Ratifikasi Protokol 
Nagoya (adopeted on 29 October 2010 
and entered into force on 12 October 
2014) 

28 



INVESTMENT  

SUPPORT 

Aset abadi 
bangsa: 

matahari 
dan laut 

Kekayaan 
keaneka-

ragaman 
sumber 

daya alam 

Keaneka-
ragaman 
budaya 

Bonus 
Demografi 

Letak geografis, 
cahaya 

matahari, iklim 
dan tanah 

volkanik yang 
subur 

 

POLITICAL  

SUPPORT 
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Agar Negara 

dapat 

melindungi 

aset nasional 

(sdah) bagi 

kemajuan 

dan 

kemakmuran 

seluruh 

rakyatnya, 

diperlukan 

dukungan 

politik, 

dukungan  

investasi, 

ilmu 

pengetahuan 

dan teknologi 

serta etika 

diatas fondasi 

budaya 

bangsa yang 

kuat,  



Scientific authority mengelola CHM 
terhubung dengan CHM CBD dan 

CHM negara anggota CBD, bertindak 
sebagai knowledge centre /pusat 

siintesa data stock, mempromosikan 
kehati bagi pembangunan, dan 

bahan untuk pembuatan 
pertimbangan ilmiah 

KLHK: 
Pember
ian Ijin 
akses 

KEMEN
RISTEK-
DIKTI: 

Pember
ian ijin 
peneliti

an 

BKPM: 
Ijin 
usaha 
 

LIPI –  Scientific authority di bidang 

keanekaragaman hayati terus menerus 

mengembangkan dan mengakumulasikan ilmu 

pengetahuan serta terus menambah koleksi rujukan. 

Sbg scientific authority wajib melakukan 

koordinasi/kerjasama dengan lembaga ilmiah dan 

ilmuwan baik dalam maupun luar negeri untuk 

merumuskan pertimbangan ilmiah bagi kepentingan 

Management authority. 

Hubungan Kelembagaan 

Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

LIPI terus mengembangkan kompetensinya di bidang keanekaragaman hayati 

melanjutkan sejarah panjang di bidang ini sejak didirikannya Kebun Raya Bogor pada 

bulan Mei 1817 terus mengakumulasikan koleksi ilmiah rujukan yang tersimpan dan 

terpelihara di 4 Kebun Raya LIPI dan Kebun Raya Daerah di wilayah NKRI (koleksi 

tumbuhan hidup), Herbarium Bogoriense (koleksi tumbuhan awetan sbg rujukan dunia/3 

besar setelah Kew Garden di Inggris dan Herbarium Leiden Belanda), Museum 

Zoologicum Bogoriense (koleksi satwa rujukan dunia/top 10 dunia), InaCC (pusat 

depository modern untuk mikroba/jasad renik termasuk material genetik terbesar di 

Indonesia bagian dari network CC Asia dan diakuin oleh World Federation of Culture 

Collection) 

Management Authority 
melakukan koordinasi dengan 

kementerian sektor dan segala 

tindakannya berdasarkan kepada 

pertimbangan ilmiah Scientific 

authority 



Untuk melaksanakan Program Cagar Biosfer sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 200 huruf c, Pemerintah melalui Komisi Nasional Man and 

Biosphere UNESCO mengajukan kepada Badan Dunia yang 

mengurusinya, , kawasan konservasi (zona inti), kawasan disekitarnya 

(zona penyangga), dan kawasan transisi di dalam kerangka 

pengelolaan Cagar Biosfer. 

Addressing 
Global Climate 

Change and 
Achieving MDGs 

Targets 

BIODIVERSITY 

CONSERVATION DEVELOPMENT 

LOGISTIC 
SUPPORT 

31 



50 National Parks in Indonesia 
Forest conservation area with original ecosystem dedicated   for 
research, science, education and supporting culture and tourism  

(Indonesian Act 5/1990) 

LIPI

32 

Kawasan Konservasi ini sesungguhnya dapat dikelola dengan menggunakan 

konsep Cagar Biosfer dengan mendedikasikan sebagai zona inti 
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Pengantar 
 
Perdagangansatwaliarmerupakan penyumbangutama hilangnya keanekaragaman hayatidan telah 

menjadi topikyangmenarikperhatian masyarakat,lembagakonservasi dan badan-badan kerjasama 

internasional (Grieser-Johns dan Thomson,2005;Sutherlandetal.,2009).Berbagai rekomendasi 

yangdikeluarkanforum perundingan bilateral dan multilateral, sepertidokumen Rio+20 

danDeklarasiLondon, menyerukan peningkatankomitemen pemerintah-pemerintah anggota 

forumdalam memerangi kejahatan terhadap satwayangdilindungi.Kepunahan satwa 

akibatperdaganganillegal tidaksaja berdampakburukbagikelangsunganekosistemdan 

lingkungan,tetapi jugamenghilangkan potensimanfaatekonomi dan sosialuntukmasyarakat. 
 
Indonesia adalah salah satu dari 10 negara“mega-diversivitas” dunia,dandiketahui menjadi 

pemasokterbesarproduksatwa liardi Asia,baiksecaralegal maupun ilegal.Meskipunwilayah teritorial 

Indonesia hanya mencakup1.3%permukaan bumi,kekayaan keanekaragaman hayati di dalamnya 

sulitditandinginegara-negara lain.Dari seluruh spesies mamalia yangadadi dunia,12%di 

antaranyahidupdiIndonesia,sementarakeragaman jenisburungyangada meliputi17%dari seluruh 

jenis yangtercatatditingkatglobal.Selain pelenyapan habitat, eksplotasiberlebih dan 

perdaganganillegal satwadilaporkan bertanggungjawabterhadap penyusutan populasiberbagaijenis 

satwa,sehinggamenempatkan Indonesia pada urutan keempatnegara dengandaftar flora dan 

faunaterancam punah terbanyakdi dunia (IUCN,2014). 
 
Perdaganganilegal floradanfauna (selain ikan dan kayu)global diperkirakan olehberbagai sumber 

bernilaiantara US$ 7-23 milyar dolarpertahun(Nelleman etal, 2014).Di Asia Timur danPasifiksaja 

nilainyamencapaiUS$ 2.5 milyar(UNODC,2013),sementaranilai dari perdaganganilegaldi 

Indonesia sendiri diperkirakan mencapai US$ 1 milyar per tahun.Selain menjadipemasok,Indonesia 

jugamenjadinegaratujuan dantransituntukpenyeludupan dan perdagangan illegal satwa.Jika 

nilaiperdaganganlegalyangtidakberkelanjutanjuga diperhitungkan,nilaiiniakanmelonjak 

sangattinggi,yangberartikerugianbesar dari segi ekonomi, lingkungan,dansosial. 
 
Sampai saatini upaya penegakan hukum ataskejahatan terhadap satwa di Indonesia masih jauh dari 

memadai .StatistikKementerian LingkunganHidupdanKehutanan mencatatrata-rata100 

kasuskejahatanterhadap satwaliarper tahun antaratahun 2005-2009,yangkemudian turun ke angka 

37kasusdi tahun 2010dan2012,danhanya 5kasuspada tahun2013.
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Penurunan inibelum tentu menunjukkan keberhasilan penegakan hukum,mengingatvolume 

penyelundupan satwadari tahun ke tahun diperkirakan meningkat(Samedi, 

2015,perscomm).Pemberantasan perdaganganillegal satwadi Indonesia terhalangoleh terbatasnya 

kemauan politisdan ketiadaan kolaborasi antaralembagapenegakan 

hukum,sertaimplementasiprosedur penegakan hukum yangseringkurangtepat.Terdapatjuga celah-

celah hukum dan inkonsistensi yang menghalangi keberhasilanproses tuntutan 

hukum.Dengandemikian, reformasi kebijakan,memperkuatlembagapenegakan 

hukum,meningkatakan kolaborasi antar lembaga,serta membangun kesadaran hukum dan 

peraturanbagimasyarakatluas,menjadi langkah penting untukmengatasiancaman kepunahan 

yangdatangdariperdagangaanillegal satwa. 
 
Makalah singkatini mencakup kajianterhadap kerangka hukum dankebijakan terkait 

perlindunganhabitatdankonservasi spesies,khususnyayangterkaitdengan Convention on 

International Trade inEndangeredSpecies of WildFauna andFlora(CITES), celah kebijakan serta 

pelaksanaan penegakan hukum.Sejumlah rekomendasi disajikan di akhir makalah. 
 
 
KerangkaHukumdanKebijakan terkaitKSDAE 
 
A. Kerangka AturanInternasional 

Beragamnya permasalahanbaik ituterkaitkonservasi sumberdayaalam hayatitermasukdi 

antaranyapermasalahankonservasi species,sumberdaya genetic serta habitatmendorong munculnya 

pengaturan-pengaturan dan kesepakatan ditingkatinternasional untukmengatasi hal 

tersebut.Beberapa kerangka serta kesepakatan dunia internasional adalah sebagai berikut: 
 
1. CITES (Convention onInternational Tradein EndangeredofWildFlora andFauna) 
 
Berbagai usaha telah dilakukanolehparapemangku kepentingan untukpengelolaan 

perdagangansatwaliaryangberkelanjutan.Salahsatu inisiatifyangmuncul pada tahun 1975 adalah 

Konvensi PerdaganganInternasional untukspesies Tumbuhan danSatwa Liar (TSL) yangterancam 

punah (CITES). Konvensi inimerupakan perjanjian multilateral yang memberikan mekanisme 

internasional untukmengatur perdaganganTSL. CITES bersifatmengikatsecarahukumbaginegara 

yangikutserta dalam konvensi ininamun tidakmengambil alih tempatundang-undangnasional. 

Konvensi inimengharuskan negara yangikut serta untuk menerapkan peraturan domestikCITES 

untukmemastikan bahwaCITES diimplementasikan pada tingkatnasional. 
 
Indonesia menjadipeserta CITESpadatahun 1978danmelakukanratifikasi CITESmelalui Keputusan 

Presiden RepublikIndonesia No.43 tahun 1978 tentangCITES. Kerangka hukum 

perlindunganTSLsendiridalam bentukUndang-Undangbaru adapadatahun 1990 dengan 

dikeluarkanUU no.5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya AlamhayatidanEkosistem. 

Walaupun UU No. 5/1990 tidakmerujuklangsung,namun UU ini berfungsi sebagai aturan 

payungterkaitperlindunganatau konservasitumbuhan dan satwaliaryangkemudian diperkuat
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olehbeberapa aturan pelaksanaan untukmenegaskan upayapemerintah dalam 

pelaksanaanCITES,tata kelola perdaganga dan pemanfaatanTSl diIndonesia. 
 
Selain itu,CITES juga mengamanatkan bahwasetiap pihakyangada dalam konvensi iniharus 

mendelegasikan satu atau lebih dari satu badanpengelolaan yangbertanggungjawabuntuk 

melaksanakan sistem perizinan dan satu lagi badanilmiah untukmemberikan nasehat mengenai 

dampak perdaganganterhadap statusspesies.Di Indonesia,Kementerian 

LingkunganHidupdanKehutanan (KLHK) adalahBadanPengelola CITES,danLembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah BadanIlmiah CITES. 
 
Aturan mengenai species-species yangdapatdiperdagangankan sertayangdilindungi terdapat dalam 

lampiran CITES. Pengaturannya lampiran ini dibagimenjadi3yaitu: 
 

 AppendixI,Sekitar 1.200 spesies,danmerupakan spesies yangterancam punah atau 

dapatmenjaditerancam punah karenadiperdagangkan.Perdagangankomersil spesies liar 

yangditangkapdari spesies dalam daftar iniadalah ilegal (hanya diperbolahkan dalam keadaaan 

khusus untuktujuan non-komersil).Perdaganganhewan penangkaran atau tanaman 

yangdikembangbiakan secarabuatan yangada dalamdaftar AppendixIdianggap spesies 

yangtermasukdalam Appendix II,dengan adanya persyaratan 

(lihatdibawah).Perdagangandarispesies ini membutuhkan izin ekspordanimpor,yangditerbitkan 

oleh badan pengelolaan dimasing-masingnegara.Badan pengelolaan dari negaraeksportir 

diharapkan untukmemeriksa bahwaizinimportelah ada dannegara importirdiharapkan dapatmenjaga 

spesies denganbaik.Sebagaitambahan,badan ilmiah negaraeksportir harus 

membuattemuanyangmenyatakantidakada kerugian,yangmenjamin bahwa ekspor 

spesiestidakakanberdampakburukpadapopulasisatwaliar. 
 

 AppendixII,Sekitar21.000 spesies,adalahspesies yangtidakterancam punah,namun dapatterancam 

punah jika perdaganganspesiestersebut tidakdiatur denganketatuntuk menghindari pengunaan 

yangbertentangandengan kelangsunganhidupspesies di alamliar. Sebagai tambahan,Appendix II 

dapatmencakupspesiesyangsecarafisikmiripdengan spesies yangsudahterdaftar dalam lampiran 

ini.Perdaganganinternasional spesies Appendix II dapatdisetujui denganmemberikan izin 

eksporatau sertifikatre-ekspor oleh badan pengelolaan negaraeksportir.Tidakadaizin 

imporyangdibutuhkan walaupun beberapa pihakmenysaratkan hal ini sebagai bentukperaturan 

domestikyanglebih ketat. Sebelum izin ekspordiberikan,perusahaan eksporharus memastikan 

bahwa eksportidak akanberdampakburukpada populasispesiesdialam liar. 
 

 AppendixIII,170 spesies,adalah spesiesyangterdaftar setelah satu negara meminta CITES 

untukmembantumengkontrolperdagangan spesies tersebut.Spesies tidakselalu terancam kepunahan 

global.Di semua negara anggota,perdaganganspesiesini hanya diperbolehkan denganizin 

ekspordansertifikatasal dari negara anggota yangtelah mendaftarkanspesies. 
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2. UNTOC(United Nation ConventionAgaintsTransnationalOrganized Crimes) 
 
Perdagangandan Kejahatan terhadapTumbuhandanSatwa Liar seringkalidikaitkan dengan 

kejahatan lain sepertikorupsi,pencucian uangdan kejahatan teroganisirlainnya mengingat adanya 

keterlibatankelompok-kelompokyangterorganisir secarabaik(IFAW, 2013;UNODC,2013). Karena 

itu salah satu aturan internasionalyangterkaitdenganperdagangandankejahatan TSLini 

adalahKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa MenentangTindakPidanaTransnasional 

yangTerorganisasi (UNTOC). 

 
PenandantanganUNTOCdiadakanpada tanggal15 Desember di Palermo,Italia dan Indonesia 

sebagai anggota UNTOCmelakukanratifikasipada tanggal12Januari 2009 dengan menerbitkan UU 

No. 5tahun 2009 tentangPengesahanUnitedNationsConventionAgainst 

TransnationalOrganizedCrime(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa MenentangTindak Pidana 

TransnasionalYangTerorganisasi). Beberapa UU lain yangterkaitdenganUNTOC adalah UU No. 

31/1999 tentangpemberantasan korupsi sebagaimanatelah diubahdenganUU no.20/200 dan UU 

42/1999 tentangkehutanan, UU Pemberantasan TindakPidanaPencucian Uang,UU No. 

18/2013tentangPencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan,UU No.1/2006 

tentangBantuanHukum TimbalBalik,UUPemberantasn Terorisemdan UU Pemberantasan 

PerdaganganManusia. 
 
3. UNCAC (United Nation ConventionAgaintsCorruption) 
 
Indonesia menjadianggota KonvensiPerserikatan Bangsa-Bangsa MenentangTindakPidana Korupsi 

(United Nation Convention AgainstCorruption,UNCAC) melaluipenandatanganan konvensi 

padatanggal 31 Oktober 2003. Kemudian pada tanggal 18 April2006,Indonesia 

melakukanratifikasi UNCAC melalui UUNo. 07tahun 2006.Namun beberapa kerangka hukum 

yangmengaturkriminalisasi kejahatan korupsi telah terbitsebelumnyayaitu UUno 31/1999 

tentangPemberantasanTindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubahdenganUndang- 

UndangNo.20Tahun 2001. 
 
B. Kerangka Aturan TingkatNasional 

Di tingkatnasional, aturan yangterkaitdenganperdagangandan kejahatan terhadap satwaliar adalah 

lintas sectorkarena tidak hanyaberpengaruh pada konservasispecies namun juga konservasi 

habitatsertagenetic.Aturan-aturan tersebut terakitdenganbeberapa kementerian 

lembaga.Secaralebih jelas,gambar 1menunjukkan beberapa lerangka hukum yangterkait 

denganperdagangandankejahatan terhadapTSL. 
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Gambar 1.Undang-undangutama yangrelevandengan upaya mengurangi tindakkejahatan terhadap 

satwaliardankonservasi keanekaragaman hayatidiIndonesia 
 
Dari gambar tersebutterlihatbahwaterdapattumpangtindihkewenangan,baik itu dalam isu 

pengelolaan kawasan lahan dan hutan,kawasankonservasi didaratmaupun perairan,serta konservasi 

species.Undang-undangLingkunganHidupsebaiknya dipandangsebagaipayung undang-

undang,yangberlaku diseluruh sektor dan peraturan turunan. 
 
1. Undang-undangnomor5tahun 1990tentangKonservasi SumberdayaAlam 

Hayati dan Ekosistemnya 
 
Pada umumnya UU no.5tahun 1990 dipandangsebagaikerangka hukumuntukisu konservasi 

habitat,spesies,dangenetik,sertasebagaipelaksana dari CITES.Undang-undanginibertujuan 

untukmemastikanpemanfaatan sumberdaya alam secaraberkelanjutan sehingga dapat 

mendukungkesejahteraan dan kualitashidupmanusia.Hal ini mengaturpelestarian dan konservasi 

floradanfauna,ekosistem,wilayah lindung,penggunaan sumber daya alam 

berkesinambungan,danmenerangkan proses penyidikan,hukuman,dansanksibagikejahatan 

yangdisebutkan dalamUU ini.Namun,pelaksanaan UU No.5/1990 memerlukan diterbitkannya 

peraturan turunan pemerintah,dimana banyakperaturan tidakpernah diterbitkan.Misalnya, Peraturan 

Pemerintah untukcagar biosfer tidakpernah diterbitkan,yang menimbulkan kesulitan 

sehubungandenganpengelolaan tujuh cagar biosfer diIndonesia. 
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Terdapatsejumlahperaturanpemerintah yangditurunkandari UUNo.5/1990, yaitu: 
 

 PP No.7/1999 tentangPengawetanjenis Tumbuhandansatwayangmengatur definisi spesies floradan 

fauna yangdilindungidan habitatmereka, dan memberikan aturan untuk upaya 

pelestarian,menunjukinstitusikonservasi,pengaturan pengiriman dan pengangkutan spesies 

yangdilindungi,dan kontroldan monitoringyangmenyeluruh.Halinijuga membutuhkan 

controldanmonitoringyangdilakukan olehlembagapenegakan hukum yang 

berwenangdenganmenggunakan aksipenegakan yangbersifatpencegahan dan pengendalian 

tindakkejahatan.Aksipencegahanmencakup,tapitidakterbatas pada, peningkatan kesadaran,pelatihan 

staf lembaga penegak hukum,danmenerbitkan pedoman identifikasi 

untukspesiesyangdilindungi.Aksipengendalian atau supresimencakup aksi penegakan hukum 

untukmembawa tersangkakeproses peradilan. 
 

 PP No.8 tahun1999tentangPemanfaatanJenis TumbuhandanSatwaLiaryang memberikan aturan 

bagaimana melaksanakan undang-undangsehubungan dengankegiatan 

komersil(penangkaran,perdagangan,peragaan komersial, danbudidayatanaman obat) 

danpenggunaan untuktujuan non-komersil(penelitian dan peragaan non-komersil). 

PPinimenyatakansanksikriminal,klasifikasi dankuota.Selain mengandalkan hukuman dan 

sanksiyangdisebutkan oleh UU No.5/1990,Peraturan Pemerintah No.8/1990 juga menyebutkan 

sanksiadministratif.Dalam ayat34 juga menyebutkan 11spesies atau kelompokspesies yanghanya 

dapatdigunakandan dipertukarkanoleh Presiden Republik Indonesia. 
 

 PP No.13/1994 tentangPerburuanSatwaBuruyangmengatur perburuansatwa liar yang 

diburudantidakdilindungi.Peraturan inimemberikan definisi perburuan satwa liar,area 

perburuan,musim,peralatan,izin,danhakdankewajian pemburu. 
 

 PP No.36/2010 tentangPengusahaanPariwisata Alamdi SuakaMargasatwa,TamanNasional, 

TamanHutanRaya, danTamanWisataAlamyangmenggantikan dan membatalkan PPNo.18/1994 dan 

mengatur prosedur mendapatkan izin/lisensi untuk pengusaha pariwisata,zona 

pariwisata,rencanauntukpariwisata alam,aktivitaspariwisata yangdiperbolehkan,dantipe perusahaan 

pariwisata dibidangjasadaninfrastruktur. 
 

 PP No.28/2011 tentangPengelolaanKawasanSuaka AlamdanKawasanPelestarianAlam 

yangmenggantikan danmembatalkan PPNo.68/1998,danmengaturpelestarian dan penggunaan 

optimalsatwaliar dan ekosistem mereka diarea suaka alamdan pelestarian alam.Hal ini 

mencakuppedoman mengenai kriteria tambahan dan prosedur untuk mengartikan dan 

menggambarkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam,pengelolaan kawasan dan 

kolaborasi,zona penyangga,pembiayaan,danpengembangan komunitas/partisipasi 

untukmendukungpelestarian.
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Gambar 2.Undang-undangNo.5tahun 1990 danperaturan turunannya. 
 
2. Undang-undang terkait kehutanan 

- UU no. 41 tahun 1999tentangKehutananmenggantikan UU No.4/1967, mengenai ketentuan-

ketentuan PokokKehutanan.UU No.41/1999 kemudian direvisioleh UU No.19/2004 

untukmengakomodasipertambangan yangadadi area hutan.Prinsipdari UU No.41/1999 adalah 

untukmenciptakanpengelolaan hutan yangbaikdengan mempertimbangkan danmenggabungkan 

pemanfaatan hutan dan konservasi hutan.UU ini juga bermaksuduntukmempertimbangkan 

kebutuhan masyarakatlokal dalam proses ini, dan untukmemperjelas prosedurpenyidikan,hukuman 

dan sanksidanmendorong transparansi. Secarakritis,UU No.41/1999 jugamemindahkan 

kewenanganoperasional ke pemerintahan provinsidan kabupaten,sehingga pemerintah 

pusatdapatmenangani masalah strategis Indonesia yangberkaitandengan kehutanan. 

- UU no. 18 tahun 2013tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanyang 

dirancanguntukmencegah dan memberantas kejahatan terorganisir yangberkaitan 

denganpermasalahan hutan,termasuktapi tidakterbataspada pembalakan liar, 

pertambanganliar,perkebunan liar dan bentukeksploitasi hutan tanpa izinlainnya. Beberapa klausul 

dan sanksipidanayangdiaturdalam UU No.41/1999 dicabut dengan adanya UUini,danUU ini 

memberikan klausulbaru untukkejahatankhusus yang berhubungandenganarea hutan 

yangdilindungi,produksikayu,pertambangan, perkebunan,danpencucian uang. 
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3. Undang-undang terkait perikanandankelautan 
 
Terkaitisuperikanan dan kelautan ada 3 aturanhukum yangterkaityaitu: 
 

- UU No.27/2007 sebagaimana diubaholeh UU No.1/2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil yangbertujuan untukmelindungi,rehabilitasi,dan memperkaya sumber daya 

diwilayah pesisirdanpulau-pulau kecil dengancarayang berkesinambungan,danjuga 

untukmemberdayakan komunitasyangtinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.UUinijuga 

mnegatur kriteria area konservasidi dalam zona ini,tipe pelanggaran pidana yangada danresolusi 

konflik,dan sanksi administratif termasukhukuman minimum dan maksimumdan denda 

yangdapatdiberikan berdasarkanUU ini.UUNo.27/2007 direvisidengan UU No. 01/2014. 
 

- UU No. 31sebagaimanadiubahdenganUU No.45/2009 tentangPerikanan menggantikanUU 

No.9/1985 mengenai Perikanan.UU inifokuspadaarea lautdanair tawar, termasuksungai,danau dan 

rawa,danmemberikan KKPkewenanganuntuk menjadikan suatu spesies ikan menjadispesies 

yangdilindungi,untuk mengkontrol perdaganganikan,dan untukmengatur area konservasi di 

perairan/rawa. 
 

- UU No.32/2014 tentang Kelautan yangdikeluarkanuntukmenggantikan UU No. 6/1996 mengenai 

Perairan Indonesia.UU inimemperkuatkewenanganKPP terhadapkelautan, pesisir dan 

sumberdayaperikanan.UU inijugamembutuhkan peraturan turunan mengenai perencanaan tata 

ruangkelautan,pengelompokan zona dipulau-pulau kecil, wilayah pesisir danlaut. 
 
 
 
4. Undang-undang lainyang relevan 
 

- UU No. 15/2002 dan UUNo.8/2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. Mengingatbahwakejahatan dan perdaganganillegal TSL dikategorikan 

sebagaikejahatan teroganisir makaaturan inisangatmemungkinkan untuk digunakan 

sebagaiperanngkathukum untukpencegahan dan pemberantasan kejahatan TSL.Salah satu respon 

terhadap ratifikasi UNTOCadalah denganditerbitkannya UUini.Sejalan denganmeningkatnya 

kemampuan pelacakan aset,hal inidapatmembantu melacakdanmengurangi 

perdagangansatwaliarsecaraonline,danpergerakannyamelintasi 

berbagaiperbatasan.Hinggasaatini,meskipun dengan potensinilai mereka yang penting,UU 

No.8/2010 belum digunakan untukmendukungperadilan perdagangansatwa liar. 
 

- UU No. 20/2001 tentangPemberantasan Korupsi.Sebagaimana dijelaskansebelumnya di kerangka 

inetransional, Indonesia telah meratifikasi UNCAC sehingga dilevel nasional, UU ini merupakan 

implementasi bagipencegahan dan pemberantasan korupsi.Sebagaimana juga disebutkan 

bahwakejahatan TSL eratkaitannya dengankejahatan lain sepertikorupsi ataupun pencucian 

uangnamun sampai saatiniUU inimasihjarangdigunakan dalamkasus kejahatan terhadapsatwa 

liar,hal ini seringberhubungankarena pemberian suap atau hadiah untukmemfasilitasi 

prosespengajuan izin atau pemberian kepejabatdi lembaga penegakan hukum (misal bea 

cukai,kepolisian,danlain-lain) untuktidakmengambil tindakanatau menyelidikiaktivitas 

kejahatan.Salah satu faktor yang kemungkinan akanmembatasi kegunaan UUkorupsi 

dikasusyangberhubungandengan perdagangansatwaliaradalah penyidikankorupsi 
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dianggapdiluarkewenanganpenyidik kehutanan,yangmerupakan pihakpenegakan hukum utama 

dilapangan. 
 
 
 

Implementasi Peraturan dan Penegakan Hukum 

Kajian terhadap Perangkat HukumdanKebijakan terkaitKSDAE 
 
A. Peraturan danKebijakan 
 
Indonesia meratifikasi CITES melalui KeputusanPresiden No. 43 tahun 1978 tentangratifikasi 

CITES. Denganratifikasiini maka upayaperlindungan terhadapTSLdalamkerangka hukum nasional 

menjadikuatserta memberikan dasar hukum bagiupayaperlindungantersebut. Walaupun Indonesia 

menyetujui CITESpadatahun 1978, tapi undang-undangpelaksanaan nasional baru dilaksanakan 

pada tahun 1990.UUNo.5/1990,mengenai Konservasi Sumber Daya Alam HayatidanEkosistemnya, 

adalah undang-undangutama dalampelaksanaan CITES. Namun,dibutuhkan waktu hingga tahun 

1999 untukmenerbitkan peraturan turunan yang diperlukan.Peraturan turunan 

yangdimaksudmencakup Peraturan Pemerintah No. 7/1999, mengenai Pengawetan jenis Tumbuhan 

dan Satwa,danPeraturanPemerintah No. 8/1999, mengenai Pemanfaatan jenisTumbuhan dan 

SatwaLiar.Peraturan Turunan lebih jauh lagi mencakup Keputusan Menteri Kehutanan No. 

447/2003, mengenai Arahan AdministratifPanen atau PenangkapandanDistribusi 

jenisTumbuhandanSatwa Liar,dan Keputusan Menteri Kehutanan No.P.19/2005, mengenai 

PengelolaanPenangkaran TanamandanSatwa Liar.Dalam UU No.5/1990,pelanggaran ketentuan 

spesies dilindungidapatdihukum dengan hukuman penjara maksimum limatahun dan/atau denda 

hingga 100jutaRupiah. 
 
UU No. 5/1990 menyediakan kerangka,danperaturan turunannya, dan telah dianalisa oleh CITES 

agarsesuai untukimplementasi nasional dari konvensitersebut.Namun,terdapatcelah 

yangcukupbesar dalamundang-undangini sehubungandenganspesiesyangbukanberasal dari 

Indonesia,dankesulitan memperbaharui daftar spesies yangdilindungi untuk mencerminkan 

tambahan terbaru dalam appendixCITES. UUinijugatidakmenyediakan peraturan 

untukspesiesyangtidak dilindungi.Walaupun Peraturan Pemerintah No. 7/1999 dan Peraturan 

Pemerintah No.8/1999 memberikan perlindunganhukum untukspesies yangtidak dilindungi 

menggunakanundang-undanglain,sepertiHukum Pidana Umum,Adatdan CukaidanUndang-

undangKarantina,implementasi dariperaturan-peraturan tersebut sejauh initidakefektif. 
 
Peraturan-peraturan tersebut menetapkan sistem perizinan untukspesiesyangterdaftardi 

CITES,yangmencakuppengelolaan panen,pengaturan kuotapenangkapan,pengendalian 

pengangkutan dankontrol sistempengelolaan penangkapan.KeputusanMenteri Kehutanan 

No.447/2003 menetapkan prosedur inspeksidankontroldilakukanolehbadan yangberwenang 

disetiap tingkatan (BKSDA danKantorPusatPHKA) dalam hal panen,calo,pedagang,orang 

yangmelakukanpemindahan dan eskportirdan importer,danharus sesuai dengankuotayang
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dialokasikan.Produksiberbasis tangkapan spesiesmendapatkan arahan dan diatur oleh Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 19/2005.Keputusan inimemberikan pedoman dan pengaturan mengenai 

tangkapanpenangkaran sesuai denganPasalVIICITESdanResolusi Konferensi 10.16. 
 
Terdapattantangantambahan dalam pelaksanaan dan implementasi secaralegal darikuota 

“yangmenyatakantidakada kerugian”pada spesies yangadadi dalamdaftar CITES.Proses penentuan 

kuota diIndonesia mengalami tantangan yangcukupbesar dimana pada masa lalu dilaksanakan 

dengankurangbaikdanmudahuntukdisalahgunakan.Kekurangandata ilmiah 

yangmencukupiuntukmenentukanpanen yangtidakmerugikan kemungkinan masih menjadi 

tantanganbagibanyak spesies.Dalam masalah terkait, terdapatjugapemikiran adanya penyelundupan 

besar-besaran dari satwa liaryangditangkap secarailegaldan kemudian dimasukkan 

kepusatpenangkaran diseluruh Indonesia. 
 
B. Implementasi Peraturan dan Penegakan Hukum 
 
-   Implementasi CITES 

Implementasi CITES,termasukpenegakan semua undang-undangterkait,membutuhkan kerjasama 

dan koordinasi antarabadan-badanterkaitdanKementerian pada tingkatnasional. Hal ini 

jugamembutuhkan kerjasama yangeratmelalui kerjasama bilateral,regional dan internasional 

termasukorganisasi internasional dan non-pemerintah.Pada tingkatnasional, BadanPengelolaan 

CITES, KLHK,harus mengkoordinasikanimplementasiCITES dan penegakannya dengansejumlah 

lembaga,termasukbeacukai, karantina,kepolisiandan lembaga terkaitlainnya.Beberapa modul 

pelatihan,pedoman mengenai identifikasi spesies dan CITES telahdiproduksi.Pelatihan dan 

pengembangankapasitasuntukpenegak hukum dari semua lembaga terkait telah 

dilakukanolehBadan Pengelolaan CITESdankolaborasibilateral danorganisasi non-pemerintah 

digunakan untukmelacakperdaganganilegal satwa liar, melakukantinjauan populasi dan hal 

lainnyayangterkaitCITES.Kerjasama denganICPO- Interpol jugadapatmembantu penegakan 

hukumpada tingkatinternasional dan meningkatkan kapasitas jaringanCITESdan badanpenegakan 

hukum di Indonesia. 
 
Pada tingkatregional dan internasional, Indonesia memimpin pelaksanaan ASEAN–Wildlife 

EnforcementNetwork (ASEAN-WEN). Jaringaninidapatdigunakan untukberbagai informasi 

intelijen dan untukkerjasama terkaitCITESdengan negara-negara anggota ASEAN.Selain itu, 

Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan kerjasama bilateraldenganbeberapa negara 

sepertiVietnam,yangseringmenjaditujuanutama produksatwaliarilegal dari Indonesia.Dalam MoU 

bilateraldenganAmerika Serikat,Indoneisa jugamemprioritaskanaksi pemberantasan 

perdaganganilegal satwa liar.Dan Indonesia jugamerupakan penandatangan Deklarasi London 

mengenai PerdaganganIlegal Satwa Liar pada bulan Fenruari 2014. 
 
Saatini KLHKadalah satu-satunya BadanPengelolaan CITESdi Indonesia,danLIPI adalah 

BadanIlmiah CITES.Dalam sistem ini,peraturandaftar spesies lautCITESbermasalah,karena hal ini 

masukdalamkewenganganKKP.Pasal IXCITES menyatakanbahwa setiappihakdapat 

mendelegasikan tujuan dari konvensi:(a) satu atau lebih BadanPengelolaan yangkompeten 

untukmemberikan izinatau sertifikat atas namapihaktersebut; dan(b) satu ataulebihdari
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BadanIlmiah.Halini memungkinkan BadanPengelolaan CITES, KLHK,untukberbagiperan 

denganKKPsehubungandenganspesies lautdi Indonesia.Namun hal inimembutuhkan modifikasidari 

peraturanCITESyangadasekarang. 
 
Undang-undangnasional implementasi CITES harus dapatmemenuhi setidaknya empatkriteria: (1) 

menunjuklembaga pengelolaan dan ilmiah;(2) mengambil tindakan yangsesuai untuk menegakan 

ketentuan dari konvensi yangadadan melarangperdaganganspesies yang melanggar 

konvensi;(3)menghukum perdagangan,kepemilikan,dari spesies yangadadidaftar 

CITES.Namun,terdapatkekhawatiranbahwaUndang-undangperikanan (UU No.31/2004 

dansepertiyangdiamandemen dalam UU No. 45/2009) tidak dapatmelaksanakan kriteria (2) dan 

memerlukan reformasi agar sesuai denganpelaksanaan CITESdi Indonesia. 

Pengembanganimplementasi peraturan CITES diIndonesia olehLembagaPengelolaan CITES 

tambahan harus memenuhi kriteria yangsama.Terdapatduapilihan untukKKP: 
 
Opsi 1:Terus menggunakan UU No. 5/1990danperaturan turunannya sebagai dasarbagi 

implementasi CITESdanpemilihan spesies yangdilindungi.Dalam skenario ini, UUPerikanan (UU 

No. 31/2004 dan No.45/2009) digunakan sebagai undang-undangpelengkap.KLHKbisa menetapkan 

tambahan peraturan pelaksanaan yangkhusus untukspesieslautjikadiperlukan. 
 
Opsi 2:Undang-undangPerikanan (UU No. 31/2004 dan No. 45/2009)digunakan sebagai undang-

undangnasional yangberbeda bagiimplementasi CITES untukspesies laut.Namun, sejak 

UUPerikanan tidakmemenuhi persyaratanCITES,UU No.45/2009harus di amandemen 

untukmemenuhi pesyaratan CITESsebelum diaplikasikan sebagai UUspesies kelautan. 
 
-   AturanNasional 
 
Undang-undangNo.5/1990 adalah dasar konservasi sumber daya alam dan spesies di 

Indonesia.Namun,Undang-undangNo.27/2007mengenai Pengelolaan Daerah Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil tidak konsistendenganundang-undangNo.5/1990.UUNo.5/1990 secara umum mengatur 

seluruh area konservasi,baikdidaratmaupun dilaut.SementaraUU No.27/2007 lebih fokus pada 

pengelolaan area konservasi lautdanpesisir.Tumpang-tindih mandat berdampak pada tantangan 

implementasi (misal.Tumpang-tindih/kesenjanganbudget,dan kewenanganyangtumpang-tindih) di 

lapangan,dan memungkinkan jaringan perdagangan satwa liar untukmengambil keuntungandari 

kesenjanganpenyelenggaraan peraturan ini. 

Selain itu,UU No.5/1990 danUU No.31/2004 mengenai Perikanan sama-sama mempunyai 

ketentuan mengenai satwayangdilindungi,tapiperaturan turunan UU No. 5/1990 (Peraturan 

Pemerintah No.7/1999 dan No. 8/1999) dianggapjauh lebih komprehensif.Namun kemudian hal ini 

berubahketika diterbitkannya peraturan menteri untukkontrolperdagangankuota perdaganganspesies 

lautdanperikanan,sementarakedua PPterkaitspesies yangdilindungi masih 

kurangberkembanguntukspesies laut. 
 
Denganmeningkatnya pembagian kekuasaan pemerintah ke pemerintahdaerah terdapat bahaya 

dalam implementasi peraturan konservasiyangadadi tingkatdaerah karena terdapat
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kemungkinanperbedaanprioritas.Misalnya,meskipun UU No,5/1990 tidakmemberikan 

kewenanganke daerah,Peraturan Pemerintah No.38/2007 mendelegasikan sebagian kekuasaan 

kepada provinsi untukmelaksanakankebijakan danperaturankonservasi laut.Halini telah 

memungkinkanbeberapa daerah untuk mencanangkan spesies 

yangdilindugididaerahtersebut,sepertideklarasi kabupatenRaja Ampatsebagai suaka hiudan pari 

yangdilakukan oleh pemerintahan Papua Barat.Adapeluangperaturan 

inidilaksanakandengancarayang positif,walaupunkehati-hatian diperlukan untukmemastikan 

bahwaadakonsistensi antara targetperlindunganpemerintah provinsidanpusat.Dalam 

teori,reformasiyangmenyeluruh di daftar spesies Indonesiadapatmenghilangkankebutuhan 

untukbergantungpadaperaturan provinsi ini. 
 
Adanya berbagaipermasalahan tersebut telah mendorongberbagai kalangan mendesak pemerintah 

segeramelakukanrevisiterhadapUUno 5/1990karena dianggap sudahtidaklagi sesuai 

dengankondisisaatini. Masih terkaitdengan UU no. 5/19900,terdapatpermasalahn penting jugapada 

aturan pelaksananya yaituketentuan PPNo.7/1999mengenai daftar species 

yangdilindungi.Permasalahan penting tersebutadalah: 

Daftar spesies yangdilindungi disetujuiolehperaturan pemerintah (ditandatangani oleh Presiden) 

padatahun 1999, dan tidakpernah diperbarui, meskipun telahada ketentuan Pasal 4 dariperaturan 

yangmemperbolehkan Menteri untukmengubah daftar tersebut. Banyak spesies yangdilindungi oleh 

CITES ataudiakui terancam punah oleh badan internasional (misal. IUCN RedList) tapitidak 

dilindungi oleh peraturandiIndonesia. 

Beberapa spesies yangtermasukdalam daftar spesies yangdilindungi secarataksonomi tidakbenar 

atautidaklengkap.Misalnya, GajahIndia (Elephas indicus atau lebih tepatnya Elephas 

maximusindicus) ada dalamdaftar, tapi GajahSumatera(E.m. sumatranus)tidak;OrangutanBorneo 

(Pongopygmaeus) terdaftar, tapiOrangutanSumatera(P.abelii)tidak; dll. 

 Jika daftar spesiesyangdilindungidimaksudkanuntukmenghubungkan implementasi nasional 

CITES,dibutuhkan klasifikasi spesies yanglebih baik.Daftar inihanya menyebutkan 

spesiesyangdilindungi,tapi tidak ada peraturan untukspesies yangtidak dilindungi.Terkaitdengan 

implementasi CITES, akan lebih baikjikaada kategori tambahan yangmengatur 

perdaganganuntuksepertispesiesyangtidakdilindungi. 

 Secaraumum semua spesies yangadadalam daftar spesies yangdilindungi, ada di Indonesia (kecuali 

GajahIndia),tidak adaketentuan untukspesies yangtidak berasaldari Indonesia dan dilindungi CITES 

(misal.Gajah Afrika,subspecies harimau yangtidakberasal dari Indonesia). Oleh karena itu,bukan 

merupakan pelanggaran jikaperdaganganspesies yangtidak berasaldari Indonesia 

dilakukan(walaupun impordaneskporharus diatursecaraketatmenurutCITES).Hal ini menunjukkan 

celah besar. 

 Sangatsedikitspesies lautyangada dalamdaftarspesies yangdilindungi,dan kewenanganjurisdiksiatas 

spesies lauttidakjelas (lihatdiatas),karena spesies ini termasukdalam Undang-undangKonservasi 

No.5/1990, dan Undang-undangPerikanan No.31/2004. Undang-undangPerikanan No.31/2004 

mengatur secaraberbeda spesies ikan yangdilindungidanmungkin akantumpangtindih 

dengandaftarspesies yang dilindungi oleh Undang-undangKonservasi. 

 Daftar dalam PeraturanPerusahaan No.7/1999hanya mencakup beberapa spesies 
prioritasyangmempunyai nilai konservasibesardi Indonesia.Bahkan amandemen yang
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sejalandenganCITESdapatmembuatIndonesiaberesikokehilanganbanyak spesies satwa liar endemik. 
 
Selain itu,banyakspesies yangdilindungiberdasarkanPeraturan Pemerintah No.7 / 1999 

memilikipopulasi yangsignifikan di luarkawasanyangdilindungi,di kawasan hutan yang seringkali 

tumpangtindihdenganlahan pertaniandanpemukiman masyarakat.Kawasan hutan ini seringkali 

merupakanhabitatyangkritisbagi species kunci– sebagai contoh,terdapat75% habitatorangutan tidak 

memilikiperlindunganhukum (SOCP2014).Meskipun perlindungan hukum bagi spesies 

yangdilindungidiatur secarahukum,namun jika mereka ditemukandi luar kawasan 

yangdilindungiseringkali mereka dibunuh,diungsikansecarasengaja atau 

diperdagangkansecarailegal.Pemiliktanah memilikisedikitinsentif untuk mengakui bahwa mereka 

memilikispesiesyangdilindungi ditanahmereka, dan dukunganatau relokasidari pihakpengelolajuga 

sedikit ketikakehadiran mereka ditemukan. 
 
-   Penegakan hukum 

Terdapatsejumlah institusi pada tingkatkabupaten,provinsidan nasionalyangterlibatsecara 

langsungatau tidakdalam tata kelola hutan dankejahatan terhadap satwa liar. Institusi- institusi 

tersebutadalah: 

 Penegak Hukum:Kepolisian Negara Indonesia,Kejaksaan Agung,Kementerian Hukum 
danMahkamah Agung(peradilan). 

 Sektor LingkunganHidupdan Kehutanan:Kementerian LingkunganHidupdan 
Kehutanan,Dinaskehutanan Provinsi/Kabupaten,BadanKonservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA),danBadanLingkunganHidupRegional 

Institusi Perdagangandan Industri:Kementerian Industri danPerdagangan,danBeaCukai. 
Pertanian:KementerianPertanian,Kementerian Agraria dan Perencanaan 

TataRuang/BadanPertanahan Nasional 

Institusi Transportasi:Kementerian Perhubungandan Pelabuhan 
Institusi Budgetdan Kebijakan:Kementerian Keuangan,gubernur, dankepala desa 
Institusi Penelitian: Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia,Kementerian RisetdanTeknologi 
BadanKoordinasi:Koordinasi Kementerian PolitikdanKeamanan,danKementerianPerencanaan 

Nasional. 
 
Prosedur standar untukpenanganan kasus pidana pada tingkatlembagapelaksana diaturdalamUU 

No.8/1981 KitabUndang-undangHukum AcaraPidana(KUHP).Hukum Pidana secara umum 

diterapkan untuksemua tipe kejahatan kecuali disebutkan secarakhusus dalam UU lain, danjika hal 

initerjadimaka prioritasdiberikan kepada UU lain sesuaidenganprinsiples 

specialisderogatelexgenerali(misal Hukum Konservasi (kejahatan khusus) lebih diutamakan 

dibandingkandenganKUHP(kejahatan umum)).Oleh karena itu,dalamprakteknya,peradilan 

kejahatan terhadap satwa liar atau pelanggaran konservasi harus menggunakan UU Konservasi atau 

Kehutanan dibandingkan HukumPidana,walaupun beberapa kejahatan dirinci dalam hukum pidana 

dapatjuga digunakan sebagaituntutan sekunder atau tersier untukmendukung tuntutan 

utama.Demikian pula,semua proseduruntukpenyidikan dantuntutan kejahatan harus menggunakan 

Hukum AcaraPidana kecualidisebutkandalam hukumkhusus yanglain. 
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KUHAPmenyatakanbahwapenyidikankejahatan harus dilakukanoleh penyidik polisiatau sipil 

(Penyidik Pegawai NegeriSipil-PPNS) yangtelahdiberi kewenanganolehhukum untuk 

melakukaninvestigasikejahatan dan mengajukankasus pidana seuai dengan UU yangberlaku.KLHK 

mempunyaibeberapa staf yangtelah dilatihsebagai penyidikpegawai negeri sipil(PPNS) 

untukmenyelidikikasuskhusus dibawahkewenanganKementerian mereka. Kebanyakandari 

polisihutandanpenyidikKLHKditempatkan ditaman nasional atauBadanKonserrvasi Sumberdaya 

Alam provinsi (BKSDA).Berbeda denganpenyidikpolisi,PPNSdari KLHK hanya 

dapatmenyelidikikasuskejahatan spesifiksesuaidenganundang-undangyangmengatur jurisdiksi 

mereka,dalamhal ini kasus kejahatan kehutanan dan satwaliar,dan PPNS dari KKP hanya dapat 

menyelidikikejahatan perikanan. 
 
Saatini, penegakan hukum kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia sangatbergantungpada 

polisihutankhusus (polisi hutan atau Polhut) danpenyidik pegawai negerisipil(PPNS) yang 

ditetapkanberdasarkanmandatUU pelaksana No.41/1999 mengenai Kehutanan,dandiberikan 

kewenangankhusus terhadap hal-hal yangberkaitan dengankejahatankehutanan dan satwa liar. 

Operasi polisi hutanditetapkandenganKeputusan Menteri Kehutanan No. 75/2014. Keputusan 

Menteri No. 56/2014 jugamemungkinkan MasyarakatMitra Polhutatau MMP,dimana 

komunitasdapatdirekrutdandilatihuntukmembantu polisihutanuntukmelindungihutan dan 

satwaliar,ikutdalampatroli,menjalani aktivitas untukmeningkatkan kesadaran, danmemberikan 

informasi mengenai aktivitas ilegal. 
 
Maka pentinguntukmeningkatkankapasitasdankewenanganpolisihutandan penyidiksipil 

untukmeningkatkanupaya memberantas meningkatnya jumlahkejahatan yangberhubungan 

dengankeanekaragaman hayatiyangsemakin canggih(termasukkejahatan terhadap satwaliar, 

perambahan habitathutan danbio-piracy).Saatini kejahatanTSLsemakin 

canggihmelaluiInternetdanmedia social.Terdapatkerangkahukum 

untukmembatasiperdaganganonline; ketentuan pidana dalamUU No. 5/1990 masih berlaku 

jikabuktimencukupibisa didokumentasikan,danUU No. 11/2008 mengenai Informasi dan Transaksi 

Elektronik mempunyai klausul khusus terkaitperdagangan barangterlarang,yangdapatmencakup 

spesies yangdilindungi.Terdapatsanksi yangbesar– dalam UU No.28 (1) hukuman yang berlaku 

adalah enam tahun penjara dan/atau denda 1 milyarRupiah.Namun,UU No. 11/2008 memberi 

mandatpenyidiksipilkhusus untukmengelola kasus online,danpenyidik kehutanan 

tidakmempunyaikewenangandalam kasus-kasus sepertiini meskipun mereka memiliki pengetahuan 

teknis yangdiperlukan untukmembangun kasus.Tantangankeduaadalah Undang-undangKonservasi 

belum mengatur penggunaan foto,videoataufileelektronik sebagai barangbuktidalam kejahatan 

terhadap satwa liar dan kehutanan. 
 
 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
 
Reformasi kebijakandan memperkuatkerjasamaantaraberbagai lembagapenegakhukum, 

termasukpihak-pihakterkaitlainnya,sangatpentingdilakukanuntukmemerangikejahatan terhadap 
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satwaliardanperdaganganilegal satwa liar di Indonesia. Rekomendasi dari makalah ini 

dapatdibagimenjadiduabagian penting: (1)perbaikan kerangka hukum dan/atau kebijakan
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yangadadanperencanaan yangmengacu padahal tersebut,yangdapat mencakup 

pengembanganundang-undangbaru,kebijakanatau perencanaan; dan (2) perbaikan atau amandemen 

terhadap carapelaksanaan kerangkahukum tersebut. 
 
Beberapa peluangperubahanpada berbagaiundang-undangtelah diidentifikasi,terutamayang 

terkaitdenganUUNo.5/1990tentangKonservasiSumber Daya Alam HayatidanEkosistem, 

yangmencakup: 
 

i. Melakukanrevisiperaturan perlindunganspesiesyangdisesuaikandengandaftar CITES; memastikan 

bahwaspesies yangbukan berasal dari Indonesia tapitermasukdalam daftar CITES(misalgadinggajah 

afrika) mendapatperlindungansamadenganspesies asli Indonesia;memperbarui daftar 

spesiesyangdilindungidanmepertimbanganuntuk mengelompokkan spesies kedalamtiga 

statusperlindungan:(1) spesies dilindungi,yangmencakup spesiesyanghampirpunah danterancam 

punah dan semua spesies di Lampiran I CITES;(2) spesies yangdikontrolketat, yangmencakup 

spesies yangrentan terhadap perdagangandan spesies diLampiran IICITES; dan (3)spesiesyang 

perdagangannya harus dipantau; 
 

ii. Menghubungkan perlindungansatwadenganperlindunganhabitatuntuk memastikan bahwadegradasi 

hutandihentikan,mungkinmelalui penetapan“batasminimum habitat yangkritis” untukspesies 

yangterancam punah.Pelestarian habitatini harus dihubungkan denganupaya yangsedangberjalan 

untukmemperbaikiperencanaan tata ruangwilayah,danadanyakemungkinan perubahan kebijakan-

kebijakantata wilayahdi tingkatprovinsi; 
 

iii. Denda yanglebihtinggidansanksiminimumdanmaksimum,termasuksanksipidana 

sepertipenjara,denda,pencabutanhaksipiltertentu, dan perampasandan penyitaan; dan 
 

iv. Meningkatkan wewenangpolisihutan danpenyidikpegawai negeri sipil,meningkatkan pelatihan dan 

memastikan bahwaadaketentuandanperaturan yangbaru sehubungan denganperdaganganonline dan 

penggunaan barangbuktielektronik. 
 
Upaya pencegahan yangefektifmelibatkantindakan yangtidakrepresif,sehingga berdampak pada 

biayayanglebih rendah,danharusdiberikan prioritaslebih dalam upaya penegakan 

hukum.Rekomendasiyangdiberikantermasuk: 
 

i. Peningkatan prioritas upaya pencegahan di lapanganuntukmengurangi insiden konflik 

dengansatwaliar,danuntukmembatasiperburuan serta perambahan hutan; 
 

ii. Membangun kapasitas penyidik pegawainegeri sipil,meningkatkan koordinasidi antara mereka, dan 

memperluas wewenangpolisihutanuntukmenyelidikidanmenahan tersangka kejahatan terhadap 

satwaliar; 
 

iii. Penerapanpendekatan “multi-door”dalam penuntutan,sehingga menerapkan beberapa tuduhan 

kepadabeberapa terdakwa,menelusuri kegiatanilegal daritersangka kepelaku kejahatan 

utama,danmenggunakan UU alternative dimana masa hukuman lebih lama dandenda lebihbesar 

untukmeningkatkan efekjera; dan 
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iv. Peningkatan pertukarandata dan informasi,sertakerjasama internasional untuk membantu 

menghentikan kejahatan terhadap satwaliar.Data daninformasi memegang peranan penting 

dalammenyukseskan penegakan hukum.Protokol pertukaran data perlu dikembangkan pada 

tingkatnasional dan internasional, dan kolaborasiinternasional perlu ditingkatkan 

untukmemfasilitasi penyidikan dan ekstradisi tersangka. 
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ANALISIS DAN EVALUASI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN 

EKOSISTEMNYA1 

Oleh: 

Ahmad Redi 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan dan pengusahaan 

sumber daya alam Indonesia. Amanat kemakmuran rakyat pun dituangkan secara eksplisit dalam 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat 

dalam konteks pengusaan sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat yang maksimal 

bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian terpenting dari penguasaan sumber daya 

alam. Namun demikian, kesejahteraan tersebut bukan berarti bahwa sumber daya alam harus 

sedemikian rupa dieksploitasi dan menghasilkan secara ekonomi, tetapi sumber daya alam yang 

merupakan titipan anak cucu
2
 tersebut harus pula memberikan manfaat untuk jangka panjang 

atas keberadaannya sehingga manfaat yang diterima merupakan manfaat tidak hanya 

intergenerasi namun juga manfaat antargenerasi. 

Manfaat ekonomi diupayakan untuk pula sejalan dengan aspek sosial dan lingkungan 

melalui upaya konservasi sumber daya alam. Prinsip keadilan antargenerasi meletakan tiga 

kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumber daya alam
3
, yaitu: (1) 

conservation of option, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas 

keanekaragaman sumber daya alam: (2) conservation of quality, menjaga kualitas lingkungan 

agar lestari; dan (3) conservation of acces, menjamin generasi mendatang minimal memiliki 

akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa.
4
 

Namun secara praktik, pilihan pemanfaatan sumber daya alam hanya untuk kepentingan 

ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek social dan lingkungan hidup menimbulkan kutukan 

                                                           
1
Disampaikan pada acara Focus Group Discussionoleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Senin 31 Agustus 

2015. 
2
Pengusahaan sumber daya alam harusnya tidak lagi dimaknai sebagai warisan nenek moyang, namun harus 

dimaknai sebagai titipan anak cucu. 
3
Ahmad Redi, Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan Untuk Kemakmuran Rakyat”, (Bekasi: Penerbit 

Gramata Publishing,2013), hlm.19. 
4
Abrar Saleng, Risiko-RisikoDalam Eksplorasi dan Eksploitasi Partambangan Serta Perlindungan Hukum 

Terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Para Pihak), Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No.2-Tahun 2007, 

hal.5. Lihat juga Harian Umum Kompas, 11 Januari 1996, hal.4.  
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sumber daya alam.Pembangunan ekonomi berbasis industrialisasi membuat bumi kian renta.Ia 

menjadi bulldozer perusak lingkungan hidup. Pohon-pohon ditebangi, hutan digunduli, sumber 

daya alam dikuras sedemikian masif tak menyisahkan ruang bagi hidup dan kehidupan makhluk 

hidup. Tidak hanya itu, perusakan tersebut menimbulkan kerusakn lain berupa terganggunya 

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.  

Padahal, dalam pengelolaan sumber daya alam terdapat konsep pembangunan 

berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengusahaan sumber daya alam.Konsep 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang diperkenalkan oleh World 

Commission on Environment and Development (WCED) sejak 1987, namun konsep ini mentah 

dalam tataran pelaksanaan. Protokol Kyoto 1998 beserta trisulanya, emissions trading, clean 

development mechanism (CDM), dan joint implementation (JI), tak dicamkan secara serius, 

bahkan oleh negara pencetusnya, Amerika Serikat. Semua itu semakin meneguhkan bahwa 

ekonomi adalah faktor penentu yang mampu mengatasi faktor-faktor yang lain, seperti politik, 

hukum, dan, bahkan, moral.Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berakibat salah satunya 

pada terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya semakin masif terjadi. 

Upaya untuk melesatarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, beragama 

dilakukan oleh Pemerintah, antara lain peningkatan konservasi dan tata kelola hutan:
5
 

1. Meningkatnya populasi 25 species satwa terancam punah (sesuai redlistof threatened 

IUCN) sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013 dalam rangka pengawetan 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; 

2. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 20,63 juta ha termasuk perlindungan 

kawasan essensial karst, gambut, dan mangrove; 

3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta 

menurunkan jumlah hotspots kebakaran hutan; 

4. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati. 

Bahkan lebih jauh, di Indonesia, regulasi mengenai urgensi keanekaragaman hayati dan 

ekosistem telah lama ada. Hal tersebut misalnya pada masa kolonial Belanda terdapat aturan 

antara lain: (1) Ordonansi Perburuan (Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133); (2) 

Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermingsordonnantie 1931 

Staatsblad 1931 Nummer 134); (3) Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtcrdonnantie 

Java en Madoera 1940 Staatsblad 1939 Nummer 733); dan (4) Ordonansi Perlindungan Alam 

(Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer 167). Pada masa kemerdekaan, 

                                                           
5
 Lampiran Buku Kedua Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Nasional 2015-2019, Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Nasional 2015-2019. 
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regulasi tersebut ddilanjutkan oleh, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang 

Ketuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-UndangNomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang 

Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya.Seluruh undang-undang tersebut, kecuali Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 telah digabti dengan undang-undang yang baru. 

Pengaturan tersebut di atas, membuktikan bahwa secara normatif penganturan sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan hal yang penting.Sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya menjadi bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, 

alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masingmaupun bersama-sama 

mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya 

tidak dapat diganti.Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta 

peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.
6
 

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan 

tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: 

1. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga 

kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia 

(perlindungan sistem penyangga kehidupan); 

2. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya 

sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang 

memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya 

alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah); 

3. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin 

kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang 

bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum 

berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat 

                                                           
6
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. 

Arti penting keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini melahirkan aturan sanksi yang tegas 

bagi tindakan yang merusak  pada kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Tindakan yang tidak 

bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 

ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam 

dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena 

kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan 

kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan 

semula tidak mungkin lagi.Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara 

keseluruhan,maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan 

kewajiban Pemerintah serta masyarakat.(Lihat Penjelasan UmumUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). 
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mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber 

daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari) 

Keberhasilan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini, tergantung pula 

hal lain yang terkait yang untuk memastikan hal tersebut pula dilakukan analisis dan evaluasi. 

Tulisan ini akan mengulas secara singkat mengenai potret regulasi dan implementasi regulasi 

terhadap koservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuan potret singkat ini yaitu 

untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai pola regulasi dan pola impelementasi 

termasuk tinjauan pustaka terhadap hambatan teknis dan hukum atas permasalahan tersebut. 

B. ATURAN KONSERVASI SDH DAN EKOSISTEMNYA 

1. Sumber Hukum Hukum Nasional dan Hukum Internasional 

Sebagai dasar penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan eksositemnya 

di Indonesia, diperlukan suatu landasan yuridis sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 

sumber daya alam hayati dan eksositemnya tersebut, baik konsep penguasaan maupun 

pengusahaan sumber daya alam hayati dan eksositemnya hingga memiliki kemanfaatan 

secara ekonomi tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan hidup.  

Adapun sumber hukum penyelenggaraan sumber daya alam di Indonesia, yaitu:
7
 

a. Sumber Hukum Nasional 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 

UUD NRI 1945 menjadi hukum dasar dan sumber hukum utama dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.Landasan pengelolaan sumber daya alam dalam UUD NRI 

1945 tercantum dalam Pasal 33 ayat (3).Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang 

mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Frasa “dikuasai oleh negara” dan “sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan 

frasa doktrinal yang penting dalam pengusahaan (kegiatan usaha) kekayaan alam 

Indonesia.Berdasarkan doktrin dalam UUD NRI 1945 maka kekayaan alam Indonesia 

harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran 

rakyat.Walaupun fakta saat ini, konsepsi penguasaan dan tujuan kemakmuran rakyat 

                                                           
7
 Dielaborasi dari ulasan dalam buku: Ahmad Redi, “Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan”, Jakarta: PT 

Sinar Grafika, 2014. 
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tersebut perlu dianalisis secara kritis apakah konsepsi tersebut telah benar-benar 

terwujud. 

Di Indonesia, penanaman modal asing terbuka luas bagi sektor-sektor sumber daya 

alam. Di bidang minyak dan gas bumi, penanaman modal asing dapat dilaksanakan 

secara 100% (seratus persen), begitu pula di sektor pertambangan mineral dan 

batubara, panas bumi, dan sektor lainnya.Konsepsi penguasaan negara atas sektor 

tersebut perlu dikaji kembali, yaitu penguasaan oleh negara tersebut hanya sebatas 

tekstual atau juga telah secara konstekstual dan implementatif.Nyatanya, hingga saat 

ini penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut belum dirasakan telah mampu 

memberikan sebesar-besar bagi kemamkmuran rakyat.Bahkan sumber daya alam 

dieksploitasi sedemikian rupa oleh perusahaaan-perusahaan asing baik multinational 

company maupun transnational company dengan meninggalkan persoalan lingkungan 

hidup dan sosial-budaya masyarakat sekitar kegiatan usahanya. 

Penanaman modal asing sepatutnya memberikan manfaat terhadap penerimaan 

negara, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, pertumbuhan dan pengembangan 

wilayah, pengembangan masyarakat sekitar, serta secara makro mampu berkontribusi 

dalam pertumbuhan ekonomi.Hal inilah yang menjadi makna secara utilitas dari frasa 

“sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 

1945. Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut harus secara nyata dapat dilaksanakan oleh 

segenap bangsa dan negara Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang 

mengusahakan sumber daya alam di Indonesia. Perusahaan pun secara secara sadar 

untuk membangun kemitraan yang seimbang, berkeadilan, berkemanfaatan, dan 

berkesinambungan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. 

Pelaku usaha harus juga secara sadar mengakui bahwa pemilik sejati dari kekayaan 

alam Indonesia ialah rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang pemilik modal 

yang mengusahakan kekayaan alam Indonesia.Kesadaran untuk memberikan manfaat 

yang adil bagi bangsa Indonesia, tanpa hanya mementingan keuntungan diri 

sendiri.Mengekploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang manfaatnya 

hanya dinikmati sendiri dan hanya memberikan sebagian kecil bagi si pemilik sejati 

sumber daya alam merupakan bentuk ketidakadilan distribusi manfaat yang 

seharusnya diterima rakyat Indonesia. 
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Bahkan prilaku tercela dengan menyuap oknum pejabat-pejabat yang menentukan 

kebijakan agar diberikan keistimewaan dengan berbagai macam kemudahaan bahkan 

melalui memanipulasi berbagai hal untuk menguras sumber daya alam Indonesia 

dilakukan oleh oknum pelaku usaha untuk meluluskan rencana-rencana eksploitatif 

sumber daya alam Indonesia. Doktrin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 harus 

menjadi jiwa dari setiap pengusahaan kekayaan alam Indonesia agar sumber daya alam 

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mampu diolah sebaik mungkin untuk 

memberikan penghidupan dan kehidupan yang baik pula bagi segenap bangsa 

Indonesia. 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Terbitnya Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 didasari pertimbangan adanya 

kesadaran bahwa sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

menjadi kekayaan nasional yang wajib disyukuri sehingga harus dikelola dan 

dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi akan mendatang 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. MPR yang 

mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan 

nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan 

ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam, 

menerbitkanlah TAP MPR ini sebagai upaya kongkret tugas konstitusionalnya. 

Disamping itu, persoalan adanya saling tumpang tindih dan bertentangan antara 

berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam, serta adanya 

pengelolaan sumber daya alam yang selama ini menimbulkan penurunan kualitas 

lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan sering menimbulkan konflik. Padahal seharusnya sumber daya alam 

harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dengan cara yang 

terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi, dan peran serta 

masyarakat. Cita-cita inilah yang kemudian menjadi dasar filosofis dan sosiologis 

lahirnya TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 yang menjadi landasan hukum pembaruan 

pengelolaan sumber daya alam Indonesia. 
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 Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam menurut TAP MRP 

Nomor IX/MPR/2001 harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip: 

a. Memelihara dan mempertahakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam 

unifikasi tujuan. 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia. 

e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi 

partisipasi rakyat. 

f. Mewujudkan keadilan termasuk keseteraan gender dalam penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya 

alam. 

g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk 

generasi sekarang maupun generasi akan mendatang, dengan tetap 

memperhatikan daya tampang dan daya dukung lingkungan. 

h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan 

kondisi sosial budaya setempat. 

i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan 

antardaerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya 

alam. 

j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan 

keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan pengelolaan sumber daya 

alam. 

k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, 

daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan 

individu. 

l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat naisonal, 

daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan 

alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam. 
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Dari prinsip-prinsip tersebut di atas, dijabarkanlah arah kebijakan pengelolaan 

sumber daya alam Indonesia. Arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam 

TAP MPR tersebut meliputi: 

a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi 

kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya 

alam dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001. 

b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui 

identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai 

potensi pembangunan nasional. 

c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi 

sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab 

sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi 

tradisional. 

d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan 

melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tabah dari produk sumber daya alam 

tersebut. 

e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul 

selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang 

guna menjamin terlaksananya penegakkan hukum dengan didasarkan atas prinsip-

prinsip pengelolaan sumber daya alam dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001. 

f. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber 

daya alam secara berlebihan. 

g. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada 

optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan 

masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional. 

Prinsip-prmerupakan materi muatan dari TAP MPR Nomor 

IX/MPR/2001.Melalui TAP MPR tersebut, MPR juga menugaskan DPR RI dan 

Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan pengelolaan 

sumber daya dan mencabut atau mengubah semua undang-undang dan peraturan 

pelaksanaan yang tidak sejalan dengan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001. 
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3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan 

Ekosistemnya 

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan 

penting bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan 

secara lestari, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 

khususnya dan umat manusia pada umunya, baik pada saat ini maupun pada masa 

mendatang. 

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur di alam yang tediri dari sumber 

daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hayati (satwa) yang bersama 

dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk 

ekosistem.Ekosistem sumber daya alam hayati adalah hubungan timbale balik antara 

unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling mempengaruhi.Sumber 

daya alam hayati secara luas menyangkut kepentingan masyarakat secara 

keseluruhan, sehingga upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

Keberhasilan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan 

dengan tercapainya sasaran konservasi, yaitu: 

a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga 

kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia 

(perlindungan sistem penyangga kehidupan). 

b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe 

ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang 

menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber 

plasma nutfah). 

c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alamhatai sehingga 

terjaminnya kelestarian. 

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui 

kegiatan perlindungan sistem penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman 

jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 
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a. Perlindungan Sistem Penyanggah Kehidupan 

Sistem penyanggah kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai 

unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. 

Perlindungan sistem penyanggah kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses 

ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

Untuk mewujudukan tujuan terpeliharanya proses ekologis yang menunjang 

kelangsungan kehidupan, pemerintah menetapkan: 

1) Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyanggah kehidupan. 

2) Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyanggah kehidupan. 

3) Pengaturan cara pemanfaatan antar wilayah perlindungan sistem penyanggah 

kehidupan. 

b. Pengawetan Keanekaraman Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta 

Ekosistemnya 

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya 

dilaksanakan melalui kegiatan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 

beserta ekosistemnya serta melalui kegiatan pengawetan jenis tumbuhan dan 

satwa.Pengawetan keankaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya 

dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam 

keadaan asli. 

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan di dalam (in-situ) dan di luar 

(ex-situ) kawasan suaka alam.Kawasan suaka alam terbagi atas kawasan cagar 

alam dan kawasan suaka margasatwa. Pengawetan di kawasan suaka alam 

dilakukan untuk membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap 

seimbang menurut proses alami di habitatnya. Sedangkan pengawetan di luar 

kawasan suaka alam dilakukan dalam rangka menjaga dan mengembangkan jenis 

tumbuhan dan satwa untuk mengindari bahaya kepunahan. 

Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian 

dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang 

menunjang budidaya.Sedangkan di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan 
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kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. 

c. Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Pemanfatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian 

alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.Pemanfaatan kondisi 

lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian 

fungsi kawasan.Sedangkan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan 

dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman 

jenis tumbuhan dan satwa liar. 

Kawasan pelestarian alam terbagi atas kawasan taman nasional, taman hutan 

raya, dan taman wisata alam. Kawasan pelestarian alam tersebut mempunyai 

fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman 

jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya. 

Di dalam kawasan pelestarian alam hanya dapat dilakukan kegiatan untuk 

kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 

budaya, dan wisata alam.Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi fungsi 

pokok masing-masing kawasan. 

Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, antara lain: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa 

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut menjadi 

dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, 

pengawetan secara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan 

masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 
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4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman 

Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber 

daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan 

sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara 

lebih baik.
8
 

Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, 

dan berkesinambungandan bertujuan:
9
 

a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi 

kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan 

memperbesar ekspor; 

b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; 

c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja 

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 

Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Keanekaragaman Hayati) 

Dasar pertimbangan pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman 

Hayati sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1994, antara lain: 

a. Keanekaragaman hayati di dunia, khususnya Indonesia, berperan penting untuk 

berlanjutnya proses evousi seta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan 

system kehidupan biosfer. 

b. Keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang 

mencakup hewan, tumbuhan, dan jasad renik, perlu dijamin keberadaan dan 

keberlanjutannya bagi kehidupan. 

c. Keanakaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan yang 

nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya 

keseimbangan system kehidupan di bumi yang pada gilirannya akan menganggu 

berlangsungnya kehidupan manusia. 

d. Pengakuan adanya peranan masyarakat yang bercirikan tradisional seperti 

tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya peranan penting wanita, 

                                                           
8
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 

9
 Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 
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untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman dan adanya keinginan untuk 

membagi manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional tersebut 

melalui inovasi-inovasi, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan konservasi 

keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. 

Konvensi Keanekaragaman Hayati ditandatangi oleh 157 kepala negara 

dan/atau pemerintahan atau wakil pemerintahan/negara di Rio de Jeneiro Brazil yang 

dilaksanakan pada tanggal 3-14 Juni 1992 dan Indonesia merupakan negara 

kedelapan yang menandatangi pada tanggal 5 Juni 1992. Konferensi di Rio de Jeneiro 

mulai dilaksanakan melalui 3 (tiga) kali pertemuan kepakaran teknis dan 7 (tujuh) 

kali sidang antara November 1988 sampai dengan Mei 1992. 

Manfaat meratifikasi Konvensi ini bagi Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, antara lain berupa: 

a. Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli 

terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang 

keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan 

kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada 

khususunya. 

b. Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, 

berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang 

diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah 

keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumber daya genetik. 

d. Peningkatan pengatahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati 

Indonesia sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan 

asas IPTEK. 

e. Jaminan bahwa Indonesia dapat menggalang kerjasama di bidang teknis ilmiah 

baik antarsektor pemerintah maupun sektor swasta, di dalam dan luar negeri, 

memadukan sejauh mungkin pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati 

ke dalam rencana, program, dan kebijakan baik sektoral maupun lintas sektoral. 
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f. Pengembangan kerja sama internasional untuk pengingkatan kemampuan dalam 

konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi: 

1) Penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayato baik in-situ maupun ex-

situ. 

2) Pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya maupun ekonomi 

untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari. 

3) Pertukaran informasi. 

4) Pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan peran serta 

masyarakat. 

Konvensi ini memperkuat kedaulatan Indonesia atas sumber daya alam berupa 

keanekaragaman hayati sesuai dengan konsep kedaulatan dalam Piagam PBB dan 

prinsip-prinsip hukum internasional lainnya. Konvensi ini sejalan dengan upaya 

pemanfaatan sumber daya alan Indonesia secara berkelanjutan dan selaras dengan 

kebijakan lingkungan dan pembangunan yang bertanggung jawab yang tidak merusak 

lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 terdapat 2 (dua) lampiran, 

yaitu Lampiran 1 mengenai Identitas dan Pemantauan serta Lampiran II mengenai 

Arbitrase dan Konsiliasi.  

6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Materi muatan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 akan banyak dibahas di 

bab-bab berikutnya dalam buku ini. Mulai dari konsep penguasaan, pengusahaan 

(kegiatan usaha), pengurusan, teknis pelaksanaan pemanfaatan kehutanan, masyarakat 

hukum adat dan hutan adat, sampai dengan persoalan kontemporer mengenai 

kehutanan. 

Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 didasari 

pertimbangan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

dianugerahkan kepada Bangsa Indonesua merupakan kekayaan yang dikuasai oleh 

negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, sehingga wajib 

disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk 
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sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. Selain itu, hutan menjadi salah satu sistem penyangga kehidupan dan 

sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu 

keberadaannya perlu dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara 

lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, 

serta bertanggung-gugat. Hal tersebut merupakan dasar pertimbangan diterbitkannya 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur menganai substansi: 

a. Asas dan tujuan; 

b. Penguasaan hutan; 

c. Status dan fungsi hutan; 

d. Perencanaan kehutanan; 

e. Pengelolaan kehutanan; 

f. Penelitian dan pengembangan, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan 

kehutanan, pengawasan; 

g. Penyerahan kewenangan; 

h. Masyarakat hukum adat; 

i. Peran serta masyarakat; 

j. Gugatan perwakilan; 

k. Penyelesaian sengketa kehutanan; dan 

l. Penegakkan hukum kehutanan. 

Berdasarkan substansi tersebut, telah terbit pula peraturan pelaksanaan dari 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, antara lain: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi 

Hutan 
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e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan 

Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2012 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan 

Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai  

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan salah satu sumber hukum 

penyelenggaraan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya khususnya sumber daya 

alam sektor kehutanan. 

7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumberdaya 

hayati yang sangat beragarn dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki 

"mega-bioofiversity" Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang 

Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan sumber plasma nutfah dan 

dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting 

untuk mendukung pernbangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan 

pernbangunan nasional pada umumnya.Untuk itu, diperlukan perlindungan varietas 

tanamam. 

Perlindungan varietas tanaman adalahperlindungan khusus yang diberikan 

negara, yang dalam hal ini diwakili olehPemerintah dan pelaksanaannya dilakukan 

oleh Kantor PerlindunganVarietas Tanaman,terhadap varietas tanaman yang 

dihasilkan oleh pemuliatanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
10

Perlindungan 

varietas tanaman salah satunya dilakukan dengan pertimbangan bahwa varietas 

tanaman termasuk sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan utama 

pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dandimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka 

                                                           
10

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 
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merakit danmendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikanpihak manapun 

yang terkait guna mendorongpertumbuhan industri perbenihan. 

8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

diatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya berkewajiban melindungi,  memperkaya, memanfaatkan, 

mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik tanaman perkebunansesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Beberapa pengaturah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan: 

a. Pemanfaatan sumber daya genetik tanaman perkebunan dilakukan secara 

berkelanjutan; 

b. Menteri menetapkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam 

punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya; 

c. Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin 

Menteri Pertanian; 

d. Pemerintah Pusat memfasilitasi pengayaan sumber daya genetik Tanaman 

Perkebunan melalui berbagai metode dan introduksi; 

e. Pemerintah Pusat memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas 

penelitian milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya untuk pengayaan sumberdaya genetik Tanaman Perkebunan; 

f. Setiap Orang dilarang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan 

yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004  Tentang 

Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention  On Biological 

Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi 

Tentang  Keanekaragaman Hayati) 

Menyadari adanya risiko yang menimbulkan dampak merugikan dalam penerapan 

dan pengembangan bioteknologi telah dibahas dalam forum internasional sejak 

negosiasi KKH tahun1990.Pada tahun 1992 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
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Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, KKHdiadopsi secara formal oleh negara-negara 

peserta KTT.Pada tahun 1994 Indonesia meratifikasiKonvensi tersebut dengan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994.KKH mengatur ketentuan mengenai keamanan 

penerapan bioteknologi modern yaitu di dalamklausul Pasal 8 huruf (g), Pasal 17, dan 

Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), yang mengamanatkanpenetapan suatu Protokol di 

dalam KKH untuk mengatur pergerakan lintas batas, penanganan, danpemanfaatan 

Organisme Hasil Modifikasi Genetik (OHMG) sebagai produk dari bioteknologi 

modern.
11

 

Dengan berpegang pada amanat dari pasal-pasal tersebut, Para Pihak konvensi 

mulaimenegosiasikan Protokol tentang Keamanan Hayati sejak Tahun 1995 hingga 

Protokol tersebutdiadopsi pada tahun 2000 dalam sidang kelima Konferensi Para 

Pihak (Conference of the Parties)KKH di Nairobi.Protokol Cartagena bertujuan 

menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam hal persinggahan (transit), 

penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan lintas batas 

OHMG.Tingkat proteksi dilakukan untuk menghindari pengaruh merugikan terhadap 

kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, serta risiko 

terhadap kesehatan manusia. 

Dengan mengesahkan Protokol Cartagena ini, Indonesia mengadopsi Protokol 

tersebut sebagaihukum nasional untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan 

kelembagaan sehingga dapat:
12

 

a. mengakses informasi mengenai OHMG; 

b. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 

berkelanjutan; 

c. memperoleh manfaat secara optimal dari penggunaan bioteknologi modern secara 

amanyang tidak merugikan keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia; 

                                                           
11

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004  Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On 

Biosafety To The Convention  On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas 

Konvensi Tentang  Keanekaragaman Hayati) 
12

 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004  Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On 

Biosafety To The Convention  On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas 

Konvensi Tentang  Keanekaragaman Hayati) 
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d. memperkuat landasan pengawasan perpindahan lintas batas OHMG mengingat 

Indonesiamemiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yang berpotensi sebagai 

tempat keluar danmasuknya OHMG secara ilegal; 

e. mempersiapkan kapasitas daerah untuk berperan aktif dalam melakukan 

pengawasan danpengambilan keputusan atas perpindahan lintas batas OHMG; 

f. mewujudkan kerja sama antar negara di bidang tanggap darurat untuk 

menanggulangibahaya yang terjadi akibat perpindahan lintas batas OHMG yang 

tidak disengaja; 

g. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang 

keamanan hayatibaik di pusat maupun di daerah; 

h. memperkuat koordinasi nasional dan daerah khususnya pemahaman secara 

lebihkomprehensif bagi seluruh lembaga pemerintahan terkait terhadap lalu lintas 

OHMG yangmerugikan bagian atau komponen keanekaragaman hayati Indonesia. 

Koordinasi jugamencakup perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai 

bagian terdepan danjembatan bagi lalu lintas informasi mengenai perkembangan 

bioteknologi; 

i. menggalang kerja sama internasional untuk mencegah perdagangan ilegal produk 

OHMG. 

10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diatur mengenai koservasi sumber 

daya alam ikan.Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, 

dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk sumber daya ikan.
13

 

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama internasional dalam 

rangka koservasi sumber daya ikan, yaitu Pemerintah:
14

 

a. dapat memublikasikan secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan langkah 

konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan;  

                                                           
13

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. 
14

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. 

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diatur: Pemerintah ikut serta secara aktif dalam 

keanggotaan badan/ lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerja sama pengelolaan perikanan 

regional dan internasional.  
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b. bekerja sama dengan negara tetangga atau dengan negara lain dalam rangka 

konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas, laut lepas yang 

bersifat tertutup, atau semi tertutup dan wilayah kantong;  

c. memberitahukan serta menyampaikan bukti-bukti terkait kepada negara bendera 

asal kapal yang dicurigai melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan 

dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.  

SelanjutnyaDalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya 

konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.
15

Untuk itu 

dibentuklah kawasan konservasi.Kawasan konservasi yang terkait dengan perikanan, 

antara lain, adalah terumbu karang, padang lamun, bakau, rawa, danau, sungai, dan 

embung yang dianggap penting untuk dilakukan konservasi. Dalam hal ini 

Pemerintah dapat melakukan penetapan kawasan konservasi, antara lain, sebagai 

suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka 

perikanan.
16

Sebagai upaya konservasi sumber daya ikan, Pemerintah mengatur 

dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber 

daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan. 

Ketentuan lebih lanjut konservasi sumber daya ikan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. 

11) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty 

on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Indonesia memerlukan berbagai sumber daya genetik baik dari dalamnegeri, 

maupun yang tidak tersedia di dalam negeri untuk pemuliaantanaman dalam 

memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan pencadangan dimasa mendatang. Sehubungan 

dengan kebutuhan tersebut, Indonesiaperlu melakukan kerja sama global untuk dapat 

mengakses sumber dayagenetik. Selain itu perangkat peraturan perundang-undangan 

yangmendukung, perlu dipersiapkan baik di pusat maupun di daerah.
17

 

Pengembangan sumber daya genetik tanaman dilakukan melalui kegiatan 

konservasi, eksplorasi, koleksi, karakterisasi, evaluasi, dokumentasi, dan 

pemanfaatan. Perjanjian Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian 

                                                           
15

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. 
16

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. 
17

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006. 
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membantu negara-negara berkembang yang kurang memiliki kendali terhadap sumber 

daya genetik yang diperlukan di negaranya untuk dapat mengakses komoditas yang 

tersedia di koleksi negara atau lembaga internasional lain. Oleh karena itu Indonesia 

perlu mengesahkan perjanjian ini dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan 

perangkat kelembagaan yang diperlukan.
18

 

Dengan mengesahkan Perjanjian, Indonesia akan memperoleh manfaat dalam:
19

 

a. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya genetic tanaman dalam 

pembangunan pertanian nasional melalui lokakarya, seminar, ekspo, dan 

sosialisasi menggunakan dana APBN maupun bantuan dari SML; 

b. Meningkatkan kemampuan nasional dalam pengelolaan sumber daya genetik 

tanaman melalui bantuan pengembangan kapasitas dari sistem pendukung 

Perjanjian ini; 

c. Mencegah pencarian dan pengumpulan secara illegal sumber daya genetik 

tanaman serta pengembangannya oleh negara/pihak lain; 

d. Pengembangan kerja sama regional dan internasional dalam pengelolaan sumber 

daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian melalui tukar menukar 

informasi, material, keahlian dan kerja sama penelitian, pelatihan, dan 

pendidikan; 

e. Menjamin akses dan pembagian keuntungan yang adil, dari pemanfaatan sumber 

daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; 

f. Mendapatkan manfaat dari pembentukan Sistem Multilateral untuk pertukaran 

sumber daya genetik tanaman yang termasuk dalam Lampiran I; 

g. Mendapatkan akses terhadap sumber daya genetik (Lampiran I), yang tersimpan 

di negara Pihak Perjanjian, maupun dari pusatpusat riset pertanian internasional; 

h. Mendapatkan manfaat yang maksimal dari: a) program internasional yang terkait, 

misalnya Global Plan of Action; b) koleksi ex situ yang tersimpan pada pusat-

pusat riset pertanian internasional (International Agricultural Research Centers); 

c) sistem informasi global; dan 

                                                           
18

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006. 
19

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006. 
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i. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang 

pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik pertanian baik di 

pusat maupun daerah; 

12) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 

Tahun 2014 

Dalam perkembangannya, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan 

mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya 

atau akibat bencana alam, selain itu di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai 

akumulasi berbagai kegiatan yang bersifat parsial/sektoral sering menimbulkan 

kerusakan sumber daya d wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, 

pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta 

ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber 

daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 tersebut diatur pula mengenai kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau 

kecil.Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan 

pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk 

mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara 

berkelanjutan.
21

 

Kawasan konservasi ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang 

mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem diselenggarakan untuk 

melindungi:
22

 

a. sumber daya ikan;  

b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;  

c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane’e, panglima laot, awig-

awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan  

d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan. 

                                                           
20

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. 
21

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. 
22

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. 
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13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi pengawal dalam pelaksanaan 

pengelolaan sumber daya alam.Sumber daya dalam dan lingkungan hidup merupakan 

2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan.Selain itu, secara asasi lingkungan hidup yang 

baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagimana diatur dalam 

Pasal 28H UUD NRI 1945. 

Hak asasi warga negara tersebut berhubungan dengan akibat dari kegiatan manusia 

dalam mengelola sumber daya alam yang mempengaruhi kualitas lingkungan 

hidup.Kualitas lingkungan hidup semakin lama semakin menurun dan telah 

mengancam perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan pemanasan 

global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga 

mempengaruhi kualitas lingkungan hidup.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

menjadi aturan terpenting dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup akibat kegiatan manusia dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan tanggung jawab 

negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, 

manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar 

membayar, partisipatif, kearifan local, tata kelola pemerintahan yang baik, dan 

otonomi daerah. Berdasarkan asas tersebut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup bertujuan: 

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup. 

b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. 

c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. 

d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. 

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa datang. 

g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi atas lingkungan hidup dari hak 

asasi manusia. 

h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 
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i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

j. Mengantisipasi isu lingkungan global. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

a. Perencanaan 

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui 

tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wlayah ekoregion, dan 

penyusunan Rancana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). 

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi 

mengenai sumber data alam yang meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang 

dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, 

dan konflik  serta penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Inventarisasi 

lingkungan tersebut menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion. 

Selanjutnya penetapan RPPLH yang memuat rencana tentang: a) pemanfaatan dan 

pencadangan sumber daya alam, b) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan 

fungsi lingkungan hidup, c) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan 

pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

b. Pemanfaatan 

Pemanfatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Namun, apabila 

RPPLH belum tersusun maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan 

berdasarkan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang 

memperhatikan: a) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, b) 

keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan c) keselamatan, mutu hidup, 

dan kesejahteraan masyarakat. 

c. Pengendalian 

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam 

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.Pengendalian tersebut meliputi 

pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Instrumen pencegahan pencemaran 

dan kerusakan lingkungan hidup antara lain melalui instrumen Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), 
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upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup 

(UKL-UPL), perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, anggaran berbasis 

lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan audit lingkungan hidup. 

Berdasarkan instrumen di atas, ada beberapa instrumen yang merupakan bentuk 

pembaruan hukum lingkungan. Instrumen tersebut antara lain Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS), instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan anggaran 

berbasis lingkungan hidup. 

1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

KLHS dibuat dalam rangka memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintergrasi dalam pembangunan suatu 

wlayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dilaksanakan 

dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta 

rencana rincinya, rencana pembanguna jangka panjang (RPJP), dan rencana 

pembangunan jangka mengenah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten 

kota. KLHS juga dilaksanakan dalam penyusunan dan evaluasi terhadap 

kebijakan, rencana, dna program yang berpotensi menimbulkan dampak atau 

risiko lingkungan hidup. 

KLHS memuat kajian antara lain: kapasitas daya dukung dan daya tamping 

lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko 

lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan 

sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap 

perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

Hasil KLHS tersebut menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan program 

pembangunan suatu wilayah. 

2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 

Instrumen ekonomi lingkungan hidup dibuat dalam rangka melestarikan fungsi 

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan 

ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif atau disinsentif.Instrumen 

perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi neraca sumber daya 

alam dan lingkungan hidup, penyusunan prosuk domestik bruto dan produk 

domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sunber daya alam dan 
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kerusakan lingkungan hidup, mekanisme kompensasi.imbal jasa lingkungan 

hidup antardaerah, dan internalisasi biaya lingkungan hidup. 

Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi dana jamninan pemulihan 

lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta 

pemulihan lingkungan hidup, serta dana amanah/bantuan untuk konservasi. 

Sedangkan instrumen insentif atau disinsentif dapat diterapkan dalam bentuk: 

a) pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup, b) penerapan 

pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup, c) pengembangan sistem 

lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkingan hdiup, d) 

pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan emisi, e) 

pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup, f) pengembangan 

asuransi lingkungan hidup, g) pengembangan sistem label ramah lingkungan 

hidup, dan h) sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

3) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup 

Dalam rangka membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan, Pemerintah 

dan DPR RI serta pemerintah daerah dan DPRD didorong untuk 

mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup. 

Melalui instrumen tersbeut di atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik serta memberikan manfaat 

ekonomi, sosial, dan budaya. 

d. Pemeliharaan 

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui uoaya konservasi sumber daya 

alam, pencadagangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi 

atmosfer.Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan perlindungan sumber 

daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya 

alam.Sedangkan, pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam 

yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.Lebih lanjut, pelestarian 

fungsi atmosfer meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya 

perlindungan lapisan ozon, dan upaya perlindungan terhadap hujan asam. 
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e. Pengawasan 

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap 

ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan 

peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Pengawasan 

dapat dilakukan oleh pejabat/instansi yang bertanggung jawab di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas delegasi dari Menteri 

Lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.Pejabat 

pengawas merupakan pejabat fungsional. 

Pejabat pengawas berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, 

membuat salinan dokumen dan membuat catatan yang diperlukan, memasuki 

tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, 

memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan alat trasportasi, dan menghentikan 

pelanggaran tertentu. 

Sebagai bentuk pengawasan Menteri Lingkungan hidup, gubernur, dan 

bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada 

penangung jawab usaha/kegiatan berupa terguran tertulis, paksaan pemerintah, 

pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah 

berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, 

penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan 

terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian 

sementara seluruh kegiatan, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan 

pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. 

f. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum dilakukan melalui pendayagunaan hukum administrasi, hukum 

perdata, maupun hukum pidana. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui 

ancaman hukuman minimum di samping ancaman hukuman maksimum, perluasan 

alat bukti di luar Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), pemidanaan bagi 

pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan 

tindak pidana korporasi. 

14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On 

Access To Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing Of Benefits 
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Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity 

(Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan  Pembagian 

Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya 

Ataskonvensi Keanekaragaman Hayati) 

 

Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011 telah menandatangani Nagoya 

Protocol onAccess to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of 

Benefits Arising from Their Utilizatio to the Convention on Biological Diversity 

(Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian 

Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas 

KonvensiKeanekaragaman Hayati) yang mengatur tentang prosedur akses dan 

pembagian keuntungan yang adildan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik 

dan pengetahuan tradisional yang berkaitandengan sumber daya genetik.
23

 

Upaya perlindungan terhadap sumber daya genetik telah dilakukan melalui 

alokasi sejumlah kawasan,baik di darat, di pesisir, maupun di laut untuk dijadikan 

kawasan konservasi dalam berbagai bentuk seperti taman nasional, kawasan 

konservasi daratan dan perairan, dan suaka margasatwa darat dan laut. Selainbertujuan 

untuk melindungi sumber daya genetik, kawasan konservasi juga dimaksudkan untuk 

menjaminkeberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan 

lautan dengan meningkatkankualitas nilai dan keanekaragamannya. Upaya lain yang 

telah dilakukan termasuk membangun petaekologi wilayah Indonesia.
24

 

Selain itu, perlindungan tersebut dimaksudkan juga untuk menjaga 

kesinambungan pemanfaatan sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional yang 

berkaitan dengan sumber daya genetik bagi generasiyang akan datang.Pengetahuan 

tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang 

tidakterpisahkan dari sumber daya genetik dan secara berkelanjutan diwariskan oleh 

nenek moyangmasyarakat hukum adat dan komunitas lokal kepada generasi 

berikutnya. Untuk itu, dalam melestarikandan memanfaatkan sumber daya genetik dan 

pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumberdaya genetik, harus terpolakan 

dan tercermin dalam pengetahuan, inovasi, dan praktik yang terkait sertaperlu 

                                                           
23

 Penjelasan umum Unddang-Undnag Nomor 11 Tahun 2013  
24

 Penjelasan umum Unddang-Undnag Nomor 11 Tahun 2013 
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dikembangkan pengaturan pengelolaannya sehingga dapat menampung dinamika dan 

aspirasimasyarakat hukum adat dan komunitas lokal.
25

 

Dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada 

saat ini pemanfaatansumber daya genetik tidak terbatas pada sumber daya genetiknya 

saja tetapi juga terhadap produkturunannya (derivatives) dari sumber daya genetik 

tersebut.Produk turunan merupakan suatu senyawabiokimia alami yang dihasilkan dari 

ekspresi genetik atau hasil metabolisme sumber daya hayati ataugenetik. Produk 

turunannya tersebut dapat berupa:
26

 

a. individu hasil persilangan/perkawinan/metode lainnya; 

b. bahan aktif dari hasil metabolisme sumber daya genetik; 

c. enzim; dan 

d. gen. 

Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian 

Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas 

Konvensi Keanekaragaman Hayati (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources 

and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from TheirUtilization to the 

Convention on Biological Diversity) yang selanjutnya disebut Protokol 

Nagoyamerupakan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup dalam 

kerangka KonvensiKeanekaragaman Hayati yang mengatur akses terhadap sumber 

daya genetik dan pembagiankeuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan 

penyedia sumber daya genetik berdasarkanpersetujuan atas dasar informasi awal dan 

kesepakatan bersama serta bertujuan untuk mencegahpencurian keanekaragaman 

hayati (biopiracy). Perjanjian Protokol Nagoya merupakan perjanjian yangsangat 

penting bagi Negara Indonesia dalam rangka mendapatkan keuntungan yang adil dan 

seimbangyang timbul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. 

Adapun manfaat yang diperoleh Indonesia melalui pengesahan Protokol 

Nagoya, antara lain: 

a.  Melindungi dan melestarikan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional 

yang berkaitan dengan sumber daya genetik. 

b. Mencegah pencurian (biopiracy) dan pemanfaatan tidak sah (illegal utilization) 

terhadap keanekaragaman hayati. 

                                                           
25
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c. Menjamin pembagian keuntungan (finansial maupun non finansial) yang adil dan 

seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang 

berkaitan dengan sumberdaya genetik kepada penyedia sumber daya genetik 

berdasarkan kesepakatan bersama (MutuallyAgreed Terms). 

d. Meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan yang 

adil danseimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan 

tradisional terkait sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama. 

e. Menguatkan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

mengakui keberadaanmasyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai 

dengan Pasal 18 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. 

f. Menegaskan kedaulatan Negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya 

genetik danpengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. 

g. Memberikan insentif dan dukungan pendanaan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

h. Menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi dan 

pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. 

15) Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Tentang Convention On International 

Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora  

Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora 

(CITES) merupakan satu-satunya perjanjian global dengan fokus perlindungan spesies 

tumbuhan dan satwa liar. Keikutsertaan bersifat sukarela, dan negara-negara yang terikat 

dengan konvensi disebut para pihak (parties). Walaupun CITES mengikat para pihak 

secara hukum, CITES bukan pengganti hukum di masing-masing negara. CITES hanya 

merupakan rangka kerja yang harus dijunjung para pihak yang membuat undang-undang 

untuk implementasi CITES di tingkat nasional. Seringkali, undang-undang perlindungan 

tumbuhan dan satwa liar di tingkat nasional masih belum ada (khususnya para pihak yang 

belum meratifikasi CITES), hukuman yang tidak seimbang dengan tingkat kejahatan, dan 

kurangnya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar.
27

Pada tahun 2002 hanya 
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Zimmerman 2003 The Black Market for Wildlife: Combating Transnational Organized Crime in the Illegal 

Wildlife Trade Vanderbilt Journal of Transnational Law 36, hlm. 1657  
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terdapat 50% para pihak yang bisa memenuhi satu atau lebih persyaratan dari 4 

persyaratan utama yang harus dipenuhi: (1) keberadaan otoritas pengelola nasional dan 

otoritas keilmuan, (2) hukum yang melarang perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang 

dilindungi CITES, (3) sanksi hukum bagi pelaku perdagangan, dan (4) hukum untuk 

penyitaan barang bukti.
28

 

Naskah konvensi disepakati 3 Maret1973 pada pertemuan para wakil 80 negara di 

Washington, D.C. Negara peserta diberi waktu hingga 31 Desember1974 untuk 

menandatangani kesepakatan, dan CITES mulai berlaku tanggal 1 Juli1975. Setelah 

melakukan ratifikasi, menerima, atau menyetujui konvensi, negara-negara yang 

menandatangani konvensi disebut para pihak (parties). Pada tahun 2003, semua negara 

penanda tangan CITES telah menjadi para pihak. Negara yang belum menandatangani 

dapat ikut serta menjadi para pihak dengan menyetujui CITES. Di bulan Agustus 2006 

tercatat sejumlah 169 negara telah menjadi para pihak dalam CITES. 

Apendiks CITES berisi sekitar 5.000 spesies satwa dan 28.000 spesies tumbuhan 

yang dilindungi dari eksploitasi berlebihan melalui perdagangan internasional. Spesies 

terancam dikelompokkan ke dalam apendiks CITES berdasarkan tingkat ancaman dari 

perdagangan internasional, dan tindakan yang perlu diambil terhadap perdagangan 

tersebut. Dalam apendiks CITES, satu spesies bisa saja terdaftar di lebih dari satu 

kategori. Semua populasi Gajah Afrika (Loxodonta africana) misalnya, dimasukkan ke 

dalam Apendiks I, kecuali populasi di Botswana, Namibia, Afrika Selatan, dan 

Zimbabwe yang terdaftar dalam Apendiks II.CITES terdiri dari tiga apendiks: 

a. Apendiks I: daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam 

segala bentuk perdagangan internasional 

b. Apendiks II: daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam 

punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan 

c. Apendiks III: daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara 

tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa 

dinaikkan ke dalam Apendiks II atau Apendiks I. 

b. Sumber Hukum Internasional 
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Selain sumber hukum nasional tersebut, adapula sumber hukum internasional yang 

menjadi rujukan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya, antara lain: 

1) Nations Convention on Biological Diversity 1992  

United Nations Convention on Biological Diversity 1992 (UNCBD) lahir didasari 

oleh adanya kesadaran manusia akan semakin berkurangnya nilai keanekaragaman 

hayati disebabkan oleh laju kerusakan keanekaragaman hayati secara cepat. UNCBD 

merupakan perjanjian multilateral yang mengikat para pihak untuk turut 

menyelesaikan persoalan global mengenai keanekaragaman hayati.UNCBD 

merupakan salah satu hasil dari KTT Bumi di Rio de Jeneiro Tahun 1992. 

Tujuan dari UNCBD ialah dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati, 

pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi 

keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetic sevata adil dan 

merata, temrasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetic dan 

denga alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas 

sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai. 

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaan di antara makhluk hidup dari semua 

sumber termasuk diantaranya daratam, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta 

kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, 

mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Prinsip 

keanekaragaman hayati sesuai dengan Piagam PBB dan asas-asas hukum 

internasional lainnya yaitu bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk 

memnafaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan 

lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan di dalamnya yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan 

kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi 

nasionalnya. 

Tindakan umum bagi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan 

mewajibkan para pihak sesuai dengan kondisi dan kemampuannya untuk: 

a. Mengembangkan strategi, rencana, atau program nasional untuk konservasi dan 

pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau menyesuaikan 
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strategi, rencana, atau program yang sudah ada untuk maksud yang harus 

mencerminkan, diantaranya upaya dirumuskan dalam UNCBD yang berkaitan 

dengan kepentingan para pihak. 

b. Memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman 

hayati ke dalam rencana, program dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang 

saling berkaitan.  

Dalam UNCBD diatur pula mengenai konservasi secara in-situ (dalam kawasan 

asli) dan ex-situ (luar kawasan).Konservasi in-situ dilakukan dengan mengembangkan 

sistem kawasan lindung atau kawasan yang memerlukan penanganan khusus untuk 

mengkonservasi keanekaragaman hayati. Sedangkan untuk konservasi ex-situ 

dilakukan melalui antara lain dengan memberlakukan upaya-upaya konservasi ex-situ 

komponen-komponen keanekaragaman hayati, terutama di negeri asal komponen-

komponen tersebut. 

2) Konvensi Ramsar (Convention on Wetlands of Internastional Importance 

Especially as Waterfowl Habitat) 1971 

Convention on Wetlands of Internastional Importance Especially as Waterfowl 

Habitat atau sering disebut dengan Konvensi Ramsar merupakan konvensi 

internasional untuk pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan yang disusun oleh 

18 (delapan belas) negara peserta sidang di Ramsar, Iran pada tanggal 2 Februari 

1971 dan mulai berlaku 21 Desember 1975. Saat ini telah terdapat 160 (seratus enam 

puluh) negara yang menjadi anggota, termasuk Indonesia yang meratifikasi Konvensi 

ini dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan 

Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl 

Habitat.  

Tujuan utama Konvensi ini yaitu untuk membendung perambahan progresif dan 

hilangnya lahan basah pada masa sekarang dan pada masa depan, serta pengakuan 

terhadap fungsi ekologis yang mendasar dari lahan basah dan nilai ekonomi, budaya, 

ilmiah, dan reaksional. Hal tersebut mendasari Konvensi ini menganut prinsip 

konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. 

3) Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity 
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4) Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources and The Fair and Equitable 

Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On 

Biological DiversityConvention On International Trade In Endangered Species Of 

Wild Fauna And Flora  

5) International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

C. KENDALA TEKNIS DAN YURIDIS 

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, peningkatan konservasi sumber daya hayati dan 

ekosustem dilakukan melalui: 

1. Meningkatnya populasi 25 species satwa terancam punah (sesuai redlistof threatened IUCN) 

sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013 dalam rangka pengawetan sumberdaya alam 

hayati dan ekosistemnya; 

2. Optimalisasipengelolaankawasankonservasiseluas20,63jutahatermasukperlindungankawasane

ssensialkarst,gambut,dan mangrove; 

3. Pencegahandanpenanggulangankebakaranhutandengancepatdanbaiksertamenurunkanjumlahho

tspotskebakaran hutan; 

4. Peningkatankualitasdatadaninformasikeanekaragamanhayati. 

Di sisi lain, dalam rangka pencapaian sasaran dalam RPJMN 2014-2015 terdapat beberapa 

kendala teknis dan yuridis yang akan mempengaruhi capaian tersebut. Beberapa kendala 

tersebut, antara lain: 

1. Kelemahan dalam penetapan kawasan konservasi; 

2. Lemahnya pengaturan dan penegakan hukum; 

3. Kurangnya keberpihakan kebijakan terhadap hak-hak masyarakat, masayarakat lokal, dan 

masayarakat sekitar; dan 

4. Benturan Tata Ruang 

1. Kelemahan Dalam Penetapan Kawasan Konservasi 

Pengertian kawasan konservasi dalam peraturan perundang-undangan memiliki 

ragam definisi.Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah 

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk 

mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara 

berkelanjutan.
29

Selanjutnya, kawasan konservasi yang terkait dengan perikanan 
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, antara lain, 

adalah terumbu karang, padang lamun, bakau, rawa, danau, sungai, dan embung yang 

dianggap penting untuk dilakukan konservasi.  

Dalam hal ini Pemerintah dapat melakukan penetapan kawasan konservasi, antara 

lain, sebagai suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, 

dan/atau suaka perikanan.
30

Kawasan konservasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Kelautan 

dan Perikanan yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem 

diselenggarakan untuk melindungi:
31

 sumber daya ikan; tempat persinggahan dan/atau alur 

migrasi  biota laut lain; wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane’e, 

panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan ekosistem pesisir yang 

unik dan/atau rentan terhadap perubahan. 

Lain pula dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumbver Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Konservasi sumber daya alam 

hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan 

secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara 

dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
32

 Kawasan konservasi dalam 

kawasan hutan terdiri atas: kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Kawasan 

suaka alam terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa, sedangkan kawasan pelestarian 

alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.  

Atas keragaman definisi tersebut, International Union for Coservation of Nature 

(IUCN) mendefinisikan kawasan konservasi sebagai: “Suatu ruang yang dibatasi secara 

geografis dengan jelas, diakui, diabdikan dan dikelola, menurut aspekhukum maupun 

aspek lain yang efektif, untuk mencapai tujuan pelestarian alamjangka panjang, lengkap 

dengan fungsi-fungsi ekosistem dan nilai-nilai budayayang terkait.”  

IUCN membedakan aneka macam kawasan konservasi ke dalam enam 

kategori,yakni:  

a. Kategori Ia - Strict Nature Reserve 

                                                           
30

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. 
31

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. 
32

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. 
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Yakni suatu wilayah daratan atau lautan yang dilindungi karena memilikikeistimewaan 

atau merupakan perwakilan ekosistem, kondisi geologis ataufisiologis, dan/atau spesies 

tertentu, yang penting bagi ilmu pengetahuanatau pemantauan lingkungan. 

b. Kategori Ib - Wilderness Area 

Wilayah daratan atau lautan yang masih liar atau hanya sedikit diubah, yang masih 

memiliki atau mempertahankan karakter dan pengaruh alaminya,tanpa adanya hunian 

yang permanen atau signifikan dilindungi dan dikelolauntuk mempertahankan kondisi 

alaminya. 

c. Kategori II - National Park 

Wilayah daratan dan lautan yang masih alami, yang ditunjuk untuk (i) melindungi 

integritas ekologis dari satu atau beberapa ekosistem didalamnya, untuk kepentingan 

sekarang dan generasi mendatang; (ii)menghindarkan/mengeluarkan kegiatan-kegiatan 

eksploitasi atau okupasiyang bertentangan dengan tujuan-tujuan pelestarian kawasan; 

(iii) menyediakan landasan bagi kepentingan-kepentingan spiritual, ilmiah,pendidikan, 

wisata dan lain-lain, yang semuanya harus selaras secara lingkungan dan budaya.  

d. Kategori III - Natural Monument 

Wilayah yang memiliki satu atau lebih, kekhasan atau keistimewaan alam atau budaya 

yang merupakan nilai yang unik atau luar biasa yangdisebabkan oleh sifat kelangkaan, 

keperwakilan, atau kualitas estetika ataunilai penting budaya yang dipunyainya.  

e. Kategori IV - Habitat/Species Management Area 

Wilayah daratan atau lautan yang diintervensi atau dikelola secara aktif untuk 

memelihara fungsi-fungsi habitat atau untuk memenuhi kebutuhan spesiestertentu. 

f. Kategori V - Protected Landscape/Seascape 

Wilayah daratan atau lautan, dengan kawasan pesisir di dalamnya, di mana interaksi 

masyarakat dengan lingkungan alaminya selama bertahun-tahuntelah membentuk 

wilayah dengan karakter yang khas, yang memiliki nilai-

nilaiestetika,ekologis,ataubudayayangsignifikan,kerapdengankeanekaragamanhayatiyan

g tinggi.Menjagaintegritashubungan timbal balikyangtradisionalini 

bersifatvitalbagiperlindungan,pemeliharaan,danevolusiwilayahtermaksud. 

g. Kategori VI - Protected area with sustainable use of natural resources  
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Kategori VI melestarikan kawasan lindung ekosistem dan habitat, bersama dengan 

nilai-nilai budaya terkait dan sistem pengelolaan sumberdaya alamtradisional. Kawasan 

ini umumnya besar, dengan sebagian besar daerahtersebut dalam kondisi alami, di 

mana proporsi yang berada di bawahpengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan 

dan industri yang rendahdalam menggunakan sumberdaya alam, kegiatan produksi 

yang sejalandengan konservasi alam dipandang sebagai salah satu tujuan utama 

darikawasan ini.  

Kategori tersebut menimbulkan persoalan, yaitu: 

a. Kategori tersebut belum sesuai dengan kategori yang ada dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990; 

b. Terdapat kategori-kategori lain yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan 

lain, misal Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pesisir; 

c. Kategori tersebut bukanlah kategori yang ada dalam ketegori sesuai tata ruang wilayah 

nasional sehingga tidak dapat dimasukkan dalam klaster tata ruang wilayah nasional. 

Selain hal tersebut di atas, saat ini kawasan konservasi yang ada dalam kawasan hutan 

mulai digunakan untuk kegiatan di luar fungsinya sebagai kawasan konservasi. Kegiatan 

tersebut antara lain kegiatan pengusahaan panas bumi yang dapat merusak lingkungan 

kawasan konservasi. Hal ini terkait pula dengan kepentingan energi yang diperlukan 

dengan keberadaan pengusahaan panas bumi tersebut.Belum lagi masalah benturan 

penetapan kawasan konservasi di ekosistem karst yang saat ini banyak digunakan untuk 

pertambangan gamping.Belum lagi permasalahan penetapan lahan gambut sebagai kawasan 

ekosistem yang saat ini masih menjadi persoalan teknis dan hukum. 

2. Lemahnya Penegakkan Hukum 

Lemahnya penegakan hukum ada kaitannya dengan lemahnya penyidikan 

danpenyelidikan, hal ini berkaitan dengan kewenangan PPNS serta wilayah kerjanya serta 

lemahnya pengaturan tentang sanksi.Lemahnya penegakkan hukum ini dipengaruhi oleh 2 

(dua) aspek yaitu aspek yuridis dan aspek teknis.Pertama aspek yuridis, yaitu hingga saat 

ini polisi khusus kehutanan (Polisi Kehutanan) diberikan wewenang yang 

terbatas.Wewenang tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Kepolisian, KUHAP, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.Polisi Kehutanan memiliki 
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peran penting dalam konservasi mengingat memahami secara teknis persoalan konservasi 

yang tidak dimiliki oleh oleh POLRI. 

Namun, sayangnya Polisi Khusus Kehutanan ini tidak diberikan secara khusus 

wewenang penyidikan secara mandiri karena adanya dalam Penjelasan UU No. 41 Tahun 

1999 tentangKehutanan mensyaratkan berkoordinasi dengan penyidik POLRI.Hal ini juga 

sejalan dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang 

Pedoman Pelaksanaan KUHAP,BAB I. Huruf A. Angka 4.d. POLRI sebagai penyidik 

utama wajibmengkoordinasikan penyidik pegawai negeri sipil dengan 

memberikanpengawasan, petunjuk dan bantuan. Koordinasi di sini dalam prakteklapangan 

dipahami sebagai bentuk hubungan atasan-bawahan,dimana PPNS/Polhut harus 

melaporkan setiap kasus yang akanditangani kepada penyidik utama (POLRI).   

Kedua aspek teknis, yaitu moralitas penegak hukum.Sektor kehutanan merupakan 

sektor yang rawan terjadi penyalagunaan kekuasaan.Sumber daya kehutanan menjadi 

komoditas yang dieksploitasi dengan cara-cara illegal dan dilindungi oleh oknum penegak 

hukum, hal ini dilihat dari maraknya illegal logging.Terkait illegal logging saat ini telah 

ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan, namun hingga saat ini undang-undang ini banyak menjerat masyarakat 

hukum adat dan masyarakat lokal, namun belum mampu menyentuh korporasi. 

3. Keberpihakan Pada Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal 

Masyarakat adat masih banyak yang tinggal di dalam kawasan hutan konservasi dan  

kawasan pesisir. Keberadaan masyarakat hukum adat tersebut ada sebelum kawasan 

tersebut ditetapkan menjadi kawasan konservasi, sehingga hak-hak adat dan tradisionalnya 

harus diakui dan dihormati.Dalam kegiatan-kegiatan konservasi, karena UU hanya 

mengatur teknis konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, keberadaan 

masyarakat-masyarakat atau pemukiman-pemukimanyang ada dalam kawasan konservasi 

tidak diatur secara baik. 

Di lapanganditemui banyak perkampungan-perkampungan, desa-desa yang 

ditinggalioleh masyarakat berpuluh-puluh tahun, bahkan sebelum kawasan 

tersebutditetapkan sebagai kawasan konservasi. Terdapat beberapa pasal yangmenyentuh 

posisi masyarakat dalam kawasan maupun kegiatan konservasiini, pasal tersebut adalah 

Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 37.  
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Pasal 3 menyebutkan: “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta 

keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.”. 

Pasal 4 menyebutkan: “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.”  

Pasal 37 menyebutkan:  

(1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 

diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya 

guna dan berhasil guna.  

(2) Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar 20 konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Untuk itu, keberpihakan kepada masayarakat hukum adat haru menjadi perhatian.Saat 

ini, masyarakat hukum adat tidak diberikan ruang untuk mengimplementasikan model 

kosnservasi yang mereka kenal sejak lama dan terbukti dalam menjada kanekaragaman 

hayati dan ekosistemnya.Model konservasi yang digunakan hanya model yang ditentukan 

oleh Undang-Undang semata. 

4. Belum Lengkapnya Substansi Pengaturan Bidang Konservasi 

Terdapat beberapa hal yang perlu diatur dalam materi muatan pengaturan konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, misalnya mengenai: 

a. Pengaturan spesies migrasi yang belum dilindungi. 

b. Spesimen dilindungi yang pada saat didapatkan/dimiliki belum dilindungi. 

c. Pemanfaatan spesimen jenis seperti pertukaran, peragaan, perdagangan. 

d. Pengaturan pendanaan konservasi/pendapatan negara.  

e. Pengaturan dan pembagian peran Pemerintah serta Pemerintah Daerah.  

f. Kerjasama pengelolaan serta penggunaan kawasan konservasi untuk pembangunan 

sarana strategis. 

g. Pengelolaan kawasan konservasi oleh pihak ketiga. 
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h. Pengaturan pemulihan dan perubahan fungsi kawasan. 

D. PENUTUP 

Pengaturan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya baik 

instrumen hukum internasional dan hukum nasional telah lengkap, walau masih ada beberapa 

substansi pengaturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih perlu 

diatur dalam hukum nasional.Terhadap pengaturan tersebut tentunya ada beberapa tantangan 

pelaksanaan baik teknis maupun hukum.Untuk itu, diperlukan beberapa strategi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, misalnya regulasi, kelembagaan, ketatalaksanaan, 

pembinaan dan pengawasan, serta penegakkan hukum. 

Secara teknis, contoh upaya yang dapat dilakukan dalam langka mengefektifkan 

pelaksanaan  (ketatalaksanaan) konservasi sumber daya alam hayati dan eksosistem dapat 

dilakukan, antara lain (1) peningkatan efektivitas pengelolaan Resort Based Management(RBM) 

pada seluruh kawasan hutan konservasi sehingga fungsi pemanfaatan, perlindungan dan 

pengawetan sumber daya hutan dapat berjalan dengan baik; (2) Pembentukan pusat penelitian 

terintegrasi tentang keanekaragaman hayati di dalam taman nasional, dan KPHK; (3) 

Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan penangkaran ex-

situtanaman dan satwa liar, serta penyelamatan satwa dan tumbuhan langka; (4)Pengembangan 

skema pendanaan (trust fund) bagi kawasan hutan konservasi berikut mekanisme 

pengawasannya; (5) 

Meningkatkansaranadanprasaranaperlindunganhutandanpengendaliankebakaranhutan; (6) 

Peningkatankuantitasdankualitasaparatdalamrangkapenanggulangankebakaranhutan; 

(7)Peningkatanpelestariankeanekaragamanhayatidiluarkawasanhutan; (8)Peningkatan 

inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. 

 

---  
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